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PERATURAN DAERAH KOTA BIMA 

 
NOMOR  4  TAHUN  2012 

 
TENTANG 

 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BIMA 
TAHUN 2011 - 2031 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA BIMA, 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (4) butir c  Undang-

Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, serta 
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 
3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka tujuan, kebijakan, 
strategi, kebijakan, rencana struktur dan pola ruang, 
serta arahan pemanfaatan dan pengendalian ruang 
perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kota; 

b. bahwa  rencana tata ruang merupakan arahan dalam 
perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian  ruang 
bagi semua kepentingan secara terpadu yang 
dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah, 
pemerintah daerah, masyarakat dan/atau badan usaha 
untuk mewujudkan pertumbuhan kota yang aman, 
tertib, nyaman, teratur, dan sehat serta sesuai dengan 
tujuan pembangunan Kota Bima, dan tujuan 
pembangunan provinsi dan nasional; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kota Bima Tahun 2011 - 2031. 

Mengingat :    1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2043); 

3. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah 
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dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang 
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4169);  

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kota Bima (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4188); 

6. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4247); 

7. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 
tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 1548, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 4725); 

12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4727); 

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4746); 

14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4849); 

15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 

16. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 

17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4966); 

18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

19. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068); 

20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5168 ); 

21. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Perumahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 

22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang 
Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3934); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang 
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 
Tahun 2004 tentang tentang Perlindungan Hutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5056); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4655); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang 
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4833); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang 
Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5110); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang 
Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5103); 
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32. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan 
Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5217); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 

34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 
2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Nusa 
Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 
31); 

35. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 
3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 
2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 56); 

36. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota 
Bima Tahun 2008 Nomor 91). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KOTA BIMA 

Dan  

WALIKOTA BIMA 

 
MEMUTUSKAN : 

 
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA TENTANG RENCANA TATA 

RUANG WILAYAH KOTA BIMA TAHUN 2011-2031 
 

BAB I   
KETENTUAN UMUM  

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
 
1. Kota adalah Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai 
penyelenggara pemerintahan daerah.  

3. Walikota adalah Walikota Bima. 



 6 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima yang selanjutnya disingkat 
DPRD Kota Bima adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai 
unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.  

5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden 
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-undang Dasar 
Negara Republik Indonesia tahun 1945. 

6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang 
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, 
tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan 
memelihara kelangsungan hidupnya. 

7. Tata Ruang Kota adalah wujud struktur ruang dan pola ruang kota. 

8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang yang 
diwujudkan dalam struktur ruang dan pola ruang. 

10. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 
segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan 
berdasarkan aspek  administratif dan/atau aspek fungsional.  

11. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota adalah arahan pengembangan 
wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota guna mencapai 
tujuan penataan ruang wilayah kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) 
tahun. 

12. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota adalah penjabaran kebijakan 
penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang 
lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan 
pola ruang wilayah kota. 

13. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota adalah rencana yang mencakup 
rencana sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan 
jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk 
mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala 
kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan 
kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber 
daya air, dan sistem jaringan lainnya. 

14. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau 
administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional. 

15. Sub Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, 
dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota. 

16. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial 
dan/atau administrasi lingkungan kota. 

17. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota adalah rencana distribusi peruntukan 
ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi 
lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa 
berlakunya RTRW kota yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang 
wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang. 

18. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau 
budidaya. 
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19. Kawasan Lindung Kota adalah kawasan lindung yang secara ekologis 
merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, kawasan 
lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya 
yang terletak di wilayah kota, dan kawasan-kawasan lindung lain yang 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya 
merupakan kewenangan pemerintah daerah kota. 

20. Kawasan Budidaya Kota adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi 
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber 
daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. 

21. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 
sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam 
persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat 
dipisahkan. 

22. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya 
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam 
lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan.   

23. Kawasan Strategis Kota adalah kawasan yang penataan ruangnya 
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam 
lingkup kota terhadap pertahanan keamanan, ekonomi, sosial budaya, 
dan/atau lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan 
teknologi. 

24. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara 
nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan. 

25. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area 
memanjang, jalur, dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih 
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara 
alamiah maupun yang sengaja ditanam. 

26. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah 
ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam 
kategori ruang terbuka hijau, berupa lahan yang diperkeras atau yang 
berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat 
ditumbuhi tanaman atau berpori (cadas, pasir, kapur, dan lain 
sebagainya). 

27. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukan 
bagi pengembangan perumahan atau tempat tinggal, hunian beserta 
prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur. 

28. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka 
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung 
dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai 
rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 

29. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah 
angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar 
bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah 
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata 
bangunan dan lingkungan 

30. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka 
persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar 
bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan 
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luas tanah perpetakan/daerah perencanan yang dikuasai sesuai rencana 
tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 

31. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah 
tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, 
pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. 
 

32. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST 
adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, 
penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan 
akhir sampah. 

 
33. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat 

untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan 
secara aman bagi manusia dan lingkungan. 

 

34. Kawasan Wisata Lingkungan adalah kawasan bagian kota yang 
diarahkan untuk pengembangan berbagai kegiatan wisata yang 
mencakup lingkungan seperti agro, serta wisata flora dan fauna. 

35. Kawasan Cagar Budaya adalah kawasan atau kelompok bangunan yang 
memiliki nilai sejarah, budaya, dan nilai lainnya yang dianggap penting 
untuk dilindungi dan dilestarikan untuk kepentingan pendidikan, 
penelitian, dokumentasi, dan pariwisata. 

36. Sempadan Sungai adalah ruang yang tidak boleh dibangun yang berada 
di antara tepi air sungai tertinggi sampai batas kawasan boleh dibangun. 

37. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat yang 
merupakan dataran sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional 
dengan bentuk dan kondisi fisik pantai yang mempunyai manfaat 
penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. 

38. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut 
yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut. 

39. Sempadan Bangunan adalah ruang yang tidak boleh dibangun yang 
berada di antara tepi batas persil sampai batas kawasan boleh dibangun 
di dalam persil. 

40. Drainase adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu 
lingkungan yang berfungsi sebagai pematus bagi lingkungan, yang 
terintegerasi dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah 
regional yang lebih luas. 

41. Daya Rusak Air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan. 

42. Jalur Pejalan Kaki adalah jalur khusus yang disediakan untuk pejalan 
kaki. 

43. Ruang Evakuasi Bencana adalah area yang disediakan untuk 
menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, 
sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki 
kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan 
di setiap lokasi. 

44. Jalur Evakuasi adalah jalur perjalanan yang menerus (termasuk jalan ke 
luar, koridor/selasar umum dan sejenisnya) dari setiap bagian 
bangunan gedung (termasuk didalam unit hunian tinggal ke tempat 
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aman yang disediakan bagi suatu lingkungan/kawasan sebagai tempat 
penyelamatan atau evakuasi. 

45. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya 
guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional 
dengan pusat kegiatan wilayah. 

46. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan 
primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu 
dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu 
dengan kawasan sekunder kedua. 

47. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara 
berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan 
lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah 
dengan pusat kegiatan lokal. 
 

48. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan 
sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan 
sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. 

49. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah arahan pengembangan 
wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota 
sesuai dengan RTRW kota melalui penyusunan dan pelaksanaan 
program penataan/ pengembangan kota beserta pembiayaannya, dalam 
suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kota yang 
berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, 
dan waktu pelaksanaan. 

50. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan 
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk 
setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana 
rinci tata ruang. 
 

51. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah 
ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan 
pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRW kota yang 
berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, 
ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah 
kota. 

52. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik 
secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau 
buatan maupun non struktur atau non fisik melalui peningkatan 
kemampuan menghadapi ancaman bencana. 

53. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk 

masyarakat hukum adat, koorporasi, dan/atau pemangku kepentingan 
non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang. 

54. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses 
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian 
pemanfaatan ruang. 

55. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat 
BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
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Ruang di Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas 
Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.   

56. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RDTRK 
adalah rencana rinci tata ruang kawasan kota. 

 
Pasal 2 

 
Penataan ruang kota  diselenggarakan berdasarkan asas:  
 
a. keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; 

b. keberlanjutan, keberdayaan, dan keberhasilgunaan; 

c. keterbukaan; 

d. kebersamaan, kemitraan, perlindungan dan kepentingan umum;  

e. kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas. 

 
 

Pasal 3 
 

(1) Luas wilayah Kota Bima terdiri dari luas daratan seluas 222,25 (dua 
ratus dua puluh dua koma dua puluh lima) km² dan wilayah perairan 
seluas 188,02 (seratus delapan puluh delapan koma nol dua) km². 

(2) Wilayah kota terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 38 (tiga puluh delapan) 
kelurahan, meliputi: 
 
a. Kecamatan Rasanae Barat dengan luas wilayah 10,14 (sepuluh koma 

empat belas) km²; 

b. Kecamatan Mpunda dengan luas wilayah 15,28 (lima belas koma 
dua puluh delapan) km²; 

c. Kecamatan Raba dengan luas wilayah 63,73 (enam puluh tiga koma 
tujuh puluh tiga) km²; 

d. Kecamatan Asakota dengan luas wilayah 69,03 (enam puluh 
sembilan koma nol tiga) km²; 

e. Kecamatan Rasanae Timur dengan luas wilayah 64,07 (enam puluh 
empat koma nol tujuh) km². 

(3) Batas-batas wilayah adalah sebagai berikut : 
 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ambalawi Kabupaten 
Bima; 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Wawo Kabupaten 
Bima; 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Palibelo Kabupaten 
Bima; 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Bima. 
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 BAB II 

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG            
WILAYAH KOTA 

 
Bagian Kesatu 

Tujuan Penataan Ruang 
 

Pasal 4 
 

Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah untuk mewujudkan ruang 
wilayah kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam rangka 
mendorong perkembangan wilayah kota sebagai kawasan perdagangan dan 
jasa,  serta pendidikan. 
 

 

Bagian Kedua 
Kebijakan Penataan Ruang 

 
Pasal 5 

 
Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang, kebijakan penataan 
ruang wilayah kota  meliputi: 
a. penetapan dan pengembangan pusat-pusat pelayanan kota secara 

merata sesuai dengan hirarki pelayanannya; 

b. pengembangan sistem jaringan dan infrastruktur lintas wilayah dalam 
sistem perkotaan wilayah kota, wilayah provinsi, dan nasional; 

c. peningkatan kualitas pelayanan  sistem jaringan transportasi untuk 
meningkatkan aksesibilitas wilayah serta fungsi dan keterkaitan antar 
pusat pelayanan secara optimal;  

d. pengembangan kualitas dan jangkuan pelayanan sistem jaringan energi 
dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber 
daya air, sistem prasarana penyediaan air minum kota, sistem 
pengelolaan air limbah kota, sistem persampahan kota, sistem drainase 
kota, penyediaan prasarana dan sarana jaringan  pejalan kaki, dan jalur 
evakuasi bencana; 

e. pelestarian fungsi lingkungan hidup secara berkesinambungan dan 
mendukung perkembangan wilayah kota; 

f. pencegahan dampak negatif yang dapat menimbulkan kerusakan 
lingkungan hidup akibat dari pemanfaatan ruang; 

g. penetapan kawasan ruang terbuka hijau minimal 30 % (tiga puluh 

persen) dari luas wilayah kota; 

h. perlindungan kawasan cagar budaya dan aktifitas yang memiliki nilai 
histroris dan spiritual; 

i. pengembangan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana; 

j. pengembangan kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, 
kawasan perkantoran, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan 
ruang terbuka non hijau, kawasan ruang dan jalur evakuasi bencana, 
kawasan  sektor informal, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, 
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kawasan peribadatan, kawasan pertahanan dan keamanan,  kawasan 
pertanian, kawasan perikanan, dan kawasan pertambangan; 
 

k. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya 
dukung dan daya tampung lingkungan; dan  

l. pengembangan keterpaduan pengelolaan kawasan strategis nasional dan 
kawasan strategis provinsi di wilayah kota. 

 
Bagian Ketiga 

Strategi Penataan Ruang 
 

Pasal 6 
 

Strategi pengembangan struktur ruang meliputi: 
 
1. Strategi penetapan dan pengembangan pusat-pusat pelayanan kota 

secara merata sesuai dengan hirarki pelayanannya meliputi: 
 
a. mengembangkan pusat pelayanan yang sudah ada dan membentuk 

pusat pelayanan baru dalam rangka pemerataan pelayanan dan 
peningkatan pemanfaatan potensi wilayah kota; 

b. mengembangkan fasilitas-fasilitas perkotaan secara merata sesuai 
dengan fungsi pelayanan, daya dukung, dan daya tampung kawasan; 

c. mengembangkan sistem transportasi secara berjenjang yang 
menghubungkan pusat-pusat pelayanan kota serta sistem jaringan 
prasarana kota lainnya; dan 

d. mengembangkan sub pusat pelayanan kota yang dilengkapi dengan 
prasarana dan sarana pendukung. 

2. Strategi pengembangan sistem jaringan dan infrastruktur  lintas wilayah 
dalam sistem perkotaan wilayah kota, wilayah provinsi, dan nasional 
meliputi: 
 
a. meningkatkan keterpaduan sistem jaringan jalan nasional, sistem 

jaringan jalan provinsi, dan sistem jaringan jalan kota, termasuk 
didalamnya membangun jalan lingkar luar Selatan dan lingkar luar 
Utara (outer ring road) untuk mendistribusikan pergerakan eksternal; 

b. mengembangkan integrasi sistem prasarana terpadu antar wilayah 
dan perkotaan terdiri atas sistem jaringan energi dan kelistrikan, 
sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, 
sistem prasarana penyediaan air minum kota, sistem pengelolaan air 
limbah kota, sistem persampahan kota, sistem drainase kota, 
penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan 
pejalan kaki, serta jalur evakuasi bencana secara terpadu dengan 
berbasis kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan 
masyarakat;  

c. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan 
transportasi perkotaan yang terpadu antara jaringan jalan, jalur 
pedestrian, jalur evakuasi bencana dan transportasi massal yang 
berbasis moda jalan; dan 
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d. memelihara, merehabilitasi serta membangun sistem jaringan 
transportasi dan infrastruktur wilayah untuk mendukung fungsi 
kawasan dan fungsi pelayanan kota. 

3. Strategi peningkatan kualitas pelayanan sistem jaringan transportasi 
untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah serta fungsi dan keterkaitan 
antarpusat pelayanan secara optimal meliputi: 
 
a. mengembangkan sistem jaringan jalan terpadu di dalam kota yang 

terintegrasi dengan jaringan jalan antar wilayah dan antar sistem 
pusat pelayanan; 

b. mengembangkan sistem pelayanan angkutan umum massal terpadu; 

c. membuka jaringan-jaringan jalan baru sesuai dengan fungsinya 
untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterkaitan antara  pusat 
pelayanan kota dengan sub pusat pelayanan kota dan pusat 
lingkungan serta antar kawasan di dalam wilayah kota dan antar 
wilayah; 

d. meningkatkan pengawasan dan pengelolaan kawasan pesisir serta 
pembangunan kota tepian air (water front city); 

e. merestrukturisasi pola grid pada jalan utama kota sesuai dengan 
morfologi kota; 

f. mengembangkan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan 
dan/atau persimpangan; 

g. meningkatkan kualitas perlengkapan jalan untuk mendukung 
kelancaran pergerakan; dan 

h. mengembangkan dan memantapkan tatanan kepelabuhan dan alur 
pelayaran pada Pelabuhan Bima sebagai pelabuhan rakyat maupun 
pelabuhan bongkar muat dan meningkatkan kelengkapan sarana dan 
prasarananya. 

4. Strategi pengembangan kualitas dan jangkuan pelayanan sistem jaringan 
energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan 
sumber daya air, sistem prasarana penyediaan air minum kota, sistem 
pengelolaan air limbah kota, sistem persampahan kota, sistem drainase 
kota, penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana jaringan jalan 
pejalan kaki, dan jalur evakuasi bencana meliputi meningkatkan kualitas 
dan jangkauan sarana dan prasarana kota.  

 
Pasal 7 

 

Strategi pengembangan pola ruang dalam rangka pengelolaan kawasan 
lindung, meliputi: 
1. Strategi pelestarian fungsi lingkungan hidup secara berkesinambungan, 

terdiri dari: 
 

a. menetapkan komponen-komponen kawasan lindung kota; 

b. memadukan arahan kawasan lindung provinsi dalam kawasan 
lindung kota; 
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c. memanfaatkan kawasan budidaya yang dapat berfungsi lindung 
sebagai bagian dari RTH; 

d. menyediakan kawasan sempadan pantai sejauh 30 - 100 (tiga puluh 
sampai dengan seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke 
arah darat; 

e. memberikan perlindungan dan penyangga kanan-kiri sempadan 
sungai; 

f. menyediakan kawasan hijau yang memberikan fungsi ekologis dan 
biologis; dan  

g. melibatkan semua lapisan masyarakat dalam memelihara kawasan 
lindung. 

2. Strategi pencegahan dampak negatif yang dapat menimbulkan kerusakan  
lingkungan hidup akibat dari pemanfaatan ruang. 
 
a. mengendalikan pemanfaatan alam dan buatan pada kawasan 

lindung;  

b. mengendalikan kegiatan budidaya yang terdapat  di dalam kawasan 
lindung melalui konversi atau rehabilitasi tanah, pembatasan 
kegiatan, serta pemindahan kegiatan perumahan penduduk secara 
bertahap ke luar kawasan lindung; dan 

c. menyediakan informasi kepada masyarakat mengenai batas-batas 
kawasan lindung, kawasan budidaya serta syarat-syarat pelaksanaan 
kegiatan budidaya dalam kawasan lindung. 

3. Strategi penetapan kawasan ruang terbuka hijau minimal 30 % (tiga 
puluh persen) dari luas wilayah kota terdiri dari: 
 
a. menerapkan ketentuan luas ruang terbuka hijau publik minimal 

20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat minimal 10% 
(sepuluh persen); 

b. mengembangkan ruang terbuka hijau berupa lahan konservasi dan 
resapan air, hutan kota, taman kota, tempat pemakaman umum, 
serta lapangan olahraga; 

c. merevitalisasi dan memantapkan kualitas ruang terbuka hijau yang 
ada;  

d. mengembangkan ruang terbuka hijau secara berjenjang mulai dari 
skala lingkungan hingga skala kota sesuai dengan standar 
kebutuhan ruang terbuka hijau; 

e. mempertahankan jalur-jalur hijau yang berada di sepanjang jaringan 
jalan; 

f. meminimalisir alih fungsi ruang terbuka hijau yang ada; 

g. menetapkan secara tegas batas-batas kawasan ruang terbuka hijau; 

h. meningkatkan aksesibilitas antarkawasan ruang terbuka hijau 
dengan kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, 
pendidikan, serta kawasan dengan fasilitas umum lainnya; dan 
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i. melibatkan dan meningkatkan peran masyarakat dalam penyediaan, 
peningkatan kualitas, dan pemeliharaan ruang terbuka hijau baik 
publik maupun privat. 

4. Strategi perlindungan kawasan cagar budaya dan aktifitas yang memiliki 
nilai histroris dan spiritual terdiri dari: 
 
a. melestarikan dan melindungi kawasan cagar budaya, bangunan 

bersejarah, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki 
nilai sejarah; 

b. revitalisasi kawasan-kawasan yang mendukung pencitraan kota 
berwawasan budaya lokal; 

c. merehabilitasi kawasan cagar budaya yang telah mengalami 
kerusakan; 

d. melarang kegiatan-kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi 
kawasan cagar budaya; dan 

e. mempertahankan dan mengembangkan kawasan cagar budaya 
untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan 
kepariwisataan. 

5. Strategi pengembangan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana 
terdiri dari: 
 
a. menetapkan ruang yang memiliki potensi rawan bencana;  

b. mengendalikan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan 
bencana; 

c. menyiapkan jalur-jalur dan ruang evakuasi bencana; 

d. menata ulang kawasan dan menerapkan teknologi tanggap dini 
kejadian bencana;  

e. mengembangkan sistem penanggulangan bencana wilayah kota 
secara terpadu; 

f. meningkatkan upaya sosialisasi dan kesadaran pemerintah, swasta 
dan masyarakat tentang bahaya bencana serta upaya antisipasi 
terjadinya bencana; 

g. memprioritaskan upaya mitigasi dan adaptasi bencana pada 
kawasan perumahan dan pusat-pusat kegiatan ekonomi perkotaan; 
dan 

h. mengembangkan ruang terbuka hijau pada kawasan rawan bencana 
alam. 

 
Pasal 8 

 

(1) Strategi pengembangan pola ruang dalam rangka pengembangan 
kawasan budidaya meliputi: strategi pengembangan kawasan 
perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, 
kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan ruang terbuka non 
hijau, kawasan ruang evakuasi bencana, kawasan sektor informal, 
kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan peribadatan, 



 16 

kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertanian, kawasan 
perikanan dan kawasan pertambangan. 

(2) Strategi pengembangan kawasan peruntukan perumahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
 
a. meningkatkan kualitas kawasan perumahan perkotaan; 

b. menata kawasan padat dan/atau kumuh di wilayah perkotaan; 

c. mengembangkan sarana dan prasarana perumahan; 

d. membatasi perkembangan pola perumahan linier dan 
mengembangkan pola perumahan memusat secara vertikal; 

e. menghindari pengembangan perumahan pada ruang terbuka hijau 
yang berada di kawasan perbatasan maupun luar pusat kota; 

f. menyediakan ruang terbuka hijau yang sesuai dengan kaidah-
kaidah penataan ruang pada kawasan perumahan dan 
mengoptimalkan fungsinya; 

g. merelokasi kampung nelayan yang berada pada kawasan rawan 
bencana gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai; 

h. menerapkan ketentuan-ketentuan teknis pembangunan perumahan 
terutama menyangkut intensitas serta sempadan bangunan, 
sempadan sungai, dan sempadan pantai; dan 

i. mengatur dan menata kembali perumahan di sepanjang sempadan 
sungai. 

(3) Strategi pengembangan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas: 
 
a. menata dan merevitalisasi kawasan perdagangan dan jasa; 

b. mengembangkan super blok sebagai pusat perdagangan dan jasa 
skala internasional, nasional, regional, dan lokal; 

c. meningkatkan aksesibilitas dari dan ke kawasan perdagangan dan 
jasa; 

d. mengembangkan aktifitas perdagangan dan jasa baru di pusat-pusat 
pertumbuhan; 

e. memberikan ruang yang memadai untuk menampung aktifitas 
pedagang kaki lima di pusat-pusat keramaian maupun kawasan 
perdagangan skala besar; 

f. menyediakan ruang parkir yang memadai di setiap kawasan 
perdagangan; 

g. mengatur kegiatan perdagangan pada kawasan perumahan; 

h. menyediakan prasarana energi/kelistrikan, telekomunikasi, 
penyediaan air minum, drainase, persampahan, dan pengelolaan air 
limbah yang memadai pada kawasan pusat-pusat perdagangan; 

i. menyediakan prasarana dan sarana memadai bagi para pejalan kaki 
dan kendaraan tidak bermotor di kawasan-kawasan perdagangan 
dan jasa; dan 
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j. mengoptimalkan fungsi-fungsi ruang terbuka hijau pada kawasan 
perdagangan. 

(4) Strategi pengembangan kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas: 
 
a. meningkatkan kualitas bangunan dan lingkungan perkantoran yang 

sudah ada serta mengembangkan bangunan perkantoran; 

b. menyediakan prasarana listrik, air minum, telekomunikasi, drainase, 
persampahan, dan pengelolaan air limbah yang memadai; 

c. menyediakan ruang parkir kendaraan yang memadai di setiap 
kawasan perkantoran; 

d. menciptakan situasi lingkungan yang bersih dan nyaman di setiap 
kawasan perkantoran; 

e. membatasi pembangunan perkantoran pada kawasan ruang terbuka 
hijau; dan 

f. menghindari penetrasi kegiatan perkantoran pada kawasan 
perumahan. 

(5) Strategi pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas: 
 
a. mengembangkan industri pengolahan berbasis pertanian; 

b. mengembangkan industri kerajinan penunjang kegiatan pariwisata; 

c. mengembangkan teknologi industri pengolahan yang berwawasan 
lingkungan; 

d. membangun kawasan pusat industri pengolahan maupun pusat-
pusat industri kerajinan; 

e. menyediakan prasarana dan sarana pendukung kegiatan industri; 

f. menyediakan sistem pengelolaan air limbah yang memadai; dan 

g. mengembangkan zona penyangga antara kawasan industri dengan 
kawasan perumahan maupun aktifitas perkotaan lainnya. 

(6) Strategi pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas: 
 
a. melakukan penataan ruang kawasan pariwisata; 

b. menyediakan ruang publik yang memadai di setiap destinasi 
pariwisata; 

c. mengembangkan inovasi dalam promosi pariwisata; 

d. mengembangkan paket-paket pariwisata terpadu serta sarana dan 
prasarana tur pariwisata kota; 

e. membangun kawasan pariwisata yang menarik dengan dukungan 
sarana dan prasarana yang memadai; 

f. mengembangkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana 
pariwisata; 
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g. menerapkan Sapta Pesona (Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, 
Ramah Tamah dan Kenangan); 

h. memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan pariwisata; 

i. mengembangkan seni, budaya, dan kepurbakalaan daerah sebagai 
aset pariwisata; dan 

j. mengembangkan kegiatan perdagangan, jasa, dan industri kerajinan 
untuk mendukung kegiatan pariwisata. 

(7) Strategi pengembangan kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
 
a. menyediakan RTNH pada kawasan perumahan dan non perumahan; 

b. menyediakan RTNH pada sarana dan prasarana transportasi 
terbuka; 

c. mengembangkan kawasan peruntukan RTNH secara berjenjang di 
setiap kawasan; 

d. mengembangkan pemanfaatan bahan material atau desain RTNH 
yang memperhatikan daya serap air permukaan; 

e. menyediakan elemen pelengkap di kawasan peruntukan RTNH;  

f. melarang kegiatan atau bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi 
kawasan; dan 

g. menyediakan RTNH berupa fasilitas parkir kendaraan yang memadai 
pada kawasan-kawasan RTH taman kota. 

(8) Strategi pengembangan kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  
 
a. memanfaatkan bangunan dan/atau kawasan publik sebagai ruang 

evakuasi bencana;  

b. mengembangkan bangunan khusus yang diperuntukan sebagai 
ruang evakuasi bencana; dan 

c. menyediakan ruang evakuasi bencana pada jalur-jalur evakuasi 
bencana yang dekat dengan fasilitas umum. 

(9) Strategi pengembangan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor 
informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
 
a. menetapkan kawasan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan 

untuk berjualan;  

b. menentukan waktu berdagang siang dan malam hari; dan 

c. menyediakan ruang parkir yang mencukupi sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 

(10) Strategi pengembangan kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), terdiri atas: 
 
a. pengembangan Pendidikan Tinggi Negeri dan Swasta di wilayah kota; 

b. meningkatkan kualitas bangunan dan lingkungan pendidikan yang 
sudah ada; 
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c. menyediakan ruang parkir kendaraan yang memadai di setiap 
kawasan pendidikan;  

d. memantapkan konsentrasi kegiatan pendidikan tinggi dibagian 
selatan wilayah kota; dan 

e. menciptakan situasi lingkungan yang bersih dan nyaman di setiap 
kawasan pendidikan. 

 

(11) Strategi pengembangan kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), terdiri atas: 
 
a. meningkatkan kualitas bangunan dan lingkungan kesehatan yang 

sudah ada; 

b. menyediakan ruang parkir kendaraan yang memadai di setiap 

kawasan kesehatan; dan 

c. menciptakan situasi lingkungan yang bersih dan nyaman di setiap 
kawasan kesehatan. 

(12) Strategi pengembangan kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), terdiri atas: 
 
a. meningkatkan kualitas bangunan dan lingkungan peribadatan yang 

sudah ada; dan 

b. menyediakan ruang parkir kendaraan yang memadai serta 
mengoptimalkan RTH di setiap kawasan peribadatan. 

(13) Strategi pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: 
 
a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi 

khusus pertahanan dan keamanan; 

b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar 
kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan 
keamanan; 

c. menjaga aset-aset pertahanan/Tentara Nasional Indonesia (TNI); 

d. mempertahankan bangunan yang sudah ada; dan 

e. mengembangkan zona penyangga antara kawasan pertahanan dan 
keamanan dengan kawasan lainnya. 

(14) Strategi pengembangan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), terdiri atas: 
 
a. meminimalisir konversi lahan pertanian irigasi teknis menjadi lahan 

terbangun dan/atau aktifitas budidaya non pertanian; 

b. mengembangkan lahan pertanian menjadi lahan pertanian 
hortikultura, taman kota dan/atau hutan kota pada kawasan 
pertanian yang tidak memiliki dukungan prasarana irigasi memadai 
untuk mempertahankan fungsi kawasan sebagai RTH; 

c. mengembangkan sarana prasarana irigasi pertanian; dan 
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d. mengembangkan produk pertanian unggulan yang berorientasi agro 
industri. 

(15) Strategi pengembangan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), terdiri atas: 
 
a. mengembangkan budidaya perikanan air tawar, air payau, dan air 

garam; 

b. meminimalisir konversi lahan tambak menjadi lahan terbangun 
dan/atau aktifitas budidaya non perikanan; dan 

c. mengembangkan sarana prasarana perikanan. 

(16) Strategi pengembangan  kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), terdiri atas: 
 

a. melakukan penataan ruang kawasan pertambangan melalui 
penyusunan rencana induk kawasan pertambangan dan rencana 
detail tata ruangnya; 

b. membangun kawasan penyangga yang membatasi areal 
pertambangan dengan kawasan peruntukan kegiatan budidaya 
lainnya maupun kawasan lindung; 

c. menyediakan areal ruang terbuka hijau minimal 30% (tigapuluh 
persen) di wilayah pertambangan; 

d. membangun instalasi pengolahan limbah untuk menjaga kerusakan 
lingkungan akibat aktifitas pertambangan. 

 
Pasal 9 

 
Strategi pengembangan kawasan strategis meliputi :  

(1) Strategi pengembangan keterpaduan pengelolaan kawasan strategis 
nasional dan kawasan strategis provinsi di wilayah kota, terdiri atas: 
 
a. memadukan pengembangan rencana struktur ruang dan rencana 

pola ruang kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi 
di wilayah kota; dan 

b. menyelaraskan program-program pemanfaatan ruang baik yang 
berskala internasional, nasional, regional, dan lokal. 

(2) Strategi pengembangan kawasan dari sudut kepentingan pertumbuhan 
ekonomi, meliputi: 
 
a. mengembangkan kawasan-kawasan pembangkit perekonomian kota 

berskala nasional, regional, dan lokal dengan kegiatan unggulan 
perdagangan dan jasa, industri, serta pariwisata sebagai penggerak 
utama pertumbuhan wilayah kota; 

b. meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana penunjang kegiatan 
ekonomi; 

c. mengembangkan sentra-sentra bisnis berwawasan budaya; 

d. menciptakan iklim investasi yang kondusif dan selektif serta 
mengintensifkan promosi peluang investasi; 
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e. menyediakan kawasan-kawasan sektor informal yang prospektif dan 
berdaya tarik tinggi untuk mendukung terwujudnya kota yang maju 
dan mandiri; dan 

f. mengembangkan kawasan pariwisata yang berbasis lingkungan, 
kawasan pariwisata alam, religi, budaya, kuliner, dan  belanja. 

(3) Strategi pengembangan kawasan dari sudut kepentingan sosial budaya 
meliputi: 
 
a. menetapkan kawasan-kawasan yang memiliki nilai sosial, budaya, 

dan sejarah sebagai kawasan pelestarian dan menjadi pusat budaya 
kota; 

b. meningkatkan upaya konservasi pada kawasan-kawasan yang 
memiliki nilai sosial, budaya, dan sejarah sebagai upaya pelestarian 
kawasan serta situs yang ada di dalamnya; dan 

c. menata dan mengelola kawasan-kawasan yang memiliki nilai sosial, 
budaya, dan sejarah secara terpadu. 

(4) Strategi pengembangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung 
lingkungan hidup, meliputi: 
 
a. Strategi pengembangan pesisir pantai adalah:  

1. mendukung pelaksanaan program mitigasi bencana pantai; dan 
2. mendukung kegiatan penataan kembali pesisir Pantai Teluk Bima 

melalui kegiatan reklamasi dan memanfaatkannya menjadi 
Kawasan Kota Tepian Air (water front city). 

b. Strategi pengembangan sempadan sungai adalah:  
1. mendorong program peremajaan lingkungan hilir sungai tersebut 

menjadi kawasan konservasi dengan peremajaan terbatas 
terhadap beberapa kegiatan pembangunan yang ada disekitarnya; 
dan 

2. menyediakan jalan disepanjang sempadan sungai sebagai jalan 
pengawas. 

c. Strategi pengembangan kawasan lindung dan hutan kota dengan 
menjamin konsistensi kawasan melalui pengendalian kegiatan 
budidaya secara ketat di dalamnya. 

 
BAB III 

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA 
 

Bagian Kesatu 
Umum 

 
Pasal 10 

 
(1) Rencana struktur ruang bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan 

peran pusat-pusat pelayanan serta meningkatkan kualitas dan 
jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah kota. 

(2) Rencana struktur ruang wilayah kota meliputi: 
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a. pusat-pusat pelayanan wilayah kota; 

b. sistem jaringan prasarana wilayah kota. 

 

(3) Rencana struktur ruang wilayah kota tahun 2011 - 2031 diwujudkan 
dalam bentuk Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota dengan skala 
1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.1 yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Bagian Kedua 
Rencana Pusat-pusat Pelayanan Kota  

 
Pasal 11 

 

(1) Pusat-pusat pelayanan wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
10 ayat (2) huruf  a meliputi: 
 
a. Pusat pelayanan kota; 

b. Sub pusat pelayanan kota; dan 

c. Pusat  lingkungan. 

(2) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a  
meliputi : pusat pelayanan Kota Bima di Kecamatan Rasanae Barat, 
sebagian Kecamatan Asakota dan sebagian Kecamatan Mpunda yang 
berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala nasional serta 
pariwisata skala regional.  

(3) Sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
meliputi:  

a. Sub pusat pelayanan kota di Kecamatan Mpunda yang meliputi 
Kelurahan Penatoi, Kelurahan Sadia dan Kelurahan Sambinae dan 
berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan, administrasi umum, 
dan pendidikan skala regional; 

b. Sub pusat pelayanan kota di Kecamatan Raba yang meliputi 
Kelurahan Rabangodu Utara, Kelurahan Rabadompu Timur, dan  
Kelurahan Rabadompu Barat dan berfungsi sebagai pusat kegiatan 
industri kecil dan kerajinan serta pusat pelayanan kesehatan skala 
regional; dan 

c. Sub pusat pelayanan kota di Kelurahan Oi Fo'o dan Kelurahan Nitu 
Kecamatan Rasanae Timur yang berfungsi sebagai pusat peruntukan 

industri. 

(4) Pusat  lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 
 
a. Kelurahan Jatiwangi yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan 

jasa skala lokal, dan pusat pelayanan kesehatan skala lokal; 

b. Kelurahan Mande yang berfungsi sebagai pusat pendidikan dan 
pusat perdagangan jasa skala regional; 

c. Kelurahan Manggemaci yang berfungsi sebagai pusat perdagangan 
dan jasa skala lokal serta sebagai pusat pelayanan umum; 
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d. Kelurahan Santi yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa 
skala lokal; 

e. Kelurahan Kodo dan sekitarnya yang berfungsi sebagai pusat 
pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, pusat 
perdagangan dan jasa skala lokal, pusat pelayanan kesehatan skala 
lokal, dan simpul transportasi skala lokal; dan 

f. Kelurahan Kolo yang berfungsi sebagai pusat pariwisata bahari, 
pusat perdagangan dan jasa skala lokal, dan pusat pelayanan 
kesehatan skala lokal.   

 
Bagian Ketiga 

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kota 
 

Pasal 12 
 

(1) Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kota sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi: 
 
a. rencana sistem jaringan transportasi; 

b. rencana sistem jaringan energi; 

c. rencana sistem jaringan telekomunikasi; 

d. rencana sistem jaringan sumber daya air; 

e. rencana sistem jaringan prasarana air minum; 

f. rencana sistem jaringan persampahan ; 

g. rencana sistem pengelolaan air limbah; 

h. rencana penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana 
jaringan jalan pejalan kaki; 

i. rencana sistem drainase; dan 

j. rencana  jalur  evakuasi bencana. 

(2) Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kota diwujudkan dalam 
bentuk Peta  dengan skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran III.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

 
 

Paragraf 1 
Rencana Sistem Jaringan Transportasi 

 
Pasal 13 

 
(1) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 ayat (1) huruf  a terdiri dari :  
a. sistem jaringan transportasi darat; dan 

b. sistem jaringan transportasi laut. 

 



 24 

(2) Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a di atas  meliputi : 

a. rencana pengembangan sistem jaringan jalan;  

b. penanganan jalan; 

c. pengembangan jembatan; 

d. pengembangan terminal; dan 

e. pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum. 

(3) Rencana sistem jaringan jalan di kota  sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a di atas mencakup: 
 
a. pengembangan sistem jaringan jalan arteri primer yang merupakan 

Jalan Negara,meliputi: 

 
1. Jalan Sultan Salahudin  - Jalan Martadinata; 

2. Jalan Soekarno – Hatta - Jalan Ir. Sutami; dan 

3. Jalan lintas Kumbe – Sape. 

b. pengembangan sistem jaringan jalan kolektor primer, meliputi:  
 
1. pengembangan Jalan Negara Jalan Sonco Tengge – Kumbe. 

2. pengembangan Jalan Provinsi Jalan Melayu – Kolo. 

c. pengembangan sistem jaringan jalan kolektor sekunder yang 
merupakan jalan provinsi, meliputi:  
 
1. Jalan Gajah Mada; 

2. Jalan Jenderal Sudirman; 

3. Jalan Gatot Subroto; 

4. Jalan Lingkar Pelabuhan. 

d. pengembangan sistem jaringan jalan kolektor tersier yang 
merupakan jalan kota, meliputi: 

1. Jalan Raya Jatiwangi – Jalan Di Ponegoro – Jalan Wolter 
Monginsidi; 

2. Jalan Datuk Dibanta – Jalan Anggrek – Jalan Seruni; 

3. Jalan Salama -  Santi – Rite; dan 

4. Jalan Jatibaru-Matakando – Santi. 

e. pengembangan sistem jaringan jalan lokal primer yang merupakan 
jalan kota meliputi: 

1. Jalan Tongkol; 

2. Jalan Sulawesi – Jalan Flores; 

3. Jalan Patimura; 

4. Jalan Oi Foo; 

5. Jalan Penanae – Kendo; 

6. Jalan Nitu; 
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7. Jalan Nungga; 

8. Jalan Dodu; 

9. Jalan Lelamase; dan 

10. Jalan Ntobo. 

f. pengembangan sistem jaringan jalan lingkungan dikembangkan pada 
tiap-tiap lingkungan. 

(4) Rencana penanganan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
di atas dilakukan melalui: 

a.  pembangunan jalan 

1. pembangunan jalan di Kecamatan Rasanae Barat dan 
Kecamatan Mpunda, meliputi: 

 
a) pembangunan jalan lingkar luar Selatan (outer ring road) 

yang menghubungkan Lingkungan Oi Niu Kelurahan Dara – 
Kelurahan Nitu – Kelurahan Kumbe; 

b) pembangunan jalan lingkar luar Utara yang menghubungkan 
Pelabuhan Laut Bima di Kelurahan Tanjung – Kedo 
Kelurahan Melayu – Tolotongga Kelurahan Melayu –  
Kelurahan Jatiwangi – Kelurahan Santi; 

c) pelebaran jalan di Sultan M. Salahuddin menjadi 2 (dua) 
jalur mulai dari Perbatasan Kota – Kabupaten Bima sampai 
dengan Pelabuhan Laut Bima; 

d) pembangunan jalan baru dari Lingkungan Oi Niu Kelurahan 
Dara - Kelurahan Nitu – Kelurahan Rontu; 

e) pembangunan jalan di sepanjang pesisir pantai (coastal road) 
mulai dari Lingkungan Amahami – Bina Baru Selatan – Bina 
Baru Utara – Pelabuhan Laut;  

f) pembangunan jalan tembus dari belakang Markas Brimob 
(area perumnas) sampai ke pertigaan sampang (Sambinae – 
Panggi) menyusuri kaki bukit sebelah selatan; 

g) pembangunan jalan tembus Sambinae – Sadia; 

h) pembangunan jalan tembus Panggi – Mande – Lewirato; dan  

i) Pembangunan jalan tembus mulai dari Jalan Gatot Subroto 
Kelurahan Santi ke timur sampai di belakang SMAN 4 
Kelurahan Penatoi. 

2. pembangunan jalan baru di Kecamatan Raba, meliputi: 
a) pembangunan jalan tembus dari Rite ke Penanae;  

b) pembangunan jalan tembus Ntobo–Wenggo Penanae;dan 

c) pembangunan jalan mulai dari jalan Gajah Mada– Nggaro 
Kumbe.  

b. peningkatan jalan 
 
1. peningkatan fungsi jaringan jalan Soncotengge – Panggi – Rontu - 

Kumbe; 
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2. peningkatan fungsi jaringan jalan Melayu – Kolo; 

3. peningkatan jalan Nungga – Lelamase; 

4. peningkatan jalan Jatibaru - Matakando; 

5. peningkatan jalan Toloweri – Kabanta; 

6. peningkatan jalan Penanae; 

7. peningkatan jalan Jendral Sudirman (mulai dari Terminal Dara – 
persimpangan Sadia); 

8. peningkatan jalan di Sabali – Nungga. 

c. pemeliharaan jalan yang meliputi seluruh ruas jalan yang ada di 
wilayah kota. 

(5) Rencana pengembangan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf c di atas, meliputi: 
 
a. pembangunan jembatan Padolo III di Sungai Padolo  yang 

menghubungkan Amahami – Bina Baru – Pelabuhan Laut; dan 

b. pembangunan jembatan pada jalan-jalan baru yang akan dibangun  
yang memotong sungai. 

(6) Rencana pengembangan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf d, meliputi:  
 
a. merelokasi terminal Dara dengan membangun terminal Type A di 

area reklamasi pantai di lingkungan Oi Ni’u Kelurahan Dara; 

b. revitalisasi dan pengembangan Terminal Jatibaru untuk mendukung 
pengembangan wilayah kota bagian Utara; 

c. merelokasi terminal tipe C Kumbe ke Kelurahan Lampe untuk 
mendukung pengembangan wilayah kota bagian Timur; dan 

d. Mengembangkan terminal bongkar muat barang. 

(7) Pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf e di atas mencakup: 
a. mempertahankan trayek angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) 

dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dengan moda angkutan yang 
sudah ada saat ini; 

b. mempertahankan trayek angkutan dalam kota yang sudah ada 
sekarang dan dengan menambah trayek angkutan dalam kota yang 
baru sesuai dengan perubahan hierarki jalan dan pemindahan lokasi 
terminal yang meliputi: 

 
1. Trayek A: Oi Niu-Paruga-Tanjung – Sarae -Melayu-Kolo (PP); 

2. Trayek B: Oi Niu-Tanjung – Melayu -Jatiwangi-Jatibaru (PP); 

3. Trayek C : Oi Niu – Dara – Tanjung - Paruga – Jalan Soekarno 
Hatta – Jalan Ir. Sutami – Lampe (PP); 

4. Trayek D : Oi Niu – Sambinae – Panggi – Rontu – Rabangodu 
Selatan – Rabadompu – Kumbe – Lampe (PP); 

5. Trayek E : Oi Niu – Sambinae – Sadia – Santi – Matakando – 
Jatibaru (PP); 
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6. Trayek F : Oi Niu – Pelabuhan – Na’e – Salama-Monggonao - 
Penatoi – Penaraga – Rabadompu – Kumbe – Lampe 
(PP); 

7. Trayek G : Oi Niu – Paruga – Sarae – Manggemaci – Sadia – 
Rabangodu Selatan – Rabadompu – Kumbe – Lampe 
(PP); 

8. Trayek H : Oi Niu – Sambinae – Panggi – Rontu – Oi Foo – Kumbe 
– Lampe (PP); dan 

9. Trayek I : Oi Niu – Tanjung – Salama – Karara – Penatoi – Sadia 
– Rontu – Oi Fo’o – Kumbe – Lampe (PP). 

c. mengembangkan trayek angkutan yang keluar kota yang meliputi: 

1. Trayek Oi Ni’u – Nitu – Oi Fo’o - Kumbe – Lampe (PP); 

2. Trayek Lampe – Nungga – Lelamase (PP); 

3. Trayek Oi Ni’u – Tanjung – Na’e – Salama – Santi – Matakando – 
Rite – Ntobo – Busu (PP);  

4. Trayek Oi Ni’u – Tanjung – Nae – Salama – Santi – Rite – Ntobo; 
dan 

5. Trayek Oi Niu – Paruga – Salama – Karara – Penatoi – Penaraga – 
Penanae –  Kendo (PP). 

d. Menyediakan halte-halte angkutan umum dalam kota. 

(8) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b meliputi: tatanan pelabuhan dan alur pelayaran. 
a. tatanan pelabuhan terdiri dari: 

1. tatanan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan, pengumpul, 
pelabuhan bongkar muat, dan pelabuhan rakyat; 

2. perluasan dan pengembangan pelabuhan bongkar muat barang, 
dan pelabuhan rakyat di Kelurahan Tanjung; dan  

3. peningkatan kelengkapan prasarana dan sarana pelabuhan laut, 
seperti pembangunan dan perluasan dermaga sandar, revitalisasi 
fasilitas bongkar muat barang dan  pergudangan, serta sarana 
prasarana penunjang lainnya. 

b. alur pelayaran mencakup: pengembangan rute pelayaran nasional 
dan regional, rute wisata, dan rute pelayaran rakyat. 

c. rute pelayaran nasional dan regional sebagaimana dimaksud dalam 
huruf b tersebut diatas, terdiri dari: 

1. Bima – Lembar – Waingapu – Kupang – Alor (PP); 

2. Bima – Benoa – Papua (PP); 

3. Bima – Makasar – Surabaya – Jakarta – Sumatera (PP); 

4. Bima – Labuhan Bajo – Maumere – Makasar – Ambon (PP); 

5. Bima – Makasar – Banjarmasin – Ambon (PP); 

6. Bima – Makasar (PP); 

7. Bima – Banjarmasin (PP); 

8. Bima – Surabaya (PP); 
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9. Bima – Maumere (PP); 

10. Bima – Waingapu (PP). 

d. rute wisata sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut diatas, 
terdiri dari: 

1. Bima – Pulau Komodo (PP); 

2. Bima – Pulau Moyo (PP); 

3. Bima – Benoa (PP); 

4. Bima – Ampenan (PP); 

5. Bima – Makasar (PP). 

e. rute alur pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf b 
tersebut diatas dimaksudkan untuk menghubungkan wilayah kota 

dengan wilayah-wilayah penyangganya di Kabupaten Bima yang 
meliputi: 

1. Bima – Bajo Kecamatan Soromandi (PP); 

2. Bima – Sowa Kecamatan Soromandi (PP); 

3. Bima – Sai – Sampungu Kecamatan Soromandi (PP); 

4. Bima – Kore Kecamatan Sanggar (PP); 

5. Bima – Tambora Kecamatan Tambora (PP); 

6. Bima – Wera Kecamatan Wera (PP). 

(9) Rencana pengembangan sistem transportasi diatur dalam Rencana 
Induk Transportasi dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 

(10) Rencana jaringan jalan diwujudkan dalam bentuk peta jaringan jalan 
dengan skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.2 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

 
Paragraf 2 

Rencana Sistem Jaringan Energi 
 

Pasal 14 
 

(1) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
ayat (1) huruf b, terdiri atas: 
 
a. pembangkit tenaga listrik; 

b. jaringan tenaga listrik; dan 

c. distribusi bahan bakar minyak dan gas. 

(2) Rencana pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, terdiri dari: 
 
a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Oi Niu di Kelurahan Dara; 

b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Raba di Kelurahan 
Monggonao; 

c. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bonto di Kelurahan Kolo; 
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d. pengembangan bio-energi dengan memanfaatkan hasil olahan 
sampah dan potensi tanaman jarak; dan 

e. mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL), 
pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik 
Tenaga Bayu (PLTB). 

(3) Jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
mencakup: 
 
a. pengembangan jaringan transmisi tegangan tinggi (SUTT) mulai dari 

Bonto sampai Niu dan dari Bonto sampai Ambalawi; 

b. pengembangan jaringan distribusi meliputi jaringan tegangan 
menengah (JTM) di sepanjang jalan arteri dan jalan kolektor dalam 
wilayah kota, serta jaringan tegangan rendah di seluruh ruas jalan 
yang ada dalam wilayah kota; 

c. gardu induk di Bonto Kelurahan Kolo dan di Oi Niu Kelurahan Dara; 

d. memelihara jaringan kabel listrik secara berkala diseluruh wilayah 
kota. 

(4) Distribusi bahan bakar minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c dilakukan melalui: 
 
a. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan bahan bakar 

minyak dan gas;  

b. memelihara depo bahan bakar minyak dan gas di Kelurahan Dara  
Kecamatan  Rasanae Barat; dan 

c. mempertahankan lokasi SPBU Amahami di Kelurahan Dara, SPBU 
Taman Ria di Kelurahan Manggemaci,dan SPBU Penatoi di 
Kelurahan Penatoi, serta mengembangkan SPBU minyak dan gas 
yang baru di wilayah kota. 

 
Paragraf 3 

Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi 
 

Pasal 15 
 

(1) Rencana  sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 
komunikasi pada kawasan perumahan dan kegiatan perkotaan lainnya. 

(2) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) di atas meliputi: 
 
a. peningkatan jaringan telepon kabel; dan 

b. pengembangan jaringan telepon nirkabel. 

(3) Peningkatan jaringan telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a diatas mencakup: 
 
a. peningkatan kapasitas terpasang dan distribusi Sentral Telepon 

Otomat (STO);  
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b. pengembangan telepon rumah dan telepon umum; 

c. pengembangan distribusi jaringan sambungan telepon dari STO ke 
pelanggan;  

d. pengembangan jaringan baru di seluruh wilayah kota; dan 

e. pemasangan jaringan kabel telepon di bawah tanah yang terintegrasi 
dan terpadu dengan jaringan infrastruktur lainnya dalam kawasan 
perkotaan. 

(4) Peningkatan jaringan telepon nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b diatas mencakup:  
 
a. menata menara telekomunikasi dan BTS (Base Transceiver Station) 

terpadu secara kolektif antar operator di seluruh kecamatan yang 
lokasinya ditetapkan dengan Peraturan Walikota; 

b. mengembangkan teknologi telematika berbasis teknologi modern pada 
wilayah-wilayah pusat pertumbuhan; dan 

c. peningkatan sistem informasi telekomunikasi pembangunan yang 
berbasis teknologi internet. 

 
Paragraf 4 

Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air 
 

Pasal 16 
 

(1) Rencana  sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 huruf (d) terdiri atas: 
 
a. konservasi sumber daya air; 

b. pendayagunaan sumber daya air; dan 

c. pengendalian daya rusak air. 

(2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah mata air dan sungai beserta ekosistemnya. 

(3) Konservasi sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dilakukan melalui: 
 
a. perlindungan dan pelestarian sumber daya air; 

b. pengelolaan kualitas air; dan 

c. pengendalian pencemaran air. 

(4) Pendayagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dilakukan melalui: 
 
a. penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan air 

baku, terdiri atas: 
 
1. kerjasama terpadu pengadaan air baku antar wilayah melalui 

Sistem Pengelolaan Air Minum PDAM Bima; 
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2. pemantapan air permukaan meliputi pengembangan kolam 
retensi untuk mendukung ketersediaan air baku; dan 

3. pengaturan pemanfaatan air tanah pada wilayah kota secara 
berkelanjutan.  

b. pengembangan sistem jaringan irigasi, terdiri atas: 

1. pelayanan irigasi melayani areal pertanian yang ditetapkan 
sebagai budidaya tanaman pangan berkelanjutan dan areal 
pertanian hortikultura yang ditetapkan berdasarkan rencana 
pola ruang; 

2. pelayanan irigasi melayani Kelurahan Dodu, Kelurahan Lampe, 
Kelurahan Kodo, Kelurahan Nungga, Kelurahan Rite, Kelurahan 
Jatibaru, Kelurahan Rabangodu Selatan, Kelurahan Panggi; dan 

3. pemeliharaan, peningkatan pelayanan dan efektifitas pengelolaan 

air pada sistem prasarana irigasi untuk memelihara ketersediaan 
air. 

(5) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c dilakukan melalui: 
a. pengembangan sistem pengendalian banjir, terdiri atas: 

 
1. normalisasi aliran sungai-sungai utama, yaitu Sungai Lampe, 

Sungai Padolo, Sungai Melayu, dan Sungai Jatibaru beserta 
anak-anak sungainya yang sekaligus berfungsi sebagai drainase 
primer;  

2. pengembangan kolam retensi untuk menampung dan 
menghambat kecepatan aliran air hujan di Kelurahan Rontu, 
Kelurahan Penanae, Kelurahan Monggonao, Kelurahan 
Matakando dan Kelurahan Jatibaru; 

3. membatasi kegiatan fisik dan/atau non fisik pada hulu dan hilir 
wilayah sungai; dan 

4. pemulihan fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana 
sumberdaya air. 

b. pengembangan sistem pengamanan pantai adalah dengan 
melakukan pengurangan laju angkutan sedimen sejajar pantai. 

 
 

Paragraf 5 
Rencana Sistem Prasarana Air Minum 

 

Pasal 17 
 

(1) Rencana sistem prasarana penyediaan air minum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dilakukan untuk memenuhi 
kebutuhan air minum penduduk kota. 

(2) Rencana sistem prasarana penyediaan air minum kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:  
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a. pengembangan kapasitas terpasang pada sistem penyediaan air 
minum; dan 

b. pemerataan jaringan distribusi ke pelanggan. 

(3) Pengembangan kapasitas terpasang pada sistem penyediaan air minum 
sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui: 
a. penambahan jaringan prasarana perpipaan; 

b. pembuatan sumur dan/atau pompa untuk kegiatan non perumahan 
yang belum terlayani oleh prasarana perpipaan terutama di wilayah 
pinggiran kota seperti Kelurahan Nitu, Kelurahan Lelamase, 
Kelurahan Kolo, Kabanta-Kelurahan Nungga, Wenggo-Kelurahan 
Kendo, Kelurahan Ntobo, Kelurahan Dodu, Kelurahan Kodo dan 
Kelurahan Lampe; 

c. pencegahan pengambilan air tanah secara berlebihan serta 

pengaturan pemanfaatan air sungai sebagai salah satu sumber air 
minum; dan 

d. penyediaan air baku yang berasal dari air tanah dilakukan sesuai 
ketentuan perundangan yang berlaku. 

(4) Pemerataan jaringan distribusi ke pelanggan, sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui: 
 
a. pemeliharaan pelayanan jaringan distribusi yang telah ada; 

b. pengembangan jaringan distribusi baru pada seluruh wilayah kota; 
dan 

c. penyebaran hidran-hidran umum pada seluruh wilayah kota. 

 

Paragraf 6 
Rencana Sistem Jaringan Persampahan 

 
Pasal 18 

 
(1) Rencana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 huruf f, dilakukan untuk menanggulangi dan mengelola 
produksi sampah dari kegiatan masyarakat kota. 

(2) Pengelolaan dan penanggulangan sampah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan melalui: 
 
a. mewujudkan hirarki proses/prasarana pengelolaan sampah dari 

rumah tangga – kolektif – kawasan – terpusat;   

b. penerapan teknologi/sistem pemilahan sampah dengan cara : 

1. sistem pemilahan teknologi pengelolaan dan pengolahan sesuai 
dengan karakteristik sampah di wilayah pelayanan sebelum 
sampah diangkut ke TPA;  

2. penerapan teknologi tepat guna dalam pengolahan sampah 
dengan sasaran meminimalkan sampah masuk ke TPA;  

3. Pengelolaan sampah di TPA dilakukan dengan menggunakan 
sistem sanitary landfill; 
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4. pengembangan sistem terpusat pada daerah perkotaan tingkat 
kepadatan tinggi dan pengembangan sistem individual atau 
pengelolaan setempat pada daerah terpencil tingkat kepadatan 
rendah; 

5. memilah jenis sampah organik dan anorganik untuk dikelola 
melalui konsep 3R (Reduce, Recycle, Reuse); dan 

6. pengelolaan sampah untuk dikembangkan menjadi energi 
alternatif seperti gas metan maupun pupuk kompos. 

c. pengembangan dan pengelolaan TPA So Mango Kodo, Kelurahan Kodo 
Kecamatan Rasana’e Timur seluas 8 Ha sampai dengan beroperasinya 
TPA Regional di Kecamatan Woha Kabupaten Bima; 

d. penyusunan aturan-aturan yang tegas mengenai pembuangan 
sampah. 

 
Paragraf 7 

Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah Kota 
 

Pasal 19 
 

(1) Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 huruf g, dilakukan untuk menanggulangi hasil buangan dari 
kegiatan masyarakat kota. 

(2) Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri dari: 
 
a. sistem pengelolaan air limbah perpipaan terpusat skala kota melalui 

jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat; 

b. sistem pembuangan air limbah setempat secara individual maupun 
berkelompok skala kecil;  

c. penanganan air limbah secara ketat pada lingkup kawasan 
peruntukan industri, perdagangan dan jasa, pelabuhan laut,  
terminal, Pembangkit Listrik, Depo minyak dan gas, melalui 
penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada masing-
masing kawasan;  

d. penanganan limbah pada rumah sakit dengan menyediakan 
insenerator di Rumah Sakit Umum Daerah Bima; dan 

e. Penanganan air limbah yang dihasilkan termasuk dalam kategori 
Limbah B3 maka penanganan air limbah akan diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Walikota. 

(3) Rencana sistem pengelolaan air limbah perpipaan terpusat skala kota 
melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui 
pengembangan sistem pengelolaan air limbah secara komunal di pusat-
pusat pelayanan lingkungan.  

(4) Rencana sistem pembuangan air limbah setempat secara individual 
maupun berkelompok skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, dilakukan melalui: 
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a. mengembangkan jaringan air limbah komunal setempat yang 
dikelola oleh masyarakat dan/atau kerjasama dengan pihak lain;  

b. mengembangkan tangki septik secara kolektif pada kawasan 
perumahan tipe kecil serta tangki septik secara individu pada 
kawasan perumahan tipe sedang dan tipe besar. 

 
 

Paragraf 8 
Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan  

Sarana Jaringan Jalan Pejalan Kaki  
 

Pasal 20 
 

(1) Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan 
jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, 

dilakukan untuk mengakomodir kepentingan pejalan kaki termasuk bagi 
penyandang cacat (disable) dan sepeda. 

(2) Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan 
jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui: 
a.  menata jalur pejalan kaki sesuai dengan standar keamanan dan 

kenyamanan pada trotoar untuk memperkecil konflik antara pejalan 
kaki dengan kendaraan bermotor; 

b. menetapkan dimensi jalur pejalan kaki pada trotoar sesuai dengan 
fungsi jalan; 

c. menyediakan jalur sepeda yang digabung dengan jalur pejalan kaki 
dengan dimensi yang ditentukan sesuai kebutuhan; 

d. merencanakan jalur pejalan kaki yang melintasi jalur kendaraan 
pada titik terdekat yang dilengkapi dengan rambu lalu lintas dan 
marka jalan; dan 

e. menyediakan jalur pejalan kaki di kawasan sempadan sungai. 

(3) Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana  jaringan 
jalan pejalan kaki dan sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan di Jalan Sultan Salahuddin, Jalan Sultan Kaharudin, Jalan 
Martadinata, Jalan Soekarno Hatta, Jalan Gajah Mada, Jalan Sudirman, 
Jalan Kedondong, Jalan Blimbing, Jalan Gatot Subroto, Jalan Ir. Sutami, 
Jalan Pelita Sambinae, Jalan Seruni, Jalan Anggrek, Jalan Datuk 
Dibanta, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Jenderal Sudirman,dan 
Jalan Patimura. 

Paragraf 9 
Rencana Sistem Jaringan Drainase 

 
Pasal 21 

 
(1) Rencana sistem jaringan drainase kota sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 huruf (i) dilakukan untuk pengendalian banjir dan genangan. 

(2) Sistem jaringan drainase kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi jaringan drainase primer, sekunder, tersier, dan lokal. 



 35 

(3) Sistem jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dalam rangka melayani kawasan perkotaan dan terintegrasi 
dengan sungai. 

(4) Sistem jaringan drainase sekunder, tersier dan lokal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) menggunakan sistem saluran samping jalan 
sejajar dengan pengembangan jaringan jalan. 

(5) Pengembangan sistem jaringan drainase serta pengendalian banjir dan 
genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 
a. penyediaan saluran drainase pada kawasan terbangun dan kawasan 

rawan genangan;  

b. pengembangan dan penataan sistem aliran Sungai Melayu, Sungai 
Padolo, Sungai Romo sebagai saluran utama; 

c. pengembangan sistem pengendalian banjir lintas kota-kabupaten 
dari hilir-hulu di bawah koordinasi Balai Wilayah Sungai (BWS) 
Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk sungai-sungai yang sering 
menimbulkan banjir di wilayah kota; 

d. normalisasi sungai di kawasan perumahan atau pusat kegiatan 
dengan cara pengerukan pada sungai yang dangkal, pelebaran sungai, 
serta pengamanan di kawasan sepanjang sempadan sungai; 

e. normalisasi saluran yang sudah tidak mampu menampung air hujan 
maupun air limbah dengan memperlebar saluran dan/atau 
memperdalam dasar saluran; 

f. membangun tanggul-tanggul beberapa sungai yang dekat dengan 
perumahan penduduk sesuai tinggi elevasi yang dianjurkan; 

g. membatasi kegiatan budidaya terbangun pada hulu sungai secara 
ketat; 

h. pembangunan saluran drainase permanen pada kawasan 
perumahan padat dengan menerapkan konsep gravitasi dan 
mengikuti bentuk kontur alam; 

i. menyediakan ruang yang memadai pada kanan-kiri saluran drainase 
untuk kegiatan perawatan dan pemeliharaan saluran secara berkala; 

j. pengembangan jaringan drainase sistem tertutup di kawasan 
perkantoran, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri, 
jalan-jalan utama, dan kawasan yang mempunyai lebar jalan yang 
kecil; 

k. pengembangan jaringan drainase sistem terbuka di kawasan 

perumahan dan di sepanjang jaringan jalan; dan 

l. membangun sistem drainase tertutup dan terbuka pada kanan-kiri 
jalan dengan arah pengaliran disesuaikan dengan kondisi topografi 
setempat. 

 
(6) Rencana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dalam Rencan Induk Drainase Kota dan di tetapkan dengan 
Peraturan Walikota. 

Paragraf 10 
Rencana Jalur  Evakuasi Bencana 



 36 

 

Pasal 22 
 

(1) Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf j, dilakukan untuk tempat keselamatan dan ruang berlindung jika 
terjadi bencana banjir, gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai, 
dan gempa bumi. 

(2) Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui: 
a. mengatur jalur-jalur evakuasi untuk menjauhi lokasi-lokasi 

genangan dan bencana banjir  yang melalui Jalan Jenderal 
Sudirman (dari Terminal Dara menuju Dana Taraha) – Jalan Pelita 
Sonco Tengge Sambinae, Jalan Gatot Subroto Kelurahan Santi, 
Jalan Soekarno Hatta, Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sambinae, 
Jalan Ir. Sutami serta jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke Utara 
melalui Jalan Melayu - Kolo; 

b. mengatur jalur-jalur evakuasi bencana gelombang pasang/tsunami 
dan abrasi pantai yang mengarah ke Timur melalui Jalan Pelita 
Sonco Tengge, Jalan Jenderal Sudirman Danataraha, Jalan Gatot 
Subroto, dan jalan di sepanjang pesisir pantai; dan 

c. mengatur jalur-jalur evakuasi bencana gempa bumi pada setiap ruas 
jalan di wilayah kota. 

 

(3) Pengaturan sistem jalur evakuasi bencana diwujudkan dalam bentuk 
peta rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran III.5 dengan skala 1:25.000 yang menjadi bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
BAB IV 

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA 
 

Bagian Kesatu 
Umum 

 
Pasal 23 

 

(1) Rencana pola ruang wilayah kota diwujudkan meliputi : 
 
a. rencana pengelolaan kawasan lindung; dan 

b. rencana pengembangan kawasan budidaya. 

(2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan 
dalam bentuk peta rencana pola ruang wilayah kota dengan skala 1 : 
25.000, tercantum dalam lampiran IV.1 yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari peraturan daerah ini. 

 
Bagian Kedua 

Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung 
 

Pasal 24 
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(1) Rencana pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi : 
 

a. kawasan hutan lindung; 

b. kawasan perlindungan setempat; 

c. kawasan rawan bencana alam; 

d. Kawasan cagar budaya; dan 

e. RTH. 

(2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam  ayat (1) huruf a 
di wilayah kota berada pada Kelompok Hutan Maria (RTK.25) di 
kecamatan Rasanae Timur seluas 324 Ha. 

(3) Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan resapan 
yang terletak pada kawasan-kawasan perbukitan di Kelurahan Kolo, 
Kelurahan Melayu, Kelurahan Jatibaru, Kelurahan Matakando, 
Kelurahan Sambinae, Kelurahan Panggi, Kelurahan Rontu, Kelurahan 
Lampe, Kelurahan Dodu, Kelurahan Nungga, Kelurahan Lelamase, 
Kelurahan Nitu dan Kelurahan Dara.    

(4) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b meliputi: 
 
a. kawasan sempadan sungai meliputi sungai besar dan sungai kecil, 

yaitu Sungai Lampe, Sungai Dodu, Sungai Nungga, Sungai Kendo, 
Sungai Busu, Sungai Jatiwangi, dan Sungai Romo, Sungai Padolo, 
Sungai Melayu; 

b. kawasan sempadan pantai berlokasi di Kelurahan Kolo, Kelurahan 
Melayu, Kelurahan Tanjung, dan Kelurahan Dara; dan 

c. kawasan sekitar mata air  di wilayah kota tersebar di beberapa 
kecamatan antara lain di sumber mata air Temba Serinci I, Temba 
Serinci II, Oi Wontu, Temba Ongge, Temba Rombo I, Temba Rombo II,  
Oi Mbo I, Oi Mbo II, Mpangga, Na’a I, Na’a II, dan Mata air Nungga. 

(5) Pengelolaan kawasan sekitar mata air dilakukan di kawasan-kawasan 
mata air Oi Si’i Kelurahan Rontu, Nungga Kelurahan Nungga, Oi Niu 
Kelurahan Dara, Temba Serinci I, Temba Serinci II, Oi Wontu, Temba 
Ongge, Temba Rombo I, Temba Rombo II, Oi Mbo I, Oi Mbo II, Mpangga, 
Na’a I, dan kawasan mata air Na’a II pada radius minimum kurang lebih 

25 - 100 meter dari titik mata air. 
 

(6) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c meliputi: 
a. kawasan rawan banjir terletak di sepanjang Sungai Lampe, Sungai 

Dodu, Sungai Kendo, Sungai Jatiwangi, Sungai Melayu, Sungai 
Padolo, Sungai Romo dan wilayah pesisir sepanjang pantai; 

b. kawasan rawan tsunami dan gelombang pasang terletak di kawasan 
pantai bagian Barat kota; 
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c. kawasan gempa bumi meliputi seluruh wilayah kota; dan 

d. Kawasan rawan longsor terletak di jalan Lampe lokasi Oimbo, Rontu, 
Rite, Penatoi, Wenggo, PenanaE, dan Nungga. 

 
Pasal 25 

 
(1) Kawasan cagar budaya adalah seluas 15 Ha meliputi: 

 
a. kawasan cagar budaya Istana Kesultanan Bima (Museum Asi Mbojo) 

di Kelurahan Paruga; 

b. kawasan cagar budaya Makam Datuk Dibanta Tolobali Kelurahan 
Sarae; dan 

c. kawasan cagar budaya Kompleks Danataraha Kelurahan Dara. 

(2) Rencana pengelolaan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan melalui: 
 
a. mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan cagar budaya 

melalui kegiatan konservasi bangunan dan lingkungan; dan 

b. pembangunan infrastruktur pendukung di sekitar kawasan cagar 
budaya. 

Pasal 26 
 
(1) Pengembangan kawasan RTH direncanakan kurang lebih 9.757 hektar 

mencakup :  
a. Pengalokasian RTH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas 

wilayah kawasan perkotaan yang terdiri dari 37,99% (tiga puluh 
tujuh koma sembilan puluh sembilan persen) ruang terbuka hijau 
publik dan 10% (sepuluh persen) ruang terbuka hijau privat dengan 
tutupan vegetasi; dan 

b. pemilihan jenis vegetasi sesuai dengan fungsi dan jenis ruang 
terbuka hijau yang dikembangkan. 

(2) RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikontribusi 
oleh: 
a. RTH taman lingkungan   : 162 hektar 
b. RTH taman kota   : 187,2 hektar 
c. RTH sempadan sungai   : 579,6 hektar 
d. RTH sempadan jalan   : 127,12 hektar 
e. RTH sempadan pantai   : 250 hektar 

f. Hutan kota   : 1.207 hektar 
g. RTH lapangan   : 25, 4 hektar 
h. TPU   : 34,46 hektar 
i. Jalur Hijau   : 15,68 hektar 
j. RTH Kawasan Fungsional : 5.885 hektar 

 
Bagian Ketiga 

Rencana Kawasan Budidaya 
 

Pasal 27 
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Rencana kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) 
huruf b terdiri atas: 
 
a. Kawasan peruntukan hutan produksi; 

b. Kawasan peruntukan perumahan; 

c. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; 

d. Kawasan peruntukan perkantoran; 

e. Kawasan peruntukan industri dan pergudangan; 

f. Kawasan peruntukan pariwisata; 

g. Kawasan peruntukan sektor informal; 

h. Kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau;  

i. Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana; 

j. Kawasan peruntukan pendidikan; 

k. Kawasan peruntukan kesehatan; 

l. Kawasan peruntukan peribadatan; 

m. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; 

n. Kawasan peruntukan pertanian; 

o. Kawasan peruntukan perikanan; dan 

p. Kawasan peruntukan pertambangan. 

 

Paragraf 1 
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi 

 
Pasal 28 

 

(1) Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi: 
a. kawasan hutan produksi terbatas; dan 
b. kawasan hutan produksi tetap. 

 

(2) Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi terbatas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di Kecamatan 
Asakota dan Kecamatan Rasanae Timur dengan luas 1.497 Ha, yang 
meliputi: 

a. Kelompok Hutan Maria (RTK.25) seluas 627 Ha; dan 

b. Kelompok Hutan Nanganae Kapenta (RTK.68) seluas 870 Ha. 
 

(3) Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi tetap sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di Kecamatan Asakota dan 
Kecamatan Mpunda dengan luas 1.258 Ha, yang meliputi: 
a. Kelompok Hutan Donggomasa (RTK.67) seluas 1.010 Ha; dan 
b. Kelompok Hutan Nanganae Kapenta (RTK.68) seluas 248 Ha.  

 
Paragraf 2 
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Kawasan Peruntukan Perumahan  

 
Pasal 29 

 

(1) Pengembangan kawasan peruntukan perumahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan untuk memenuhi 
kebutuhan ruang bermukim dan tempat tinggal bagi masyarakat kota. 

(2) Pengembangan kawasan peruntukan perumahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sebesar 1.255 Ha dan dilakukan melalui: 
 
a. pengembangan perumahan dengan kepadatan tinggi pada sekitar 

kawasan pusat kota meliputi Kelurahan Melayu, Kelurahan Tanjung, 
Kelurahan Paruga, Kelurahan Dara, Kelurahan Sarae, Kelurahan Nae, 
Kelurahan Monggonao, Kelurahan Manggemaci, Kelurahan Pane, 
Kelurahan Penatoi, Kelurahan Lewirato, Kelurahan Mande, Kelurahan 
Santi, Kelurahan Rabadompu Barat, Kelurahan Rabadompu Timur, 
Kelurahan Penaraga,Kelurahan Rabangodu Utara, Kelurahan Sadia; 

b. pengembangan perumahan dengan kepadatan sedang diarahkan di 
Kelurahan Sambinae, Panggi, Rontu, Kumbe, Jatiwangi, Jatibaru, 
Matakando, Rite, Penanae, Rabangodu Selatan; 

c. pengembangan perumahan dengan kepadatan rendah diarahkan di 
kawasan pinggiran kota meliputi Kelurahan Kolo, Ntobo, Kendo, 
Nungga, Lelamase, Dodu, Lampe, Oi Fo’o, Nitu, Kodo; 

d. pengembangan Kasiba (Kawasan Siap Bangun) dan Lisiba (Lahan Siap 
Bangun) pada kawasan yang belum terbangun yang dilengkapi 
dengan   prasarana pendukungnya seperti jalan lingkungan, 
prasarana air minum, prasarana pengolahan limbah, jaringan 
telekomunikasi, dan penerangan; 

e. merelokasi kampung di Wadu Mada Masa Kelurahan Oi Fo’o ke lokasi 
yang lebih produktif dan lebih baik. 

 
Paragraf 3 

Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa 
 

Pasal 30 
 

(1) Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dilakukan untuk 
melayani kebutuhan barang dan jasa dalam skala regional, dan lokal 
bagi masyarakat Kota dan regional Pulau Sumbawa dan Nusa Tenggara 

Timur. 

(2) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala nasional dan regional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kelurahan Paruga, 
Kelurahan Dara, Kelurahan Sarae, Kelurahan Tanjung dengan luas 
kawasan kurang lebih sebesar 74 Ha.  

(3) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional dan lokal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kelurahan Nae, 
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Kelurahan Monggonao, Kelurahan Sambinae, Kelurahan Penaraga, 
Kelurahan Rabangodu Utara. 

(4) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan melalui: 

 

a. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dengan konsep 
superblok di lingkungan Bina Baru Kelurahan Dara; 

b. penyediaan ruang parkir yang memadai sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku pada kegiatan perdagangan dan jasa; 

c. pembuatan aturan pemasangan iklan luar ruang;  

d. pengembangan perdagangan dengan komoditi yang diproduksi 
kegiatan industri yang ada dan mendukung sektor pertanian di 
sekitar kota;  

e. penyediaan areal parkir yang memadai dan tidak menimbulkan 
kemacetan arus lalu lintas; 

f. penyediaan RTH minimal 30% (tigapuluh persen) pada kawasan 
perdagangan dan jasa; 

g. penyediaan jaringan prasarana wilayah kota meliputi jaringan energi 
dan kelistrikan, jaringan hidran pemadam kebakaran, jaringan 
telekomunikasi, jaringan air limbah, jaringan persampahan, dan 
jaringan drainase secara memadai; dan 

h. penyediaan IPAL untuk limbah B3. 

(5) Rencana pengelolaan kawasan perdagangan dan jasa diatur lebih lanjut 
dengan Keputusan Walikota.  

 
Paragraf 4 

Kawasan Peruntukan Perkantoran 
 

Pasal 31 
 

(1) Pengembangan kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, dilakukan untuk memenuhi 
kebutuhan ruang kegiatan perkantoran pemerintahan dan swasta 
dengan luas kawasan sebesar 46 Ha. 

(2) Kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan di Kelurahan Penatoi, Kelurahan Sadia, Kelurahan Lewirato, 
Kelurahan Rabangodu Selatan, Kelurahan Rabangodu Utara, Kelurahan 
Manggemaci, Kelurahan Paruga, dan Kelurahan Dara.  

 

Paragraf 5 
Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudangan 

 
Pasal 32 
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(1) Pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 huruf  e dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ruang 
bagi kegiatan industri menengah dan industri kecil. 

(2) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri dari:  industri marmer dengan skala internasional dan 
nasional berlokasi di Kelurahan Oi Fo’o dan sekitarnya seluas 46,94 Ha, 
serta industri pengolahan hasil perikanan di Kelurahan Tanjung, 
Industri garam rakyat di Kelurahan Dara dan Kelurahan Paruga, dan 
industri pengolahan hasil pertanian di Kelurahan Jatiwangi dengan luas  
sebesar 14 Ha. 

(3) Kawasan peruntukan industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah industri tenunan tradisional dengan skala regional dan lokal 
berlokasi di Kelurahan Ntobo, Kelurahan Nitu, Rabadompu Barat, 

Kelurahan Rabadompu Timur, Kelurahan Kumbe dan didukung oleh 
kegiatan industri tenun di seluruh kelurahan di kota.  

(4) Pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan melalui:  
 
a. pengembangan industri bernilai ekonomi tinggi yang ramah 

lingkungan;  

b. pengembangan industri pengolahan pada komoditas barang 
setengah jadi untuk membangkitkan jumlah tenaga kerja yang relatif 
besar; 

c. pemanfaatan teknologi industri tepat guna yang memperhatikan 
kemampuan produksi lokal, tenaga kerja lokal, dan modal; 

d. melakukan kegiatan kajian penataan ruang industri seperti 
pembuatan peta lokasi potensi industri, perencanaan relokasi 
potensi industri, pembinaan dan pengembangan industri kecil 
menengah, serta promosi investasi bagi pengembangan industri 
pertanian dan penanggulangan pencemaran industri; 

e. pengembangan infrastruktur penunjang seperti jalan, air minum, 
dan bangunan penunjang lainnya; dan 

f.  pembuatan Rencana Detail Kawasan Industri khusus untuk industri 
yang menimbulkan dampak penting. 

(5) Pengembangan kawasan pergudangan dipusatkan di Lingkungan 

Kampung Sumbawa Kelurahan Tanjung sampai Lingkungan Bina Baru 
Kelurahan Dara. 

(6) Pengelolaan kawasan industri diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Walikota. 

 
Paragraf 6 

Kawasan Peruntukan Pariwisata 
 

Pasal 33 
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(1) Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 huruf f, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ruang 
kegiatan pariwisata baik nasional, regional, dan lokal;. 

(2) Kawasan peruntukan pariwisata mencakup peruntukan pariwisata 
pantai, pariwisata belanja, pariwisata budaya, pariwisata religi, 
pariwisata buatan, dan pariwisata kuliner; 

(3) Kawasan peruntukan pariwisata pantai sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), dilakukan di pesisir Pantai Ni’u sampai Amahami Kelurahan 
Dara, Pantai Elu – So Nggela Kelurahan Jatiwangi dan Pantai Bonto – 
Kolo – So Ati Kelurahan Kolo dengan luas kawasan kurang lebih 72 Ha; 

(4) Kawasan peruntukan pariwisata belanja khususnya produk kerajinan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di Kelurahan Ntobo, 
Kelurahan Rabadompu Timur dan Kelurahan Nitu; 

(5) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada 
ayat(2), dilakukan di Kelurahan Paruga, Kelurahan Sarae, Kelurahan 
Nitu, Kelurahan Ntobo dan Kelurahan Melayu; 

(6) Kawasan peruntukan pariwisata religi sebagaimana dimaksud pada 
ayat(2), dilakukan di Kelurahan Paruga dan Kelurahan Pane; 

(7) Kawasan peruntukan pariwisata kuliner sebagaimana dimaksud pada 
ayat(2), dilakukan di Kelurahan Dara, Kelurahan Paruga, Kelurahan 
Sadia, dan Kelurahan Manggemaci; 

(8) Pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat(1), 
dilakukan melalui: 
 
a. penataan kawasan pariwisata di kota; 

 
b. mempertahankan budaya lokal dan bangunan bersejarah yang ada; 

c. pengembangan pemasaran dan promosi pariwisata di kota  melalui 
pengadaan sarana promosi dan sistem informasi pariwisata, pameran, 
pentas seni, festival budaya, serta acara kepariwisataan lainnya;  

d. pengembangan program paket-paket pariwisata yang sudah ada dan 
yang akan dikembangkan di kota; 

e. membangkitkan industri pariwisata di kota  dalam upaya menarik 
investor; 

f. pembangunan infrastuktur pendukung untuk mempermudah 

jangkauan terhadap destinasi pariwisata; dan 

g. penyusunan Rencana Induk Pariwisata dan DED (Detail Engineering 
Design) untuk kawasan pariwisata. 

 

Paragraf 7 
Kawasan Peruntukan Sektor Informal 

 
Pasal 34 
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(1) Pengembangan kawasan peruntukan sektor informal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 huruf g, dilakukan untuk melayani kebutuhan 
masyarakat kota.  

(2) Kawasan peruntukan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dilakukan di areal kawasan perdagangan dan jasa, areal rekreasi 
sepanjang pantai Niu-Lawata-Amahami Kelurahan Dara, taman 
lapangan Pahlawan Raba, Kompleks Paruga Nae, Jalan Sulawesi, Jalan 
Flores, Jalan Sultan Kaharuddin, Jalan Sultan Salahuddin, Jalan 
Mujair, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Martadinata, dan Jalan Gadjah 
Mada.  

(3) Kawasan peruntukan kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dilarang pada Jalan Soekarno Hatta. 

(4) Pengembangan kawasan peruntukan sektor informal dilakukan melalui: 
a. penyediaan ruang parkir yang memadai sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku pada kawasan dengan kegiatan sektor informal;  

b. penataan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal 
pada lokasi-lokasi yang ditetapkan; dan 

c. pembuatan aturan pemasangan iklan luar ruang. 

(5) Pengelolaan kawasan peruntukan sektor informal, diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Walikota. 

 
Paragraf 8 

Kawasan Peruntukan Ruang Terbuka Non Hijau 
 

Pasal 35 
 

(1) Rencana kawasan RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf 
h, dilakukan dalam rangka mendukung fungsi kegiatan perkantoran dan 
kegiatan perumahan, serta terselenggaranya keserasian kehidupan 
lingkungan dan sosial. 

(2) Kawasan peruntukan RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan melalui: 
a. penyediaan RTNH pekarangan pada masing-masing pekarangan 

selain lahan di luar bangunan baik untuk pekarangan perumahan 
maupun non perumahan; dan 

b. penyediaan RTNH wilayah kota berupa lahan parkir pada kawasan 

perdagangan dan kawasan umum lainnya serta areal di sekitar 
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT). 

(3) Pengembangan kawasan peruntukan RTNH diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Walikota. 

 

Paragraf 9 
Kawasan Peruntukan Evakuasi Bencana 

 
Pasal 36 
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(1) Kawasan peruntukan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 huruf i, dilakukan untuk memberikan ruang yang aman 
sebagai tempat berlindung dan tempat penampungan penduduk 
sementara dari bencana banjir, bencana gelombang pasang/tsunami, 
bencana gempa bumi, serta bencana kebakaran. 

(2) Pengembangan kawasan peruntukan evakuasi bencana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui: 
a. pengembangan ruang evakuasi bencana banjir pada kawasan pinggir 

sungai berupa bangunan fasilitas umum, ruang serbaguna, kantor 
kelurahan dan bangunan lain yang memungkinkan untuk 
menampung korban bencana; 

b. pengembangan ruang evakuasi bencana gelombang pasang/tsunami 
pada kawasan pesisir pantai kota  di Paruga Nae dan Lapangan 
Sambinae; 

c. pengembangan ruang evakuasi bencana gempa bumi dilakukan 
pada:  

1. bagian Timur (Kecamatan Rasanae Timur) di Lapangan Lampe 
dan Lapangan Kodo, Kecamatan Raba di lapangan Pahlawan 
Raba serta bangunan lainnya yang memungkinkan untuk 
menampung korban bencana); 

2. bagian tengah (Kecamatan Mpunda) di Lapangan SMK 2, 
Lapangan Kantor Walikota Bima, dan bangunan sosial, serta 
bangunan lain yang memungkinkan untuk menampung korban 
bencana; dan 

3. bagian Barat (Kecamatan Rasanae Barat) di Gedung Paruga Nae 
dan Stadion Manggemaci dan Kecamatan Asakota di Lapangan 
SPMA, bangunan sosial, dan bangunan lain yang 
memungkinkan untuk menampung korban bencana. 

d. pengembangan ruang evakuasi bencana kebakaran pada kawasan 
padat ditetapkan pada lokasi bangunan fasilitas umum, ruang 
serbaguna kantor kelurahan, dan bangunan lain yang 
memungkinkan untuk menampung korban bencana; dan 

e. pemanfaatan ruang dan bangunan publik untuk kepentingan 
evakuasi korban bencana diatur oleh Pemerintah Daerah melalui 
kerjasama dan/atau sesuai dengan kesepakatan. 

(3) Pengelolaan kawasan peruntukan evakuasi bencana diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Walikota. 

 
 
 
 
 
 

Paragraf 10 
Kawasan Peruntukan Pendidikan 

 
Pasal 37 
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(1) Pengembangan kawasan peruntukan pendidikan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 huruf  j, dilakukan untuk melayani kebutuhan 
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi skala 
regional dan lokal.  

(2)  Kawasan peruntukan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 
1, dilakukan di Kelurahan Mande, Kelurahan Sadia, Kelurahan Sambinae, 
Kelurahan Santi, Kelurahan Sarae, Kelurahan Rabangodu Utara dengan 
luas kawasan kurang lebih sebesar 81,26 Ha. 

 
Paragraf 11 

Kawasan Peruntukan Kesehatan 
 

Pasal 38 
 

(1)  Pengembangan kawasan peruntukan kesehatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 huruf k, dilakukan untuk melayani kebutuhan kesehatan 
masyarakat kota dan/atau Pulau Sumbawa bagian Timur dengan regional 
dan lokal.  

(2)  Kawasan peruntukan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan di Kelurahan Rabangodu Utara, Kelurahan Monggonao, 
Kelurahan Sambinae, Kelurahan Nae, Kelurahan Paruga, Kelurahan 
Sadia, Kelurahan Penanae, Kelurahan Jatiwangi dan kelurahan Kodo 
dengan luas kawasan keseluruhan kurang lebih sebesar 15 Ha.  

(3) Pengembangan kawasan peruntukan kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan melalui : 
 
a. pengembangan status Rumah Sakit dari tipe B menjadi tipe A; 

b. pengembangan Puskesmas di tiap kecamatan; dan 

c. pengembangan Posyandu di tiap kelurahan; 

 
Paragraf 12 

Kawasan Peruntukan Peribadatan 
 

Pasal 39 
 

(1) Pengembangan kawasan peruntukan peribadatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 huruf l, dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan ruang bagi kegiatan peribadatan dan kegiatan yang terkait 
dengan pengembangan kegiatan keagamaan skala nasional, regional, 
dan lokal. 

(2) Pengembangan kawasan peruntukan peribadatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kurang lebih seluas 23 Ha meliputi:  
a. Masjid Raya dan Pusat Kajian Islam (Islamic Centre) di Kelurahan 

Pane dan Kelurahan Paruga; 

b. Gereja di Kelurahan Rabangodu Selatan dan Kelurahan Tanjung; 
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c. Pura di Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat; dan 

d. Masjid dan mushola dikembangkan di seluruh kelurahan dalam 
wilayah kota. 

Paragraf 13 
Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan 

 
Pasal 40 

 
(1) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 27 huruf m, meliputi : 
 

a. Komando Distrik Militer (Kodim) 1608/BIMA; dan 

b. Komando Rayon Militer (Koramil) yang tersebar di seluruh wilayah 
kota. 

(2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kelurahan Jatiwangi, Kelurahan 
Sambinae, Kelurahan Sadia, Kelurahan Monggonao dan Kelurahan 
Rabangodu Utara.  

Paragraf 14 
Kawasan Peruntukan Pertanian 

 
Pasal 41 

 
(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 

huruf n meliputi: pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, 
dan peternakan. 

(2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tersebar di seluruh kecamatan dengan luas 
2.253 (dua ribu dua ratus lima puluh tiga) hektar yang terdiri dari : 
a. Irigasi setengah teknis seluas 1.374 (seribu tiga ratus tujuh puluh 

empat) hektar; 
b. Irigasi non PU seluas 645 (enam ratus empat puluh lima) hektar; 
c. Irigasi tadah hujan seluas 234 (dua ratus tiga puluh empat) hektar. 

 
(3) Kawasan peruntukan pertanian holtikultura sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tersebar di seluruh kecamatan dengan tanaman unggulan 
mangga dan sawo dengan luas 5.363 (lima ribu tiga ratus enam puluh 
tiga) hektar. 
 

(4) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tersebar di seluruh kecamatan dengan komoditi unggulan sapi. 
 

(5) Penetapan kawasan peruntukan lahan pertanian sebagai lahan sawah 
berkelanjutan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 

(6) Pengembangan lahan pertanian tanaman pangan dan budidaya tanaman 
hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, dilakukan di 
Kelurahan Dodu, Kelurahan Lampe, Kelurahan Kumbe, Kelurahan Kodo, 
Kelurahan Rite, Kelurahan Rabadompu Timur dan Rabadompu Barat, 
Kelurahan Penanae, Kelurahan Kendo, Kelurahan Ntobo, Kelurahan 
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Nungga, Kelurahan Mande, Kelurahan Panggi, Kelurahan Sambinae, dan 
Kelurahan Jatibaru. 

(7) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
seluas 3.632 Ha, dengan komoditi unggulan jambu mete dan kelapa 
yang tersebar pada Kelurahan Ntobo, Kelurahan Jatibaru, Kelurahan 
Jatiwangi, Kelurahan Nitu, Kelurahan Nungga, Kelurahan Lelamase, 
Kelurahan Lampe, Kelurahan Matakando, dan Kelurahan Kolo. 

(8) Kawasan peruntukan peternakan diprioritaskan dikembangkan di 
Kecamatan Rasanae Timur, Kecamatan Raba, Kecamatan Mpunda  dan 
Kecamatan Asakota dalam rangka mendukung program Bumi Sejuta 
Sapi (BSS); dan pengelolaannya dilakukan dengan cara peningkatan 
jumlah ternak, penggemukan ternak, pembibitan ternak, penyediaan 
pakan ternak, dan pengembangan industri pengolahan hasil ternak. 

 
Paragraf 15 

Kawasan Peruntukan Perikanan 
 

Pasal 42 
 

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
huruf o meliputi: perikanan tangkap, perikanan  budidaya, dan 
pengolahan hasil  perikanan; 

(2) Pengembangan kawasan peruntukan perikanan tangkap dan air payau 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kelurahan Kolo, 
Kelurahan Jatiwangi, Kelurahan Melayu, Kelurahan Tanjung, dan 
Kelurahan Dara; 

(3) Pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kelurahan Dodu, Matakando, 
Nungga, Kelurahan Melayu, Kelurahan Jatiwangi, dan Kelurahan 
Panggi; 

(4) Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kelurahan Kolo, Kelurahan Melayu 
dan Tanjung. 

Paragraf 16 
Kawasan Peruntukan Pertambangan 

 
Pasal 43 

 
(1).  Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

27 huruf p dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ruang bagi kegiatan 
pertambangan. 

(2). Kawasan peruntukan pertambangan terdiri dari pertambangan mineral 
logam dan batuan. 

(3).  Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) meliputi pertambangan mineral logam di Kelurahan Kolo Kecamatan 
Asakota dengan potensi seluas 520 Ha, pertambangan batuan jenis 
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marmer di Kelurahan Oi Fo’o, Kelurahan Nitu dan Kelurahan Rontu 
dengan potensi seluas 1.021 Ha, serta pertambangan batuan jenis 
lainnya (pasir, sirtu, batu, tanah urug, dll) di Kelurahan Rontu, 
Kelurahan Sambinae, dan Kelurahan Sadia dengan potensi seluas 2.746 
Ha. 

(4).  Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah ditetapkannya Wilayah 
Pertambangan (WP) berdasarkan usulan penetapan WP. 

(5) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan melalui:  

 
a.  pengembangan pertambangan bernilai ekonomi tinggi yang ramah 

lingkungan;  

b. pengembangan pertambangan rakyat yang mampu menyerap jumlah 
tenaga kerja yang relatif besar; 

c. pemanfaatan teknologi tepat guna yang memperhatikan kemampuan 
produksi lokal, tenaga kerja lokal, dan modal; 

d.  melakukan kegiatan kajian penataan ruang pertambangan seperti 
pembuatan peta lokasi potensi tambang, perencanaan kawasan 
tambang  dan penanggulangan pencemaran tambang; 

e.  pengembangan infrastruktur penunjang seperti jalan, air minum, 
dan bangunan penunjang lainnya; dan 

f.  pembuatan Rencana Detail Kawasan Tambang khusus untuk 
pertambangan  yang menimbulkan dampak penting. 

(6) Pengaturan lebih lanjut tentang pertambangan akan diatur dengan 
Peraturan Walikota. 

BAB V 
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KOTA 

 
Bagian Kesatu  

Umum 
 

Pasal 44 
 

(1) Penetapan Kawasan Strategis Kota memperhatikan Kawasan Strategis 
Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi. 

(2) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. kawasan strategis nasional; 

b. kawasan strategis provinsi; dan 

c. kawasan strategis kota. 

 
Pasal 45 
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(1) Kawasan strategis nasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 
pada ayat (2) huruf a meliputi Kawasan Pengembangan Ekonomi 
Terpadu (KAPET) Bima; 
 

(2) Kawasan strategis provinsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 
pada ayat (2) huruf b yaitu wilayah Kawasan Teluk Bima dan sekitarnya; 

 
(3) Kawasan strategis kota sebagaimana yang dimaksud dimaksud dalam 

Pasal 44 pada ayat (2) huruf c meliputi : 
 

a. kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek ekonomi;  

b. kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek sosial budaya;  

c. kawasan strategis kota dari sudut kepentingan lingkungan. 

 
(4) Penetapan kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat 

ketelitian 1 : 25.000 sebagaimana tercantum tercantum dalam lampiran 
V.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rancangan 
Peraturan Daerah ini. 
 

Bagian Kedua  
Penetapan Kawasan Strategis Kota 

 
Pasal 46 

 
(1) Kawasan strategis kota berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a, meliputi:   
a. Kawasan Pantai Teluk Bima yang meliputi Pantai Amahami – Ni’u di 

Kelurahan Dara, Pantai Ule – Songgela Kelurahan Jatiwangi dan 
Pantai Bonto – So Ati Kelurahan Kolo  dengan sektor unggulan 
pariwisata;   

b. Kawasan Pasar Raya yang meliputi di Kelurahan Sarae, Kelurahan 
Tanjung, Kelurahan Dara, dan Kelurahan Paruga dengan sektor 
unggulan perdagangan dan jasa; dan 

c. Kawasan  Oi Fo’o yang meliputi Kelurahan Oi Fo’o, Kelurahan Nitu, 
dan Kelurahan Rontu dengan sektor unggulan industri dan 
pertambangan.  

(2) Kawasan strategis kota berdasarkan kepentingan sosial budaya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45  ayat (3) huruf b, meliputi; 
Kawasan Asi Mbojo dan sekitarnya meliputi Kelurahan Paruga, 
Kelurahan Sarae, Kelurahan Melayu, dan Kelurahan Dara. 

(3) Kawasan strategis kota berdasarkan kepentingan fungsi dan daya 
dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 
(3) huruf c, adalah Kawasan Hutan Maria di Kelurahan Lampe dan 
Kawasan Nanga Nae Kapenta di  Kelurahan Jatibaru dan Kelurahan Kolo 
yang berfungsi konservasi. 

BAB VI 
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA 

 
Pasal 47 
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(1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program 
pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. 

(2) Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam 
rencana tata ruang. 

(3) Rencana tata ruang meliputi pengembangan penatagunaan tanah, 
penatagunaan air, penatagunaan udara dan penatagunaan sumberdaya 
alam lain. 

(4) Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun berdasarkan atas 
kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda 
sesuai arahan umum pembangunan daerah. 

(5) Indikasi program utama, meliputi: 

a. usulan program utama; 
b. lokasi; 
c. besaran; 
d. sumber pendanaan; 
e. instansi pelaksana; dan 
f. waktu dan tahapan pelaksanaan 

 
(6) Pelaksanaan pembangunan berdasarkan tata ruang dilaksanakan 

selama 20 (dua puluh) tahun, dibagi menjadi 5 (lima) tahap, meliputi: 

a. tahap I  meliputi tahun 2011 - 2016; 
b. tahap II  meliputi tahun  2016- 2021; 
c. tahap III  meliputi tahun 2021 - 2026; dan 
d. tahap IV meliputi tahun  2026 – 2031. 

 
Pasal 48 

 
Program pemanfaatan ruang disusun berdasarkan indikasi program utama 
lima tahunan yang ditetapkan dalam lampiran VI.1 yang merupakan bagian 
tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

BAB  VII 
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN  

RUANG WILAYAH KOTA 
 

Bagian Kesatu 
Umum 

 

Pasal 49 
 

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota digunakan 
sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang 
wilayah kota. 

(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas: 
 
a. ketentuan umum peraturan zonasi; 

b. ketentuan perizinan; 
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c. ketentuan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif; dan 

d. arahan sanksi. 

 
Bagian Kedua 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi 
 

Pasal 50 
 

(1) Ketentuan Umum peraturan zonasi wilayah kota sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi 
Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan zonasi. 

(2) Ketentuan Umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memuat:  

 
a. ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang 

diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang dilarang; 

b. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang; 

c. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan; 
dan 

d. ketentuan khusus sesuai dengan karakter masing-masing zona. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
 
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan 

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang. 

 
Paragraf 1 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Struktur Ruang 
 

Pasal 51 
 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3)  huruf a meliputi:  
 
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat pelayanan kota; 

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk subpusat pelayanan kota; 

c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat lingkungan;  

d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi; 

e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan 
energi/kelistrikan;  

f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi; 

g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya 
air; 

h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana penyediaan 
air minum kota; 
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i. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah 
kota; 

j. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem persampahan kota; 

k. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem drainase kota; 

l. ketentuan umum peraturan zonasi untuk prasarana dan sarana  jaringan 
jalan pejalan kaki; dan 

m. ketentuan umum peraturan zonasi jalur evakuasi bencana. 

 
Pasal 52 

 
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat pelayanan kota sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 

 
a. pemanfaatan ruang dengan  skala pelayanan wilayah nasional, regional, 

provinsi, dan kota harus sesuai dengan kegiatan yang dilayani; dan 

b. sistem prasarana wilayah harus mengacu pada standar pelayanan 
minimal meliputi pelabuhan dan/atau terminal penumpang tipe A, pasar 
induk antar wilayah, perbankan nasional dan/atau internasional, rumah 
sakit umum tipe A, serta perguruan tinggi, SMA/MA, dan SMP/MTs. 

 
Pasal 53 

 
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sub pusat pelayanan kota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dilakukan dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
 
a. pemanfaatan ruang dengan skala pelayanan kecamatan yang didukung 

dengan sistem prasarana wilayah harus  sesuai dengan kegiatan yang 
dilayani; dan 

b. sistem prasarana wilayah disesuaikan dengan standar pelayanan minimal 
meliputi terminal penumpang tipe C, pasar skala kecamatan, rumah sakit 
umum skala kota, puskesmas, serta SMA/MA, SMP/MTs, dan SD/MI. 

Pasal 54 
 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat lingkungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 51 huruf c  dilakukan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
 
a. pemanfaatan ruang dengan skala pelayanan lingkungan yang didukung 

dengan sistem prasarana wilayah yang sesuai dengan kegiatan yang 
dilayani; dan 

b. sistem prasarana wilayah harus disesuaikan dengan standar pelayanan 
minimal mencakup pasar skala kelurahan, puskesmas atau puskesmas 
pembantu, serta SD/MI dan TK/RA. 

 
Pasal 55 
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(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d adalah jaringan 
transportasi darat meliputi jaringan jalan dan terminal, serta pelabuhan 
laut. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
 
a. zonasi untuk jaringan jalan terdiri dari zona ruang manfaat jalan, 

ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan; 

b. Zona ruang manfaat jalan meliputi median, perkerasan jalan, jalur 
pemisah, bahu jalan, lereng, ambang pengaman, trotoar, badan 
jalan, saluran tepi jalan, peletakan bangunan utilitas dalam tanah 
dan dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya 
fungsi jalan; 

c. Zona ruang milik jalan meliputi untuk ruang manfaat jalan, 
pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan 
ruang untuk pengamanan jalan dan dilarang untuk kegiatan-
kegiatan yang diluar kepentingan jalan; 

d. Zona ruang pengawasan jalan meliputi untuk ruang terbuka yang 
bebas pandang dan dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan 
terganggunya fungsi jalan; 

e. RTH pada zona ruang milik jalan minimal 20% (dua puluh persen); 

f. dilengkapi dengan fasilitas pengaturan lalu lintas dan marka jalan; 

g. jaringan jalan yang merupakan lintasan angkutan barang memiliki 
lajur minimal 6 (enam) lajur, dilengkapi jalur lambat dan jalur 
angkutan umum serta menghindari persimpangan sebidang; 

h. pengguna prasarana transportasi wajib mentaati ketentuan batas 
maksimal jenis dan beban kendaraan yang diijinkan pada ruas jalan 
yang dilalui; dan 

i. pemanfaatan ruas-ruas jalan utama sebagai tempat parkir hanya 
pada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan oleh instansi yang 
berwenang dengan tetap menjaga kelancaran arus lalu lintas. 

 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi; 
a. zonasi terminal sebagaimana yang dimaksud dalam terdiri dari zona 

fasilitas utama, zona fasilitas penunjang, dan zona kepentingan 
terminal; 

b. zona fasilitas utama meliputi untuk tempat keberangkatan, tempat 
kedatangan, tempat menunggu, tempat lintas, dan dilarang 
kegiatan-kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas 
kendaraan; 

c. zona fasilitas penunjang meliputi untuk kamar kecil atau toilet, 
musholla, kios atau kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan 
pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman dan 
tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, 
loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, yang 
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sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan,  tarif dan jadual 
perjalanan, pelataran untuk kendaraan pengantar dan/atau taksi 
(drop off), dan dilarang kegiatan-kegiatan yang mengganggu 
keamanan dan kenyamanan; 

d. terminal multimoda dilengkapi pula dengan fasilitas pelataran parkir 
untuk penumpang yang akan menitipkan kendaraan pribadinya 
(roda dua dan roda empat) dan berganti pada angkutan umum; 

e. zona kepentingan terminal meliputi ruang lalu lintas sampai dengan 
titik persimpangan yang terdekat dari terminal dan dilarang untuk 
kegiatan yang menganggu kelancaran arus lalu lintas; 

f. fasilitas terminal penumpang harus dilengkapi dengan fasilitas bagi 
penumpang penyandang cacat; 

g. fasilitas terminal penumpang menyediakan pula tempat bagi 

Pedagang Kaki Lima; dan 

h. terminal terpadu intra dan antar moda bertujuan untuk 
menyediakan fasilitas penghubung yang pendek dan aman serta 
penggunaan fasilitas penunjang bersama. 

 

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelabuhan laut sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
 
a. zonasi pelabuhan laut melayani kegiatan pelayanan lintas 

kabupaten/kota dalam satu provinsi dan lintas provinsi; 

b. zonasi pelabuhan laut terdiri dari zona lingkungan kerja daratan dan 
lingkungan kerja perairan; 

c. zona lingkungan kerja daratan digunakan untuk kegiatan fasilitas 
pokok dan fasilitas penunjang; 

d. zona lingkungan kerja perairan digunakan untuk kegiatan alur 
pelayaran, perairan tempat labuh, perairan untuk tempat alih muat 
antarkapal, kolam pelabuhan laut untuk kebutuhan sandar dan olah 
gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan lain-
lain; 

e. pengembangan pelabuhan laut harus berpedoman pada rencana 
induk pelabuhan, standar desain bangunan, alur, kolam dan 
peralatan pelabuhan, standar kehandalan fasilitas dan peralatan 
pelabuhan, standar pelayanan operasional pelabuhan, serta 
keselamatan pelayaran dan kelestarian lingkungan. 

 
 
 

Pasal 56 
  

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan 
energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e 
meliputi: 
 
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik;  
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b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk gardu induk; dan 

c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi listrik; 

 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut:  
 
a. zona pembangkit tenaga listrik terdiri dari zona manfaat pembangkit 

listrik dan zona penyangga; 

b. zona manfaat pembangkit listrik dimanfaatkan untuk bangunan dan 
peralatan pembangkit listrik;  

c. zona penyangga dilarang untuk kegiatan yang menganggu 
keselamatan operasional pembangkit tenaga listrik; dan 

d. pada setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi 
pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah 
yang berpotensi membahayakan keselamatan umum harus diberi 
tanda peringatan yang jelas. 

 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk gardu induk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai 
berikut:  
 
a. zona gardu induk terdiri dari zona manfaat dan zona bebas; 

b. zona manfaat meliputi instalasi gardu induk dan fasilitas 
pendukungnya; dan 

c. zona bebas minimum berjarak 20 (dua puluh) meter di luar sekeliling 
gardu induk dan dilarang untuk bangunan dan kegiatan yang 
mengganggu operasional gardu induk. 

 

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi listrik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut:  
 
a. zona jaringan transmisi terdiri dari ruang bebas dan ruang aman; 

b. zona ruang bebas harus dibebaskan baik dari orang maupun benda 
apapun demi keselamatan orang, makhluk hidup, dan benda 
lainnya; 

c. zona ruang aman diperuntukan untuk kegiatan apapun dengan 
mengikuti jarak bebas minimum vertikal dan horizontal; dan 

d. ketinggian serta jarak bangunan dan pohon pada zona ruang aman 
wajib mengikuti ketentuan minimum terhadap konduktur dan as 
menara mengacu peraturan yang berlaku. 

 
Pasal 57 
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(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan 
telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f  meliputi:  
 
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan tetap; 

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sentral telekomunikasi; 

c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan bergerak selular.  

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan tetap sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a,  dilakukan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
 
a. zonasi jaringan tetap terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang 

bebas;  

b. zona ruang manfaat meliputi tiang dan kabel-kabel yang dapat 

diletakkan pada zona manfaat jalan; dan 

c. zona ruang bebas dibebaskan dari bangunan dan pohon yang dapat 
mengganggu fungsi jaringan. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sentral telekomunikasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,  dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut:  
 
a. zonasi sentral telekomunikasi terdiri dari zona fasilitas utama dan 

zona fasilitas penunjang; 

b. persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 50 % (lima puluh 
persen); dan 

c. prasarana dan sarana penunjang terdiri dari parkir kendaraan, 
sarana kesehatan, ibadah gudang peralatan, papan informasi, dan 
loket pembayaran. 

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan bergerak selular 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,  dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
 
a. zona menara telekomunikasi terdiri dari zona manfaat dan zona 

aman;  

b. zona manfaat diperuntukan bagi instalasi menara baik di atas tanah 
atau di atas bangunan;  

c. zona aman dilarang untuk kegiatan yang mengganggu sejauh radius 
sesuai tinggi menara; 

d. menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas 
hukum yang jelas. Sarana pendukung antara lain pentanahan, 
penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan dan marka 
halangan penerbangan, identitas hukum antara lain nama pemilik, 
lokasi, tinggi, tahun pembuatan/pemasangan, kontraktor, serta 
beban maksimum menara; 

e. dilarang membangun menara telekomunikasi pada bangunan 
bertingkat yang menyediakan fasilitas helipad; 

f. pemagaran yang rapat di sekeliling kaki menara dengan jarak yang 
cukup jauh demi keamanan; 
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g. menara rangka yang dibangun di atas permukaan tanah untuk 
mendukung sistem trasmisi radio gelombang mikro memiliki tinggi 
maksimum 72 (tujuh puluh dua) meter; 

h. menara harus digunakan secara bersama untuk penempatan 
beberapa antena dari beberapa penyelenggara telekomunikasi 
dan/atau penyiaran dengan jarak antar antena 3 (tiga) meter tetap 
memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri 
telekomunikasi;  

i. penggunaan tanah sekitar menara difungsikan sebagai kawasan 
ruang terbuka hijau dan jauh dari perumahan;  

j. pembangunan menara di sekitar kawasan cagar budaya harus 
menyesuaikan dengan estetika lingkungan setempat; dan 

k. pembangunan menara BTS (Base Transceiver Station) dan menara 

telekomunikasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 

 
Pasal 58 

 
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumber daya air 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf g adalah arahan peraturan 
zonasi untuk jaringan sungai.  

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sungai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:  
 
a. zonasi jaringan sungai terdiri dari zona sempadan, zona manfaat, dan 

zona penguasaan;  

b. pada zona sempadan dilarang untuk membuang sampah dan limbah 
padat dan/atau cair serta dilarang untuk mendirikan bangunan 
permanen untuk hunian dan tempat usaha; 

c. pemanfaatan lahan di kawasan sempadan berfungsi untuk kegiatan-
kegiatan budidaya pertanian dan kegiatan budidaya lainnya yang 
tidak mengganggu fungsi perlindungan aliran sungai; 

d. persentase luas ruang terbuka hijau pada zona penguasaan minimal 
15 % (lima belas persen); 

e. garis sempadan sungai bertanggul minimal 3 (tiga) meter di sebelah 
luar sepanjang kaki tanggul; 

f. garis sempadan sungai tak bertanggul dengan kedalaman tidak lebih 
dari 3 (tiga) meter minimal 10 (sepuluh) meter; 

g. garis sempadan sungai dengan kedalaman 3 – 20 (tiga sampai dengan 
dua puluh) meter adalah kurang lebih 15 (lima belas) meter; dan 

h. garis sempadan sungai dengan kedalaman maksimal lebih dari 20 
(dua puluh) meter adalah kurang lebih 30 (tiga puluh) meter. 

 
Pasal 59 

 
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum kota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf h  dilakukan dengan ketentuan 
sebagai berikut:  
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a. zonasi penyediaan air minum terdiri dari zona unit air baku, zona unit 
produksi, zona unit distribusi, zona unit pelayanan, dan zona unit 
pengelolaan; 

b. persentase luas lahan terbangun pada zona unit air baku maksimal 
sebesar 20 % (dua puluh persen); 

c. persentase luas lahan terbangun pada zona unit produksi maksimal 
sebesar 40 % (empat puluh persen); 

d. persentase luas lahan terbangun pada zona unit distribusi maksimal 
sebesar 20 % (dua puluh persen); 

e. limbah akhir dari proses pengolahan air baku menjadi air minum wajib 
diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air baku dan daerah 
terbuka; 

f. unit distribusi wajib memberikan kepastian kuantitas, kualitas air, dan 

jaminan  kontinuitas pengaliran 24 (dua puluh empat) jam per hari; dan 

g. untuk mengukur besaran pelayanan pada sambungan rumah dan 
hidran umum harus dipasang alat ukur berupa meter air yang wajib 
dicatat secara berkala oleh instansi yang berwenang. 

 
Pasal 60 

 
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah 

kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf i meliputi sistem 
jaringan prasarana limbah domestik dan limbah non domestik. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah 
kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. zona limbah domestik dan limbah non domestik terdiri dari zona 

ruang manfaat dan zona ruang penyangga; 

b. zona ruang manfaat digunakan untuk bangunan atau instalasi 
pengolahan limbah; 

c. zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu 
fungsi pengolahan limbah hingga jarak 10 (sepuluh) meter sekeliling 
ruang manfaat; 

d. persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 10 % (sepuluh 
persen); 

e. pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah berupa unit 
pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan 
sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah 
tangkapan air atau resapan air baku; 

f. perumahan dengan kepadatan tinggi wajib dilengkapi dengan sistem 
pembuangan air limbah terpusat atau komunal, dengan skala 
pelayanan satu lingkungan, hingga satu kelurahan serta 
memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan mempertimbangkan 
kondisi sosial ekonomi masyarakat; dan 

g. perumahan dengan kepadatan rendah dan sedang wajib dilengkapi 
dengan sistem pembuangan air limbah setempat atau individual 
yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur. 
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Pasal 61 
 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem persampahan kota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf  j  meliputi: 
 
a. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan 

b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk TPS sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
 
a. zona TPS terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga; 

b. zona ruang manfaat diperuntukan bagi penampungan sampah dan 
tempat peralatan angkutan sampah; 

c. zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu 
penampungan dan pengangkutan sampah sampai sejarak 10 
(sepuluh) meter dari sekeliling zona ruang manfaat; 

d. persentase luas lahan terbangun sebesar 10 % (sepuluh persen); 

e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa ruang 
pemilahan, gudang, tempat pemindah sampah yang dilengkapi 
dengan landasan kontainer dan pagar tembok keliling; dan 

f. luas lahan minimal 100 (seratus) meter persegi untuk melayani 
penduduk pendukung 2.000 (dua ribu) jiwa/Rukun Warga. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk TPST sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
 
a. zona TPST terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang 

penyangga; 

b. zona ruang manfaat meliputi kegiatan pengumpulan, pemilahan, 
penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan 
akhir sampah; 

c. zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu 
pemrosesan sampah sampai sejarak 10 (sepuluh) meter; dan 

d. persentase luas lahan terbangun sebesar 10 % (sepuluh persen); 

 
 
 
 
 

Pasal 62 
 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem drainase kota sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 51 huruf k,  dilakukan dengan ketentuan sebagai 
berikut:  
 
a. zona jaringan drainase  terdiri dari zona manfaat dan zona bebas;  
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b. zona manfaat untuk penyaluran air dapat diletakkan pada zona manfaat 
jalan;  

c. zona bebas di sekitar jaringan drainase dibebaskan dari kegiatan yang 
dapat mengganggu kelancaran penyaluran air; 

d. pemeliharan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras 
dengan pemeliharaan dan pengembangan atas ruang milik jalan; dan 

e. pengembangan system jaringan induk drainase mengikuti kondisi 
topografi wilayah kota. 

 
 Pasal 63 

 
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk prasarana dan sarana jaringan 
jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf l, dilakukan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. bersifat terbuka pada trotoar dan dapat ditanami vegetasi pelindung dan 
fasilitas yang diperlukan untuk ruang publik apabila dimensi trotoar dan 
jalur pejalan kaki di dalam persil masih memungkinkan; 

b. dimensi jalur pejalan kaki ditetapkan minimal 150 cm (seratus lima 
puluh centimeter)  yang disesuaikan dengan kebutuhan pergerakan 
orang berdasarkan kegiatan yang ada; dan 

c. jalur pejalan kaki yang melintasi jalur jalan kendaraan harus dibuat 
pada titik terdekat. 

Pasal 64 
 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur evakuasi bencana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf m dilakukan dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

a. dirancang untuk memudahkan penduduk menuju lokasi-lokasi yang 
telah ditetapkan sebagai lokasi ruang evakuasi bencana; 

b. terdiri dari jalan-jalan formal dengan rumija yang besar untuk 
mengantisipasi terjadinya pergerakan penduduk dalam jumlah besar; 

c. harus cukup baik, mudah dilewati dan lebar cukup untuk lewati oleh 
dua kendaraan atau lebih; dan 

d. harus menjauh dari sumber bencana dan dampak lanjutan dari 
bencana. 

 
 
 
 
 
 

Paragraf 2 
 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Pola Ruang 

 
Pasal 65 
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Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 50 ayat 3 huruf b meliputi:  

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan 

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya. 

 
Pasal 66 

 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 65 huruf a terdiri dari:  

a. peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung; 

b. peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan 
terhadap kawasan bawahannya;  

c. peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat; 

d. peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau kota; 

e. peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya; dan 

f. peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana. 

(2) Ketentuan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a adalah:  

a. zonasi hutan lindung terdiri dari zona perlindungan, dan zona 
lainnya; 

b. zona perlindungan adalah untuk pemanfaatan kawasan, 
pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan 
kayu yang tidak mengurangi fungsi utama kawasan dan tidak 
merusak lingkungan; 

c. zona pemanfaatan adalah untuk pemanfaatan kawasan meliputi  
usaha budidaya tanaman obat (herbal); usaha budidaya tanaman 
hias; usaha budidaya jamur; usaha budidaya perlebahan; usaha 
budidaya penangkaran satwa liar; atau usaha budidaya sarang 
burung walet, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil 
hutan bukan kayu; 

d. pada kawasan hutan lindung dilarang:  

1. menyelenggarakan pemanfaatan ruang yang mengganggu 
bentang alam, mengganggu kesuburan serta keawetan tanah, 
fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian 
fungsi lingkungan hidup; dan/atau  

2. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan 
terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya sehingga 
mengurangi/menghilangkan fungsi dan luas kawasan seperti 
perambahan hutan, pembukaan lahan,penebangan pohon, dan 
perburuan satwa yang dilindungi; 

e. zona lainnya adalah untuk kegiatan budidaya kehutanan;  

f. luas zona inti perlindungan  adalah bagian dari keseluruhan luas 
hutan yang telah ditetapkan;  
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g. pemanfaatan kawasan adalah bentuk usaha seperti budidaya jamur, 
penangkaran satwa, dan budidaya tanaman obat dan tanaman hias;  

h. pemanfaatan jasa lingkungan adalah bentuk usaha jasa lingkungan 
seperti pemanfaatan untuk wisata alam, pemanfaatan air, dan 
pemanfaatan keindahan dan kenyamanan; dan 

i.    pemungutan hasil hutan bukan kayu bentuk kegiatan seperti: 
mengambil madu, dan mengambil buah. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan 
perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan 
air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

a. dilarang untuk menyelenggarakan kegiatan yang mengurangi daya 
serap tanah terhadap air; 

b. dilarang untuk penggunaan yang memicu terjadinya pengembangan 
bangunan; 

c. dilarang semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan 
lingkungan fisik alamiah ruang;  

d. kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lindung, maka fungsinya 
dikembalikan secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan 
setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi 
kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai dan kawasan 
sekitar mata air dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. sempadan pantai minimal 35 – 100 (tiga puluh lima sampai dengan 
seratus meter) dari titik pasang tertinggi air laut; 

b. penetapan batas sempadan pantai harus memberikan perlindungan 
terhadap gempa bumi dan/atau tsunami; 

c. penetapan sempadan pantai memberikan perlindungan pantai dari 
erosi atau abrasi; 

d. penetapan sempadan pantai memberikan perlindungan sumber daya 
buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya, serta 
memberikan perlindungan terhadap ekosistem pesisir;  

e. pemanfaatan kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan 
perdagangan dan jasa, serta kawasan perumahan yang berada di 
Daerah Aliran Sungai harus mengikuti ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. 

f. garis sempadan sungai bertanggul minimal 3 (tiga) meter di sebelah 
luar sepanjang kaki tanggul;   

g.  garis sempadan sungai tak bertanggul dengan kedalaman tidak 
lebih dari 3 (tiga) meter minimal 10 (sepuluh) meter;  

h. garis sempadan sungai dengan kedalaman 3 – 20 (tiga sampai 
dengan dua puluh) meter adalah kurang lebih 15 (lima belas) meter;  

i. garis sempadan sungai dengan kedalaman maksimal lebih dari 20 
(dua puluh) meter adalah kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;  



 64 

j. lahan yang tidak dikembangkan dan dibiarkan dalam keadaan alami 
untuk penggunaan khusus dan untuk mengurangi kerusakan 
lingkungan, penelitian serta pariwisata terbatas diarahkan untuk 
preservasi sumberdaya alam; 

k. diarahkan sebagai ruang terbuka hijau publik yang bersifat pasif; 

l.     diperkenankan menggunakan kawasan perlindungan setempat 
dengan syarat dapat memberikan manfaat yang lebih besar terhadap 
perekonomian kota, tidak menyebabkan terganggunya fungsi 
ekologis dan keanekaragaman hayati, serta mendapat persetujuan 
dari instansi yang berwenang berkaitan dengan status lahan; 

m. dilarang semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan 
lingkungan fisik alamiah ruang; dan 

n. kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lindung, maka fungsinya 

dikembalikan secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau 
(RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

a. pemanfaatan RTH pada lingkungan perumahan dilakukan 
berdasarkan fungsi dan jenisnya mulai kelurahan, kecamatan, dan 
kota; 

b. pemanfaatan RTH pada tingkat kelurahan meliputi RTH lingkungan 
tingkat RT dan RW;   

c. proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30 % 
(tiga puluh persen) yang terdiri dari 20 % (dua puluh persen) ruang 
terbuka hijau publik dan 10 % (sepuluh persen) terdiri dari ruang 
terbuka hijau privat;  

d. dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi 
RTH; 

e. pendirian bangunan dibatasi untuk bangunan penunjang kegiatan 
rekreasi dan fasilitas umum lainnya, dan bukan bangunan 
permanen; 

f. ruang terbuka hijau taman yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi 
dan olahraga minimal 70% (tujuh puluh persen); dan 

g. ruang terbuka jalur disediakan dengan penempatan tanaman 20 – 
30 % (dua puluh sampai dengan tiga puluh persen) dari ruang milik 
jalan (rumija) sesuai dengan fungsi jalan. 

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.  

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

a. diarahkan untuk penggunaan kegiatan pariwisata dan rekreasi; 
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b. dilarang melakukan kegiatan yang mengurangi, menambah, 
mengubah, memindahkan, dan mencemari situs/benda cagar 
budaya; 

c. ditoleransi untuk kegiatan yang mendukung kelestarian situs/benda 
cagar budaya; 

d. dibatasi untuk penggunaan perkantoran serta perdagangan dan 
jasa; dan 

e. disyaratkan untuk kegiatan perumahan dengan hunian tunggal 
dan/atau hunian bersama. 

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat kebijakan 
pembangunan di daerah rawan bencana dengan ketentuan sebagai 
berikut: 

a. zona bahaya rendah diizinkan untuk rumah tinggal, perkantoran, 
rumah sakit, dan sarana umum lainnya; dan 

b. zona bahaya sedang diizinkan adanya bangunan kecil sekolah, pusat 
pelayanan kesehatan, bangunan perumahan, dan sarana umum 
lainnya dengan persyaratan khusus. 

  
Pasal 67 

 
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 65 huruf b meliputi:  

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan 
produksi;  

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perumahan; 

c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan 
dan jasa; 

d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkantoran; 

e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri; 

f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan ruang terbuka 
non hijau; 

g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan ruang evakuasi 
bencana;  

h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan ruang bagi 
kegiatan sektor informal; 

i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pendidikan; 

j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan kesehatan; 

k. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peribadatan; 

l. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan 
keamanan; 

m. ketentuan umum peraturan zonasi peruntukan kawasan pariwisata; 

n. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;  
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o. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan; dan 

p. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan. 

Pasal 68 
 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan 
produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a meliputi :  

a. dalam kawasan peruntukan hutan produksi diperuntukan bagi 
kegiatan budidaya kehutanan dan kegiatan budidaya diluar 
kehutanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;  

b. kawasan peruntukan hutan produksi tidak dapat dialihfungsikan 
untuk kegiatan lain di luar kehutanan; dan 

c. sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan wajib 
dilakukan studi kelayakan dan studi amdal yang hasilnya disetujui 

oleh tim dari lembaga yang berwenang. 
 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi dalam kawasan peruntukan hutan 
produksi yang diijinkan beberapa kegiatan:  

a. kegiatan yang diizinkan, meliputi : 

1. kegiatan pengembangan/pembangunan hasil hutan kayu dan 
hasil hutan bukan kayu serta jasa lingkungan; 

2. rehabilitasi hutan produksi;  

3. pengembangan fungsi penyangga pada kawasan hutan produksi 
yang berbatasan dengan hutan lindung; 

4. kegiatan penataan sempadan sungai, danau dan mata air; 

5. kegiatan pemanfaatan hutan produksni tetap dan hutan 
produksi terbatas; 

6. kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dapat meningkatkan 
fungsi hutan produksi. 

b. kegiatan yang diizinkan bersyarat, meliputi : 

1. kegiatan budidaya peternakan; 

2. kegiatan transmisi,  relay dan distribusi listrik, telekomunikasi 
dan energi; dan 

3. kegiatan yang diizinkan terbatas untuk kegiatan pemungutan 
hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, serta kegiatan 
pengembangan jasa lingkungan.  

c. kegiatan yang dilarang pada kawasan hutan produksi adalah semua 
pemanfaatan dan penggunaan ruang kecuali yang dikategorikan 
diizinkan,  dan diizinkan bersyarat. 

 
 

Pasal 69 
 

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perumahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, dilakukan dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
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a. zonasi kawasan peruntukan perumahan terdiri dari zona peruntukan 
perumahan berkepadatan tinggi, zona peruntukan perumahan 
berkepadatan sedang, dan zona peruntukan perumahan berkepadatan 
rendah; 

b. zona perumahan berkepadatan tinggi diperuntukan bagi pembangunan 
perumahan dengan kepadatan bangunan 100 - 150  unit per hektar; 

c. zona perumahan berkepadatan sedang diperuntukan bagi pembangunan 
perumahan dengan kepadatan bangunan 50 - 100  unit per hektar; 

d. zona perumahan berkepadatan rendah diperuntukan bagi pembangunan 
perumahan dengan kepadatan bangunan kurang dari 50  unit per 
hektar; 

e. intensitas ruang untuk zona perumahan berkepadatan tinggi dengan 
ketentuan sebagai berikut:  

1. KDB paling tinggi sebesar 80 – 90% (delapan puluh sampai dengan 
sembilan puluh persen); 

2. KLB paling tinggi sebesar 1,6 – 1,8 (satu koma enam sampai dengan 
satu koma delapan); dan 

3. KDH paling rendah sebesar 10 % (sepuluh persen). 

f. intensitas ruang untuk zona perumahan berkepadatan sedang dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

1. KDB paling tinggi sebesar 70 – 80 % (tujuh puluh sampai dengan 
delapan puluh persen); 

2. KLB paling tinggi sebesar 1,4 – 1,6 (satu koma empat sampai dengan 
satu koma enam); dan 

3. KDH paling rendah sebesar 20 % (dua puluh persen). 

g. intensitas ruang untuk zona perumahan berkepadatan rendah dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

1. KDB paling tinggi sebesar 60 – 70 % (enam puluh sampai dengan 
tujuh puluh persen); 

2. KLB paling tinggi sebesar 1,8 – 2,1 (satu koma delapan sampai 
dengan dua koma satu); dan 

3. KDH paling rendah sebesar 30 % (tiga puluh persen). 

h. prasarana dan sarana minimal kawasan perumahan mengacu pada 
Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan; 

i. kegiatan-kegiatan pada zona perumahan yang tidak sesuai dengan 

peruntukannya dan memiliki izin harus menyesuaikan pada akhir masa 
berlaku izin;  

j. kegiatan-kegiatan pada kawasan perumahan yang tidak sesuai dengan 
peruntukannya dan tidak memiliki izin harus ditertibkan paling lambat 
3 (tiga) tahun; 

k. kegiatan perdagangan dan jasa serta pelayanan umum yang ada di 
kawasan peruntukan perumahan harus menyediakan lahan parkir 
setidaknya sama dengan luas bangunan yang digunakan untuk 
kegiatannya;  
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l. pengembangan kawasan peruntukan perumahan harus menjamin 
ketersediaan RTH minimum 10% (sepuluh persen) untuk private dan 
20% (duapuluh persen) bagi fasilitas umum skala lingkungan yang 
disediakan; dan 

m. pengembangan kawasan peruntukan perumahan harus menjamin 
ketersediaan jaringan hidran pemadam kebakaran. 

 
Pasal 70 

 
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan 
jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

a. zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa terdiri dari zona 
perdagangan dan jasa internasional, nasional, regional, dan lokal; 

b. ketentuan luas pemanfaaan ruang untuk zona perdagangan dan jasa 
minimum 500 – 1.000 (lima ratus sampai dengan seribu) meter persegi 

pada jalan kolektor sekunder dan lokal primer; 

c. intensitas ruang untuk zona perdagangan dan jasa internasional dan 
nasional dengan ketentuan sebagai berikut: 

1.  KDB paling tinggi sebesar 90 %; 

2.  KLB paling tinggi sebesar 13,5 

3. KDH paling rendah sebesar 10 %. 

d. intensitas ruang untuk zona perdagangan dan jasa regional dan lokal 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

1.  KDB paling tinggi sebesar 90 %; 

2. KLB paling tinggi sebesar 9,0  ; 

3. KDH paling rendah sebesar 10 %. 

e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti 
sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana 
perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka, 
serta jaringan utilitas;  

f. memiliki aksesibilitas bagi penyandang cacat; 

g. kegiatan perumahan berkepadatan tinggi dan sedang diizinkan di 
kawasan ini maksimum 10 % (sepuluh persen) dari total luas lantai; 

h. wajib menyediakan zona penyangga berupa RTH apabila berbatasan 
langsung dengan kawasan lindung;  

i. pusat perdagangan dan jasa internasional, nasional, dan regional 
diarahkan dengan pola superblok; 

j. sarana media ruang luar perdagangan dan jasa harus memperhatikan 
tata bangunan dan tata lingkungan, kestabilan struktur, serta 
keselamatan; 

k. wajib menyediakan frontage road agar keluar masuk atau pintu gerbang 
tidak langsung menuju jalan arteri atau kolektor; 
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l. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa wajib dilengkapi dengan 
dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan sesuai 
dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan; 

m. kegiatan industri yang berada di kawasan peruntukan perdagangan dan 
jasa serta memiliki izin harus menyesuaikan peruntukan pada akhir 
masa berlaku izin; dan 

n. kegiatan industri yang berada di kawasan peruntukan perdagangan dan 
jasa serta tidak memiliki izin direlokasi paling lambat 3 (tiga) tahun. 

 
Pasal 71 

 
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkantoran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d, dilakukan dengan ketentuan 
sebagai berikut:  

a. ketentuan luas pemanfaaan ruang untuk zona perkantoran minimum  
500 – 1.000 (lima ratus sampai dengan seribu) meter persegi pada jalan 
kolektor sekunder dan lokal primer; 

b. intensitas ruang untuk zona perkantoran skala  nasional, provinsi, 
dan/atau kota dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. KDB paling tinggi sebesar 80%; 

2. KLB paling tinggi sebesar 8,0 ; 

3. KDH paling rendah sebesar 20 %. 

c. intensitas ruang untuk zona perkantoran skala kecamatan dan/atau 
kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. KDB paling tinggi sebesar 70%; 

2. KLB paling tinggi sebesar 2,1 ; 

3. KDH paling rendah sebesar 30 %. 

d. dilengkapi dengan sarana dan prasarana umum pendukung seperti 
sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan, sarana 
perparkiran, kantin, dan sarana transportasi umum. 

 
Pasal 72 

 
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e dilakukan dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

a. zonasi kawasan peruntukan industri terdiri zona industri polutan dan 
zona industri non polutan; 

b. intensitas ruang untuk zona peruntukan industri dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

1. KDB paling tinggi sebesar 70 %; 

2. KLB paling tinggi sebesar 3,5 ; 

3. KDH paling rendah sebesar 30 %. 
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c. memiliki akses yang baik dari dan ke semua kawasan yang 
dikembangkan, terutama akses ke zona perdagangan dan jasa serta 
simpul transportasi;  

d. lokasi zona industri polutan tidak bersebelahan dengan kawasan 
peruntukan perumahan dan kawasan lindung; 

e. pada kawasan peruntukan industri diizinkan untuk kegiatan 
perumahan, rekreasi, serta perdagangan dan jasa dengan luas total 
tidak melebihi 10 % (sepuluh persen) total luas lantai dan dilarang 
untuk kegiatan yang membahayakan keselamatan; 

f. wajib menyediakan IPAL sesuai dengan kapasitas produksi dan sarana 
pemadam kebakaran;  

g. wajib menyediakan frontage road agar keluar masuk atau pintu gerbang 
tidak langsung menuju jalan arteri atau kolektor; 

h. kegiatan-kegiatan lain pada kawasan industri yang tidak sesuai dengan 
peruntukannya dan memiliki izin harus menyesuaikan pada akhir masa 
berlaku izin; dan 

i. kegiatan-kegiatan lain pada kawasan industri yang tidak sesuai dengan 
peruntukannya dan tidak memiliki izin direlokasi paling lambat 3 (tiga) 
tahun. 

 
Pasal 73 

 
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan ruang terbuka non 
hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f diatur dalam RDTRK dan 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 
 

 
Pasal 74 

 
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan ruang evakuasi 
bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf g diatur dalam RDTRK 
dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota 

 
 

Pasal 75 
 

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan kegiatan sektor 
informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf h diatur dalam RDTRK 
dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 
 

 
Pasal 76 

 
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pendidikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf i dilakukan dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

a. zonasi kawasan peruntukan pendidikan terdiri dari zona pendidikan 
umum dan zona pendidikan khusus; 
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b. zona pendidikan umum meliputi perguruan tinggi, SLTA, SLTP,SD, dan 
TK;  

c. zona pendidikan khusus diperuntukan untuk pendidikan dan pelatihan 
yang terkait dengan kegiatan keterampilan; 

d. intensitas ruang untuk zona pendidikan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 

1. KDB paling tinggi sebesar 80 %; 

2. KLB paling tinggi sebesar 4,0 ; 

3. KDH paling rendah sebesar 20 %. 

e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti 
lapangan olah raga, sarana peribadatan, kesehatan, sarana perparkiran, 
dan sarana kantin; 

f. kegiatan lain berupa perumahan dan rekreasi diizinkan di kawasan ini 
maksimum 10 % (sepuluh persen) dari total luas lantai; 

g. wajib menyediakan zona penyangga berupa ruang terbuka hijau apabila 
berbatasan langsung dengan kawasan lindung, kawasan yang 
menghasilkan limbah beracun dan berbahaya dan kawasan yang 
menimbulkan gangguan kebisingan; dan 

h. dilarang membangun menara telekomunikasi dan papan reklame. 

 
Pasal 77 

 
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan kesehatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf j dilakukan dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

a. intensitas ruang untuk zona kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. KDB paling tinggi sebesar 80%; 

2. KLB paling tinggi sebesar 4,0; 

3. KDH paling rendah sebesar 20%. 

b. prasarana dan sarana penunjang meliputi fasilitas parkir, IPAL, dan jalur-
jalur evakuasi; 

c. kawasan peruntukan kesehatan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan 
perumahan, pendidikan dan riset serta rekreasi, olahraga dengan luas 
total tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total luas lantai; dan 

d. kawasan peruntukan kesehatan menyediakan zona penyangga terhadap 

gangguan dari lingkungan sekitarnya. 

 
Pasal 78 

 
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peribadatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf k dilakukan dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

a. KDB paling tinggi sebesar 80%; 

b. KLB paling tinggi sebesar 4,0; 
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c. KDH paling rendah sebesar 20%;  

d. Dilengkapi prasarana dan sarana pendukung kegiatan ibadah. 

 
Pasal 79 

 
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan 
keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf l diatur intensitas 
bangunannya sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak 
terbangun di sekitar kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan 
sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan peruntukan 
pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun; 

b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar 

kawasan strategis kota untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; 

c. Diizinkan mengembangkan fasilitas penunjang kegiatan pertahanan 
sesuai dengan daya tampung dan nilai strategis kawasan; dan 

d. Pada kawasan pertahanan dan keamanan wajib dilakukan penghijauan. 

 
Pasal 80 

 
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf m, dilakukan dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

a. zonasi kawasan peruntukan pariwisata terdiri dari zona usaha jasa 
pariwisata, zona daya tarik pariwisata, dan zona usaha sarana pariwisata;  

b. intensitas ruang untuk zona usaha jasa dan usaha sarana pariwisata 
skala internasional, nasional, dan/atau regional dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

1. KDB paling tinggi sebesar 80%; 

2. KLB paling tinggi sebesar 12,0; 

3. KDH paling rendah sebesar 20%. 

c. intensitas ruang untuk zona usaha jasa dan usaha sarana pariwisata 
skala lokal dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. KDB paling tinggi sebesar 90%; 

2. KLB paling tinggi sebesar 4,5; 

3. KDH paling rendah sebesar 10%. 

d. intensitas ruang untuk zona daya tarik pariwisata dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

1. KDB paling tinggi sebesar 70%; 

2. KLB paling tinggi sebesar 2,8; 

3. KDH paling rendah sebesar 30%. 

e. dilarang untuk kegiatan yang merusak lingkungan serta menggangu 
kenyamanan dan keamanan; 
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f. zona kawasan peruntukan pariwisata dilengkapi dengan prasarana dan 
sarana meliputi telekomunikasi, listrik, air minum, drainase, 
persampahan, WC umum, parkir, lapangan terbuka, pusat perbelanjaan, 
sarana peribadatan dan sarana kesehatan, persewaan kendaraan, gedung 
promosi dan informasi, penginapan, kuliner, toko-toko suvenir, penjualan 
tiket, serta tempat penukaran mata uang; 

g. memiliki akses yang terintegrasi dengan hotel, travel biro, dan simpul 
transportasi; 

h. kegiatan-kegiatan lain pada kawasan peruntukan pariwisata yang tidak 
sesuai dengan peruntukannya dan memiliki izin harus menyesuaikan 
pada akhir masa berlaku izin; 

i. kegiatan-kegiatan lain pada kawasan peruntukan pariwisata yang tidak 
sesuai dengan peruntukannya dan tidak memiliki izin direlokasi paling 
lambat 3 (tiga) tahun; dan 

j. ketentuan umum zonasi untuk pusat pengembangan pariwisata diatur 
dala Rencana Induk Pariwisata dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Walikota. 

 
Pasal 81 

 
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan peruntukan 

Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf n meliputi : 
ketentuan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman 
pangan, tanaman hortikultur, perkebunan dan peternakan; 
 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian 
tanaman pangan dan tanaman hortikultura sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah: 

a. kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan dan tanaman 
hortikultura tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola 
dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan 
pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan 
pengolahan tanah yang tidak memperhatikan konservasi; 

b. dalam pengelolaan pertanian tanaman pangan tidak diperkenankan 
pemborosan penggunaan sumber air; 

c. peruntukan budidaya pertanian tanaman pangan dan tanaman 
hortikultura diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lahan 
pertanian tanaman pangan yang telah ditetapkan dengan undang-
undang; 

d. izin alih fungsi yang merupakan  izin yang diberikan kepada orang 
atau badan hukum untuk mengubah peruntukan lahan dari 
budidaya non terbangun menjadi budidaya terbangun harus sesuai 
dengan peraturan perundangan yang berlaku; 

e. izin alih fungsi lahan diperlakukan pada lokasi yang belum memiliki 
rencana tata ruang rinci dan peraturan zonasi dan dilakukan 
sebelum atau bersama dengan proses izin lokasi; dan  
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f. ketentuan lebih lanjut mengenai izin alih fungsi lahan diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Walikota. 

 
(3) Lahan pertanian pangan yang telah ditetapkan menjadi lahan pertanian 

pangan berkelanjutan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. pemanfaatan ruang untuk areal perkebunan; 

b. ketentuan jumlah dan jenis komoditas perkebunan yang memiliki 
nilai  ekonomi tinggi dan keunggulan komperatif; dan 

c. pengembangan sistem jaringan infrastruktur utama. 

 
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan 

sebagai mana di maksud pada ayat (1) adalah: 

a. pemanfaatan ruang untuk areal perternakan; 

b. ketentuan jumlah dan jenis komoditas peternakan yang memiliki 
nilai   ekonomi tinggi dan keunggulan komperatif; dan 

c. pengembangan sistem jaringan infrastruktur utama. 

 
Pasal 82 

 
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf o dilakukan dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya perikanan; 

b. pemanfaatan  ruang  untuk kawasan  pemijahan dan/atau  kawasan  
konservasi; 

c. pemanfaatan ruang untuk kawasan agroindustri perikanan; 

d. kelestarian sumber daya perikanan; dan 

e. ketersediaan infrastruktur perikanan. 

 
Pasal 83 

 
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf p dilakukan dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

a. pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan 
antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan 
manfaat;  

b. pengembangan kawasan pertambangan harus melalui kajian lingkungan 
hidup strategis (KLHS); 

c. setiap usaha pertambangan diharuskan melakukan rehabilitasi bekas 
lahan tambang; 
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d. membuat delinasi dan pemagaran atau zona penyanggah (buffer zone) 
dengan kegiatan perumahan;  

e. pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan 
pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan 
memperhatikan kepentingan daerah. 

f. kawasan pertambangan wajib dilengkapi dengan dokumen kajian 
lingkungan; dan 

g. wajib menyediakan IPAL sesuai dengan kapasitas produksi dan sarana 
evakuasi.  

 
Bagian Ketiga 

Ketentuan Perijinan 
 

Pasal 84 
 

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) 
huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam 
pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan 
pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. 

(2) Ketentuan perizinan ini bertujuan untuk:  

a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, 
standar, dan kualitas minimum yang ditetapkan;  

b. menghindari eksternalitas negatif; dan 

c. melindungi kepentingan umum.  

 
Pasal 85 

 
(1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 terdiri 

atas:  

a. izin prinsip;  

b. izin lokasi;  

c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;  

d. izin mendirikan bangunan; dan 

e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
oleh Walikota. 

 
Pasal 86 

 
(1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a diberikan 

berdasarkan RTRW Kota. 

(2) Izin prinsip diberikan oleh suatu badan bagi pemohon yang memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 
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(3) Bagi pemohon yang melakukan kegiatan investasi yang tidak berdampak 
besar, tidak perlu izin prinsip dan dapat langsung mengajukan izin 
lokasi. 

(4) Permohonan izin lokasi yang disetujui harus diberitahukan kepada 
masyarakat setempat. 

(5) Penolakan permohonan izin lokasi harus diberitahukan kepada pemohon 
beserta alasan-alasannya. 

  
 

Pasal 87 
 

(1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b diberikan 
berdasarkan RTRW Kota. 

(2) Jangka waktu izin lokasi dan perpanjangannya mengacu pada ketentuan 
yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota.  

(3) Perolehan tanah oleh pemegang  izin lokasi harus diselesaikan dalam 
jangka waktu izin lokasi.  

 
 

Pasal 88 
 
Izin penggunaan pemanfaatan tanah diberikan berdasarkan izin lokasi. 

 
 

Pasal 89 

 
(1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf 

d diberikan berdasarkan surat penguasaan tanah, Rencana Tata Ruang, 
Rencana Detail Tata Ruang, peraturan zonasi dan persyaratan teknis 
lainnya;  

(2) Setiap orang atau badan hukum yang akan melaksanakan 
pembangunan fisik harus mendapatkan izin mendirikan bangunan; 

(3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku 
sampai pembangunan fisik selesai; 

(4) Setiap orang atau  badan hukum yang melaksanakan pembangunan 
fisik tanpa memiliki izin mendirikan bangunan akan dikenakan sanksi; 

(5) Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan permohonan diajukan 
secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan kepada Dinas Tata 
Kota dan Perumahan; 

(6) Perubahan izin mendirikan bangunan yang telah disetujui wajib 
dimohonkan kembali secara tertulis kepada Dinas Tata Kota dan 
Perumahan; 

(7) Permohonan izin mendirikan bangunan ditolak apabila tidak sesuai 
dengan fungsi bangunan, ketentuan atas KDB, KLB, GSB, dan 
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ketinggian bangunan, garis sempadan yang diatur dalam rencana tata 
ruang serta persyaratan yang ditentukan atau lokasi yang dimohon 
dalam keadaan sengketa; 

(8) Dinas Tata Kota dan Perumahan dapat meminta Walikota untuk 
memberikan keputusan atas permohonan izin mendirikan bangunan 
dan Walikota wajib memberikan jawaban; 

(9) Walikota dapat mencabut izin mendirikan bangunan yang telah 
dikeluarkan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya; 

(10) Terhadap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang 
kawasan dikenakan retribusi izin mendirikan bangunan; 

(11) Besarnya retribusi izin mendirikan bangunan ditetapkan berdasarkan 

fungsi lokasi, peruntukan, ketinggian tarif dasar fungsi, luas 
penggunaan ruang serta biaya pengukuran; 

(12) Ketentuan tentang izin mendirikan bangunan diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Walikota. 

 
Bagian Keempat 

Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif  
 

Paragraf 1 
Umum 

 
Pasal 90 

 

(1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 49 ayat (2) huruf  c  merupakan acuan bagi Pemerintah 
Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif; 

(2) Ketentuan insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan 
rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum 
peraturan zonasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; 

(3) Pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang dimaksudkan 
untuk: 

a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfatan ruang dalam rangka 
mewujudkan tata ruang sesuai dengan RTRW Kota; 

b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan 
rencana tata ruang; dan  

c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam 
rangka pemanfatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang. 

(4) Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada 
kawasan yang didorong pengembangannya; 

(5) Insentif diberikan dengan  tetap menghormati hak orang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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(6) Ketentuan  pemberian  insentif  dan  pengenaan  disinsentif  dalam  
pemanfaatan  ruang  wilayah kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
kepada aparat pemerintah dan kepada masyarakat; 

(7) Ketentuan  pemberian  insentif  dan  pengenaan  disinsentif  dilakukan  
oleh Walikota  yang  teknis pelaksanaannya  melalui  Satuan  Kerja  
Perangkat  Daerah  (SKPD)  Kota  yang  membidangi penataan ruang; 
dan 

(8) Ketentuan  disinsentif  dikenakan  terhadap  pemanfaatan  ruang  yang  
perlu  dicegah,  dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan 
ketentuan dalam Peraturan Walikota.  

 
Paragraf 2 

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif 

 
Pasal 91 

 

(1) Ketentuan  insentif  Pemerintah  Daerah  kepada  aparat  pemerintah  
sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 90 ayat (7) diberikan dalam 
bentuk:  

a. pemberian kompensasi;  

b. urun saham;  

c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan  

d. penghargaan.  

(2) Ketentuan insentif Pemerintah Daerah kepada masyarakat diberikan 
dalam bentuk :  

a. keringanan pajak dan/atau retribusi;   

b. pemberian kompensasi;  

c. imbalan;   

d. sewa ruang;  

e. urun saham;  

f. penyediaan infrastruktur;  

g. kemudahan prosedur perizinan; dan  

h. penghargaan. 

 

Pasal 92 
 

(1) Ketentuan  disinsentif  Pemerintah  Daerah  kepada  aparat  pemerintah  
sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 90 ayat (7) dikenakan dalam 
bentuk:  

a. pembatasan penyediaan infrastruktur;  

b. pengenaan kompensasi; dan  

c. penalti.  
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(2) Ketentuan disinsentif Pemerintah Daerah kepada masyarakat dikenakan 
dalam bentuk:  

a. pengenaan pajak yang tinggi;  

b. pembatasan penyediaan infrastruktur;  

c. pengenaan kompensasi; dan  

d. penalti. 

Bagian Kelima 
Arahan Sanksi 

 
Paragraf 1 

Umum 
 

Pasal 93 

 
Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d 
merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap: 

a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang 
dan pola ruang wilayah kota; 

b. pelanggaran ketentuan arahan peratuan zonasi; 

c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan 
berdasarkan RTRW Kota;  

d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang 
diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;  

e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin 
pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;  

f. pemanfataan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang 
oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; 
dan 

g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang 
tidak benar. 

 
 

Paragraf 2 
Jenis Pengenaan Sanksi Administratif 

 
Pasal 94 

 

(1) Setiap  pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf e  
dikenakan sanksi administratif berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. penghentian sementara kegiatan; 

c. penghentian sementara pelayanan umum; 

d. penutupan lokasi; 

e. pencabutan izin; 

f. pembatalan izin; 
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g. pembongkaran bangunan; 

h. pemulihan fungsi ruang; dan 

i. denda administratif. 

 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan pemberian sanksi diatur lebih 

lanjut dalam Peraturan Walikota 
 

Pasal 95 
 

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencanan tata ruang 
yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
 

 
BAB VIII 

KELEMBAGAAN, HAK, KEWAJIBAN,  DAN PERAN MASYARAKAT  
 

Bagian Kesatu 
Kelembagaan 

 
Pasal 96 

 
(1) Untuk menunjang penataan dan pemanfaatan ruang, Pemerintah 

Daerah membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). 

(2) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan yang bersifat 
ad-hoc di kota yang mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas 
Walikota dalam koordinasi penataan ruang di kota. 

(3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota. 

 
Bagian Kedua  

Hak Masyarakat 
 

Pasal 97 
 

Dalam penataan ruang wilayah, setiap masyarakat berhak: 

a. mengetahui RTRW Kota dan rencana rincinya berupa rencana detail tata 
ruang kawasan dan rencana pengembangan sektoral; 

b. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai 
akibat dari penataan ruang wilayah;   

c. mengajukan keberatan, gugatan dan tuntutan pembatalan izin, serta 
memperoleh penggantian yang layak atas kegiatan pembangunan  terkait 
pelaksanaan RTRW Kota; dan 

d. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan 
ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 
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Pasal 98 

 
(1) Untuk mengetahui RTRW Kota dan rencana rincinya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, masyarakat dapat memperoleh 
melalui: 

a. lembaran daerah kota;  

b. papan pengumuman di tempat-tempat umum;  

c. penyebarluasan informasi melalui brosur; 

d. instansi yang menangani penataan ruang; dan atau 

e. Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah  (SITRW) Kota. 

 
(2) Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SITRW) Kota dikembangkan 

secara bertahap melalui berbagai media elektronik untuk mempermudah 
akses informasi tata ruang dan meningkatkan peran serta masyarakat 
dalam penataan ruang. 

 
 

Pasal 99 
 
(1) Untuk menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97  huruf b, didasarkan pada hak 
atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian  hak tertentu yang 
dimiliki masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, 
dan kebiasaaan atas ruang pada masyarakat setempat. 

 
(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang melembaga pada 

masyarakat secara turun temurun dapat dilanjutkan sepanjang telah 
memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika, struktur 
pemanfaatan ruang wilayah yang dituju, serta dapat menjamin 
pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. 

 
Pasal 100 

 
Dalam hal pengajuan keberatan, gugatan dan tuntutan pembatalan izin, serta 
hak memperoleh penggantian atas kegiatan pembangunan terkait 
pelaksanaan RTRW Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97  huruf c, 
adalah hak masyarakat untuk: 

a. mengajukan keberatan, tuntutan pembatalan izin dan penghentian 
kegiatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak 
sesuai dengan RTRW Kota dan rencana rincinya;  

b. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau 
pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan 
RTRW Kota menimbulkan kerugian;  

c. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan 
yang tidak sesuai dengan RTRW Kota kepada penjabat yang berwenang; 
dan 

d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat 
pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kota 
dan rencana rincinya. 



 82 

Pasal 101 

 
Dalam kegiatan memanfaatkan ruang, masyarakat wajib : 

a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari 
pejabat yang berwenang; 

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam izin pemanfaatan ruang; 
dan 

d. memberikan akses yang seluas-luasnya ke ruang yang dinyatakan oleh 
peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. 

 
 

Pasal 102 

 
Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, yaitu:  

a. Masukan  mengenai:  

1.    persiapan penyusunan rencana tata ruang;  

2.    penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;  

3.    pengidentifikasian pembangunan wilayah atau  kawasan;  

4.    perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau  

5.    penetapan rencana tata ruang. 

 

b.    Kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama 
unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang. 

 
BAB  IX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
 

Pasal 103 
 
(1) Jangka waktu RTRW  Kota adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal 

ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan 
bencana alam skala besar, perubahan batas territorial Negara, dan/atau 
perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, 
RTRW Kota dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) 

tahun.  

 
BAB X 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 104 
 
Peraturan Daerah tentang RTRW Kota dilengkapi dengan Album Peta yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.  
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Pasal 105 

 

(1) RTRW Kota ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Detail Tata 
Ruang Wilayah Kota. 

(2) Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota 
ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bima setelah mendapatkan persetujuan 
bersama dengan DPRD Kota Bima. 

 
Pasal 106 

 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan 

pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang kota yang telah ada 
dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum 
diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.  

(2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka: 

a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan 
masa berlakunya; 

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:  

1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut 
disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan 
Daerah ini;  

2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan 
penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan;   

3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak 
memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi 
kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah 
diterbitkan dapat dibatalkan dan  terhadap kerugian yang timbul 
sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan 
penggantian yang layak; dan 

4) ketentuan dan tata cara pemberian penggantian yang layak 
sebagaimana dimaksud pada angka (3) diatur  lebih lanjut 
dengan Peraturan Walikota. 

c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa ijin dan 
bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini akan 
ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;  

d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah 
ini, agar dipercepat untuk mendapatkan ijin yang diperlukan.  
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Pasal 107 

 
(1) Kawasan lindung yang difungsikan untuk kegiatan budidaya secara 

bertahap dikembalikan fungsinya sebagai kawasan lindung setelah izin 
kegiatan budidaya habis masa berlakunya; dan 

(2) Perubahan status dan/atau fungsi kawasan  hutan, kawasan lahan 
pertanian pangan berkelanjutan  harus mematuhi ketentuan peraturan 
perundangan. 

 
BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 
 

 Pasal 108 

 
Pada  saat Peraturan Daerah  ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 7 
Tahun 2007 tentang RTRW Kota Bima dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 109 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap 
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 
 
 

Ditetapkan di  Raba-Bima 
pada tanggal                       2012 

 
WALIKOTA BIMA, 

 
ttd 

 
M. QURAIS H. ABIDIN 
 

 
Diundangkan di Kota Bima 
Pada tanggal                       2012 
 
     SEKRETARIS DAERAH  
             KOTA BIMA 
 
 

 
       Ir. MUHAMAD RUM 
 
 
 
 
 
LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2012 NOMOR 130 
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PENJELASAN 

ATAS 
 

PERATURAN  DAERAH KOTA BIMA 
NOMOR 4 TAHUN 2012 

 
TENTANG 

 
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH  KOTA BIMA 

TAHUN 2011-2031 
 

 
I. KETENTUAN UMUM  

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional (RTRWN), bahwa strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan 
ruang wilayah nasional perlu dijabarkan lebih lanjut dalam rencana tata 
ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima atau disebut RTRW Kota Bima 
merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan 
ruang wilayah nasional dan provinsi Nusa Tenggara Barat dalam strategi 
dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Kota Bima. Untuk 
mewujudkan RTRW Kota Bima, selain menyusun konsep dan strategi 
pembangunan, RTRW Kota Bima disusun berdasarkan kebijakan yang 
tertuang dalam RTRWN, RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Sedangkan susunan RTRW Kota Bima, memuat ketentuan sebagai 
berikut : 

a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota; 

b. rencana struktur ruang wilayah kota yang meliputi sistem hirarki 
pusat pelayanan wilayah kota dan sistem jaringan prasarana 
wilayah kota; 

c. rencana pola ruang wilayah kota yang meliputi kawasan lindung 
wilayah kota dan kawasan budi daya wilayah kota; 

d. penetapan kawasan strategis Kota Bima; 

e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi indikasi 
program utama tahunan dan lima tahunan; 

f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota yang 

berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, 
ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. 

Penyusunan RTRW Kota Bima ini dimaksudkan sebagai 
acuan/pegangan dalam percepatan pembangunan wilayah. Produk 
RTRW Kota Bima harus dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan 
pembangunan daerah dan telah menjadi hasil kesepakatan semua 
stakeholders di daerah. Dokumen RTRW Kota Bima sangat berpengaruh 
terhadap keterpaduan pelaksanaan program pembangunan di daerah 
serta menjadi pertimbangan investor untuk mengembangkan 
kegiatannya terkait jaminan kepastian hukum.  
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Program penataan ruang Kota Bima, diarahkan untuk : 

a. meningkatkan penyelenggaraan kegiatan perencanaan tata ruang 
yang efektif, transparan dan partisipatif; 

b. mengembangkan penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan ruang 
yang tertib berdasarkan rencana tata ruang; 

c. meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin 
efektifitas dan efisiensi kegiatan pembangunan secara 
berkelanjutan. 

Secara khusus produk RTRW Kota Bima harus mampu menjadi bagian 
yang memberikan pemihakan kepada kebutuhan masyarakat kota untuk 
dapat mengakses peluang pembangunan sosial, budaya dan ekonomi 
Kota Bima secara berkelanjutan dan menggairahkan minat investasi. 

Selanjutnya RTRW Kota Bima disusun berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait substansi yang 
mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kota, sebagai persyaratan teknis untuk dapat disahkan sebagai 
Peraturan Daerah. Melalui penetapan Peraturan Daerah RTRW Kota 
Bima, seluruh program pembangunan diharapkan dapat mengacu pada 
payung hukum yang dimaksud sehingga tercipta tertib tata ruang yang 
menjamin keberlanjutan Kota Bima kedepan. 
 

 
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1  
  Cukup jelas 
 

Pasal 2 
  Huruf a 

Yang dimaksud dengan “Keterpaduan” adalah adalah 
bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan 
mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat 
lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku 
kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah 
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 
 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan “Keberlanjutan” adalah bahwa 
penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin 

kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya 
tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan 
generasi mendatang. 
 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan “Keterbukaan” adalah bahwa 
penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan 
akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk 
mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan 
ruang. 
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Huruf d 
Yang dimaksud dengan “Kebersamaan dan Kemitraan” 
adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan 
melibatkan seluruh pemangku kepentingan. 
 

Huruf e 
Yang dimaksud dengan ”Kepastian Hukum dan Keadilan ” 
adalah adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan 
dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan bahwa penataan ruang 
dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan 
masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua 
pihak secara adil dengan jaminan kepastian hokum. 
 

Pasal 3  

Cukup jelas 
 

Pasal 4  
 Cukup jelas 
 

Pasal 5  
Cukup jelas 
 

Pasal 6  
Cukup jelas 
 
 

Pasal 7  
Cukup jelas 
 

Pasal 8  
Cukup jelas 
 

Pasal 9  
Cukup jelas 
 

Pasal 10   
Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” dalam 
ketentuan ini adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki 
untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup 
struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan. 

Rencana struktur ruang wilayah kota merupakan arahan 
perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah kota dan jaringan 
prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk 
mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan 
skala kota yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem 
jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, 
dan sistem jaringan sumberdaya air. 

Pasal 11  
Cukup jelas 

Pasal 12  
Cukup jelas 
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Pasal 13 
Cukup jelas 

Pasal 14  
Cukup jelas 

Pasal 15 
Cukup jelas 

Pasal 16  
Cukup jelas 

Pasal 17  
Cukup jelas 

Pasal 18  
Cukup jelas 

Pasal 19 
 Ayat (1)  

cukup jelas 

 Ayat (2)  

 Huruf a  

Cukup jelas 

 Huruf b 

Cukup jelas 

 Huruf c  

Cukup jelas 

 Huruf d 

Yang dimaksud dengan Limbah B3 adalah Limbah 
Bahan Berbahaya dan Beracun.  Untuk 
mengidentifikasikan limbah sebagai B3 diperlukan 
uji karakteristik dan uji toksikologi atas limbah 
tersebut. 

Ayat (3)  

Cukup Jelas 

Ayat (4) 

Cukup Jelas 

Pasal 20  

Cukup jelas 

Pasal 21  
Cukup jelas 

Pasal 22  
Cukup jelas 

Pasal 23  
Yang dimaksud dengan “rencana pola ruang” adalah gambaran 
pola ruang wilayah yang dikehendaki untuk dicapai pada tahun 



 89 

rencana, yang meliputi distribusi peruntukan ruang untuk 
fungsi lindung dan budidaya. 

Pasal 24  
Cukup jelas 

Pasal 25  
Cukup jelas 

Pasal 26  
Ayat (1) : Cukup jelas 

Ayat (2) : RTH Kawasan Fungsional terdiri dari RTH Lahan 
Pertanian berkelanjutan seluas 2.253 Ha dan RTH areal 
perkebunan/tegalan seluas 3.632 Ha. 

Pasal 27  
Cukup jelas 

Pasal 28  
Ayat (1) : 

Yang di maksud dengan peruntukan hutan produksi 
adalah Rencana Pemanfaatan  Hutan  Produksi  Terbatas  
dan  Hutan Produksi Tetap,yang meliputi :  

a. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;  

b. pemungutan hasil hutan bukan kayu; 

c. pemanfaatan jasa lingkungan;   

d. pemanfaatan kawasan; 

e. pemanfaatan hutan produksi ditujukan untuk 

kesinambungan  produksi dengan memperhatikan 

kualitas lingkungan melalui pencegahan  kerusakan 

tanah dan penurunan kesuburan tanah, 

mempertahankan bentang alam serta menjaga 

ketersediaan air;  

f. pengembangan  kegiatan  budidaya  hutan  yang  

dapat  mendorong terwujudnya  kegiatan industri 

pengolahan hasil hutan, dengan pengembangan jenis 

tanaman  hutan industri melalui   pembangunan 

Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Tanaman 

Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan 

Tanaman Hasil Rehabilitasi (HTHR),  Hutan Desa 

Restorasi Ekosistem (RE) dan program lainnya;  

g. Penggunaan kawasan hutan untuk budidaya tanaman 

obat, budidaya tanaman hias, jamur, lebah,  

penangkaran satwa, budidaya sarang burung walet 

serta silvo pasture; 

h. penggunaan kawasan hutan produksi untuk kegiatan 

di luar budidaya hutan  dan  hasil hutan yang 
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penggunaannya untuk kepentingan umum dan 

bersifat strategis,  dilakukan dengan memperhatikan 

asas konservasi tanah dan air serta 

mempertimbangkan luas dan jangka waktu;  

i. percepatan  rehabilitasi  kawasan hutan produksi 

yang  mempunyai  tingkat  kerapatan  tegakan 

rendah. 

Ayat 2.  
Cukup jelas 

Ayat 3.  
Cukup jelas 

Pasal 29  

Cukup jelas 

Pasal 30  
Cukup jelas 

Pasal 31  
Cukup jelas 

 
Pasal 32  

Cukup jelas 

Pasal 33  
Cukup jelas 

Pasal 34  
Cukup jelas 

Pasal 35  
Cukup jelas 

Pasal 36  
Cukup jelas 

 
Pasal 37  

Cukup jelas 

Pasal 38  
Cukup jelas 

Pasal 39 
Cukup jelas 

Pasal 40  
Cukup jelas 

Pasal 41  
Cukup jelas 

Pasal 42  
Cukup jelas 

Pasal 43   
Cukup jelas 
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Pasal 44  
Cukup jelas 

Pasal 45  
Cukup jelas 

Pasal 46  
Cukup jelas 

Pasal 47  
Cukup jelas 

Pasal 48  
 Cukup jelas 

Pasal 49  
Cukup jelas 

Pasal 50  
 Cukup jelas 

Pasal 51  
 Cukup jelas 

Pasal 52  
Cukup jelas 

Pasal 53  
Cukup jelas 

Pasal 54  
Cukup jelas 

Pasal 55  
Cukup jelas 

Pasal 56  
Cukup jelas 

Pasal 57  
Cukup jelas 

Pasal 58  
Cukup jelas 

Pasal 59  
Cukup jelas 

Pasal 60  
Cukup jelas 

Pasal 61  

Cukup jelas 

Pasal 62  
Cukup jelas 

Pasal 63  
Cukup jelas 

Pasal 64  
Cukup jelas 

Pasal 65  
Cukup jelas 
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Pasal 66  
Cukup jelas 

Pasal 67  
Cukup jelas 

Pasal 68  
Cukup jelas 

Pasal 69  
Cukup jelas 

Pasal 70  
Cukup jelas 

Pasal 71  
Cukup jelas 

Pasal 72  
Cukup jelas 

Pasal 73  
Cukup jelas 

Pasal 74  
Cukup jelas 

Pasal 75  
Cukup jelas 

Pasal 76  
Cukup jelas 

Pasal 77  
Cukup jelas 

Pasal 78  
Cukup jelas 

Pasal 79  
Cukup jelas 

Pasal 80  
 Cukup jelas 

 
Pasal 81  

Cukup jelas 

Pasal 82  
Cukup jelas 

Pasal 83  
Huruf a  

cukup jelas 

Huruf b  
cukup jelas  

Huruf c  
cukup jelas 

Huruf d  
cukup jelas 
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Huruf e  
cukup jelas 

Huruf f : 
Jenis Kajian Lingkungan yakni AMDAL, UKL-UPL dan 
SPPL.   

- AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) 
adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha 
dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan 
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan 
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau 
kegiatan.  

- Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya 
Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah 
pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau 
kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap 
lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses 
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan 
usaha dan/atau kegiatan. 

- Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan 
Pemantuan Lingkungan Hidup (SPPL) adalah 
pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan 
pemantuan lingkungan hidup atas dampak lingkungan 
hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha 
dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.  

- Untuk kegiatan pertambangan yang memiliki skala dan 
jenis usaha yang lebih besar sesuai dengan ketentuan 
pengelolaan lingkungan hidup serta ketentuan yang 
mengatur tentang pengelolaan pertambangan maka 
diharuskan memiliki dokumen AMDAL.  

- Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk 
dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL. 
dan Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib 
dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL. 

Huruf g cukup jelas 

Pasal 84 
Cukup jelas 

Pasal 85  
Cukup jelas 

Pasal 86  
Cukup jelas 

Pasal 87  
Cukup jelas 

Pasal 88  
Cukup jelas 

Pasal 89  
Cukup jelas 
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Pasal 90  
Yang dimaksud dengan insentif dalam ketentuan ini 
kemudahanyang diberikan terhadap pemberian izin pemanfaatan 
ruang untuk mendorong tercapainya perlindungan terhadap 
kawasan perencanaan. 

Yang dimaksud dengan disinsentif dalam ketentuan ini adalah 
pengekangan yang dilakukan terhadap pemberian izin 
pemanfaatan ruang untuk membatasi kecenderungan perubahan 
dalam pemanfaatan ruang.  

Pasal 91  
 Ayat 1 

Huruf a 
Pemberian kompensasi yang dimaksud dalam 
ketentuan ini adalah pemberian imbalanpada 
masyarakat yang tidak merubah pemanfaatan 
ruang sesuai dengan ketentuan kebijakan 
operasional 
 

Huruf b 
Urun saham yang dimaksud dalam ketentuan ini 
adalah masyarakat berhak mendapatkan bagian 
saham dari kegiatan pemanfaatan ruang yang 
sesuai fungsi dan dilakukan oleh pihak lain, 
menurut ketentuan-ketentuan yang disepakati 
bersama. 
 

Huruf c.  
cukup jelas 

 
Huruf d 

Penghargaan yang dimaksud pada ketentuan ini 
adalah penghargaan yang diberikan kepada 
masyarakat yang mematuhi ketentuan 
pemanfaatan ruang. 

Ayat 2 

 Huruf a 
Keringanan retribusi yang dimaksud dalam 
ketentuan ini adalah pemberian keringanan 
pembayaran pajak dan atau retribusi terhadap 
pemanfaatan ruang 
 

Huruf b  
cukup jelas 
 

Huruf c  
cukup jelas 
 

Huruf d 
masyarakat berhak mendapatkan sewa ruang 
sebagai akibat dari pemanfaatan ruang yang sesuai 
fungsi dan dilakukan oleh pihak lain, menurut 
ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama. 
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Huruf e  

cukup jelas 
 

Huruf f 
Penyediaan sarana dan prasarana yang dimaksud 
dalam ketentuan ini adalah penyediaan sarana dan 
prasarana untuk mendukung pengembangan fungsi 
ruang yang telah ditetapkan. 

Huruf g 
Kemudahan prosedur perizinan yang dimaksud 
dalam ketentuan ini adalah kemudahan dalam 
proses perizinan bagi pemanfaatan ruang yang 
sesuai dengan fungsinya untuk mendukung 
pengembangan fungsi ruang yang telah ditetapkan. 

 
Pasal 92  

Cukup jelas 

Pasal 93  
Huruf a  

Cukup jelas 

Huruf b  
Cukup jelas 

 Huruf c 
Bila dalam suatu pemanfaatan ruang terdapat hasil/ 
manfaat maka masyarakat dalam suatu wilayah berhak 
untuk ikut menikmati hasil/manfaat ruang dan/atau 
pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan 
ruang dalam bentuk yang diatur lebih lanjut dalam 
peraturan perundang-undangan. 

 
Huruf d 

Bila dalam suatu pemanfaatan ruang yang sesuai dengan 
Rencana Tata Ruang menyebabkan masyarakat sekitar 
mendapatkan kerugian, maka masyarakat berhak 
memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang 
dialaminya. 

 Huruf e  
Cukup jelas 

 Huruf f  

Cukup jelas 
 Huruf g  

Cukup jelas  
Pasal 94  

Cukup jelas 

 

Pasal 95  
Cukup jelas 

Pasal 96  
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Cukup jelas 

Pasal 97  
Cukup jelas 

Pasal 98  
Cukup jelas 

Pasal 99  
Cukup jelas 

Pasal 100  
Cukup jelas 

Pasal 101  
Cukup jelas 

Pasal 102  
Cukup jelas 

Pasal 103  
Cukup jelas 

Pasal 104  
Cukup jelas 

Pasal 105  
Cukup jelas 

Pasal 106  
Cukup jelas 

Pasal 107  
Cukup jelas 

Pasal 108  
Cukup jelas 

Pasal 109  
Cukup jelas 

 
 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 130 
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LAMPIRAN I 
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA 

NOMOR 4 TAHUN 2012 
TENTANG 
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BIMA 

TAHUN 2011-2031 

Walikota Bima, 

 

ttd 
 

M.Qurais H.Abidin 
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LAMPIRAN III.1 

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA 
NOMOR 4 TAHUN 2012 
TENTANG 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BIMA 
TAHUN 2011-2031 

Walikota Bima, 

 
ttd 

 
M.Qurais H.Abidin 
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LAMPIRAN III.2 

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA 
NOMOR 4 TAHUN 2012 
TENTANG 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BIMA 
TAHUN 2011-2031 

Walikota Bima, 

 

ttd 
 

M.Qurais H.Abidin 
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LAMPIRAN IV 
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA 

NOMOR 4 TAHUN 2012 
TENTANG 
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BIMA 

TAHUN 2011-2031 

Walikota Bima, 

 

 
 

M.Qurais H.Abidin 
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LAMPIRAN V 
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA 

NOMOR 4 TAHUN 2012 
TENTANG 
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BIMA 

TAHUN 2011-2031 

Walikota Bima, 
 

 

 
M.Qurais H.Abidin 
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LAMPIRAN VI 

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA 
NOMOR 4 TAHUN 2012 
TENTANG 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BIMA 
TAHUN 2011-2031 
 

Indikasi Program Utama 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011 - 2031 

 

No
. 

Indikasi Program Strategis Lokasi 
Besaran 

(Rp) 

Waktu Pelaksanaan 

Sumber 
Dana 

Instansi 
Pelaksana 

PJM I 
PJM 

II 
PJM 
III 

PJM 
IV 

2011 2012 2013 2014 2015 
2016 

-2020 

2021 

-2025 

2026 

-2031 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1
3 

14 

PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG WILAYAH            

A. Perwujudan Pusat Pelayanan            

1. 

Pusat Pelayanan Kota              

a.  Penataan kawasan pantai Amahami – Niu  Kelurahan Dara 
 

    
    APBN/ 

APBD 
Kementerian 
PU, Dinas PU  

 b. Reklamasi panati Ni’u - Amahami Kelurahan Dara 
 

    
    APBN/ 

APBD 
Kementerian 
PU, Dinas PU  

 c 
Penyusunan Rencana tata ruang kawasan 
perdagangan dan jasa 

Kelurahan Tanjung, 

Kelurahan Dara, 
Kelurahan Sarae dan 
Kelurahan Paruga  

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU, Dinas PU  

 d 
Pembangunan kawasan perdagangan 

Superblock Bina Baru 

Kelurahan Tanjung, 
Kelurahan Dara, 

Kelurahan Sarae dan 
Kelurahan Paruga  

 

    

    

Swasta 
Kementerian 

PU, Dinas PU  

 e 
Peningkatan sarana dan prasarana pusat 
pelayanan kota 

Kelurahan Tanjung, 
Kelurahan Dara, 
Kelurahan Sarae dan 
Kelurahan Paruga  

 

    

    
APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU, Dinas PU  

2 

Sub Pusat Pelayanan              

a. 
Pembangunan fasilitas perkantoran 
Pemerintahan skala kota dan skala 

Kelurahan Penatoi, 
Kelurahan Sadia dan 

 
    

    APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU, Dinas PU  



 

    

 103 

No
. 

Indikasi Program Strategis Lokasi 
Besaran 

(Rp) 

Waktu Pelaksanaan 

Sumber 
Dana 

Instansi 
Pelaksana 

PJM I 
PJM 

II 
PJM 
III 

PJM 
IV 

2011 2012 2013 2014 2015 
2016 
-2020 

2021 
-2025 

2026 
-2031 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1
3 

14 

Kecamatan. Kelurahan Sambinae 

b Pembangunan Universitas Negeri Bima Kelurahan Sambinae 
 

    
    APBN/ 

APBD 
Kementerian 
PU, Dinas PU  

b. Pembangunan Rumah Sakit   

Kelurahan Rabangodu 
Utara, Kelurahan 
Rabadompu Timur, dan  
Kelurahan Rabadompu 
Barat 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU, Dinas PU  

c. Penataan Pusat Industri Oi Fo’o Kelurahan Oi Fo’o 
 

       
 APBN/ 

APBD 
Kementerian 
PU, Dinas PU  

 d 

Pembangunan sarana dan prasarana air 
bersih, listrik, telekomunikasi, jaringan 
jalan, drainase, IPAL untuk kawasan 
industri 

Kelurahan Oi Fo’o 

 

       

 
APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU, Dinas PU  

3. 

Sub Pusat Pelayanan Lingkungan             

a. 
Pembangunan fasilitas perdagangan dan 
jasa skala lokal 

Kelurahan Jatiwangi 
 

    
    APBN/ 

APBD 
Kementerian 
PU, Dinas PU  

b Peningkatan puskesmas rawat inap Asakota Kelurahan Jatiwangi 
 

    
    APBN/ 

APBD 
Kementerian 
PU, Dinas PU  

c. 
Peningkatan faslitas perdagangan dan jasa 
skala lokal termasuk area pengembangan 

sector informal 

Kelurahan Mande 
 

    
    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU, Dinas PU  

d Penataan kawasan perumahan Kelurahan Mande 
 

    
    APBN/ 

APBD 
Kementerian 
PU, Dinas PU 

e 
Penyediaan sarana dan prasarana pejalan 

kaki 
Kelurahan Mande 

 
    

    APBN/ 

APBD 

Kementerian 

PU, Dinas PU 

d. Penataan kawasan Paruga Nae  Kelurahan Manggemaci 
 

    
    APBN/ 

APBD 
Kementerian 
PU, Dinas PU  

e.  
Penataan dan revitalisasi Stadion 
Manggemaci 

Kelurahan Manggemaci 
 

    
    APBN/ 

APBD 
Kementerian 
PU, Dinas PU 

f. 
Pengembangan pusat perdagangan dan jasa 
skala lokal 

Kelurahan Santi 
 

    
    APBN/ 

APBD 
Kementerian 
PU, Dinas PU  
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No
. 

Indikasi Program Strategis Lokasi 
Besaran 

(Rp) 

Waktu Pelaksanaan 

Sumber 
Dana 

Instansi 
Pelaksana 

PJM I 
PJM 

II 
PJM 
III 

PJM 
IV 

2011 2012 2013 2014 2015 
2016 
-2020 

2021 
-2025 

2026 
-2031 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1
3 

14 

g. Pengembangan puskesmas rawat inap Kelurahan Kodo 
 

    
    APBN/ 

APBD 
Kementerian 
PU, Dinas PU  

h 
Relokasi terminal  type C dari Kumbe ke 

Lampe 
Kelurahan Lampe 

 
    

    APBN/ 

APBD 

Kementerian 

PU, Dinas PU 

i 
Pembangunan industri pengolahan hasil 

pertanian dan perikanan 
Kelurahan Kodo 

 
    

    APBN/ 

APBD 

Kementerian 

PU, Dinas PU 

j. Pembangunan pelabuhan rakyat Kelurahan Kolo 
 

    
    APBN/ 

APBD 
Kementerian 
PU, Dinas PU  

 k 
Pembangunan sarana dan prasarana 
pariwisata 

Kelurahan Kolo 
 

    
    APBN/ 

APBD 
Kementerian 
PU, Dinas PU 

 l 

Pembangunan sarana dan prasarana 
pendukung perumahan seperti peningkatan 
jalan, pembanguinan jaringan air bersih, 
dll) 

Kelurahan kolo 

 

    

    
APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU, Dinas PU  

 m Pembangunan Puskesmas Kelurahan Kolo 
 

    
    APBN/ 

APBD 
Kementerian 
PU, Dinas PU  

B. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kota            
B.1. Program Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi Darat            

1. 

1. Pengembangan Jaringan Jalan             

a. Pengembangan jalan arteri primer ;             

- 
Jalan Sultan Salahudin - Jalan Sultan 
Kaharudin - Jalan Martadinata 

Kelurahan Paruga, 
Kecamatan Rasanae Barat 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kement.PU, 
Kement. 
perhub., 
Dishub, 
DisPU  

- Jalan Soekarno-Hatta – Jalan Ir. Sutami Kota Bima 

 

    

    
APBN/ 
APBD/ 
Swasta 
DN/LN 

Kement.PU, 
Kement. 
perhub., 
Dishub, 
Dinas PU  

- Jalan lintas Kumbe - Sape 
Kecamatan Rasanae 
Timur 

 

    

    
APBN/ 
APBD 

Kement.PU, 
Kement. 
perhub., 
Dishub, 
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No
. 

Indikasi Program Strategis Lokasi 
Besaran 

(Rp) 

Waktu Pelaksanaan 

Sumber 
Dana 

Instansi 
Pelaksana 

PJM I 
PJM 

II 
PJM 
III 

PJM 
IV 

2011 2012 2013 2014 2015 
2016 
-2020 

2021 
-2025 

2026 
-2031 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1
3 

14 

DisPU 

b. Pengembangan jalan Kolektor Primer ;             

- Jalan Sonco Tengge – Kumbe Kota Bima 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kement.PU, 
Kement. 

perhub., 
Dishub, 
DisPU 

- Jalan Melayu - Kolo Kecamatan Asakota 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kement.PU, 
Kement. 
perhub., 
Dishub, 
DisPU 

c. Pengembangan jalan kolektor sekunder;              

- Jalan Gajah Mada Kecamatan Mpunda 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kement.PU, 
Kement. 
perhub., 
Dishub, 
DisPU 

- Jalan Jenderal Sudirman 
Kec. Raba, Mpunda, 

Rasanae Barat. 

 

    

    

APBN/ 

APBD 

Kement.PU, 
Kement. 

perhub., 
Dishub, 
DisPU 

- Jalan Gatot Subroto Kecamatan Mpunda 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kement.PU, 
Kement. 
perhub., 

Dishub, 
DisPU 

- Jalan Lingkar Pelabuhan Kecamatan Asakota 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kement.PU, 
Kement. 
perhub., 
Dishub, 
DisPU 

d Pengembangan jalan kolektor tersier ;             

- Jalan Raya Jatiwangi – Jalan Diponegoro – Kecamatan Rasanae          APBN/ Kement.PU, 
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No
. 

Indikasi Program Strategis Lokasi 
Besaran 

(Rp) 

Waktu Pelaksanaan 

Sumber 
Dana 

Instansi 
Pelaksana 

PJM I 
PJM 

II 
PJM 
III 

PJM 
IV 

2011 2012 2013 2014 2015 
2016 
-2020 

2021 
-2025 

2026 
-2031 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1
3 

14 

Jalan Wolter Monginsidi Barat, Kecamatan 
Asakota. 

APBD Kement. 
perhub., 
Dishub, 
DisPU 

- 
Jalan Datuk Dibanta – Jalan Anggrek – 
Jalan Seruni 

Kecamatan Mpunda, 
Kecamatan Rasanae Barat 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kement.PU, 
Kement. 
perhub., 
Dishub, 
DisPU 

- Jalan Salama – Santi – Rite Kecamatan Mpunda 

 

    

    

APBN/ 

APBD 

Kement.PU, 
Kement. 

perhub., 
Dishub, 
DisPU 

- Jalan Jatibaru – Matakando - Santi 
Kecamatan Asakota, 
Mpunda 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kement.PU, 
Kement. 
perhub., 
Dishub, 
DisPU 

e. Pengembangan jalan lokal primer ;             

- Jalan Tongkol Kecamatan Rasanae Barat 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kement.PU, 
Kement. 
perhub., 
Dishub, 
DisPU 

- Jalan Sulawesi – Jalan Flores Kecamatan Rasanae Barat 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kement.PU, 

Kement. 
perhub., 
Dishub, 
DisPU 

- Jalan Patimura Kecamatan Rasanae Barat 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kement.PU, 
Kement. 
perhub., 
Dishub, 
DisPU 
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No
. 

Indikasi Program Strategis Lokasi 
Besaran 

(Rp) 

Waktu Pelaksanaan 

Sumber 
Dana 

Instansi 
Pelaksana 

PJM I 
PJM 

II 
PJM 
III 

PJM 
IV 

2011 2012 2013 2014 2015 
2016 
-2020 

2021 
-2025 

2026 
-2031 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1
3 

14 

- Jalan Oi Fo’o 
Kecamatan Rasanae 
Timur 

 

    

    
APBN/ 
APBD 

Kement.PU, 
Kement.hub.
, Dishub, 
DisPU 

- Jalan Penanae – Kendo Kecamatan Raba 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kement.PU, 
Kement. 
perhub., 
Dishub, 
DisPU 

- Jalan Nitu 
Kecamatan Rasanae 

Timur 

 

    

    
APBN/ 

APBD 

Kement.PU, 
Kement.hub.

, Dishub, 
DisPU 

- Jalan Nungga 
Kecamatan Rasanae 
Timur 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kement.PU, 
Kement. 
perhub., 
Dishub, 
DisPU 

- Jalan Dodu 
Kecamatan Rasanae 
Timur 

 

    

    
APBN/ 
APBD 

Kement.PU, 
Kement.hub 
Dishub, 
DisPU 

- Jalan Lelamase 
Kecamatan Rasanae 
Timur 

 

    

    
APBN/ 
APBD 

Kement.PU, 
Kement.hub.
, Dishub, 

DisPU 

- Jalan Ntobo 
Kecamatan Rasanae 
Timur 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kement.PU, 
Kement. 
perhub., 
Dishub, 
DisPU 

f. 
Pengembangan system jaringan jalan 
tiap-tiap lingkungan di setiap kelurahan 
di Kota Bima 

Kota Bima 

 

    

    
APBN/ 
APBD 

Kement.PU, 
Kement. 
perhub., 
Dishub, 
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No
. 

Indikasi Program Strategis Lokasi 
Besaran 

(Rp) 

Waktu Pelaksanaan 

Sumber 
Dana 

Instansi 
Pelaksana 

PJM I 
PJM 

II 
PJM 
III 

PJM 
IV 

2011 2012 2013 2014 2015 
2016 
-2020 

2021 
-2025 

2026 
-2031 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1
3 

14 

DisPU 

2. 

2. Penanganan Sistem Jaringan Jalan             

a. Pembangunan Jalan              

- 

Pelebaran jalan di Sultan M. Salahuddin 
menjadi 2 (dua) jalur mulai dari 
Perbatasan Kota – Kabupaten Bima 
sampai dengan Pelabuhan Laut Bima 

Kecamatan Rasanae 
Barat, Kecamatan 
Mpunda 

 

    

    
APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU, Dinas PU  

- 
Pembangunan jalan baru dari Lingkungan 
Oi Niu Kelurahan Dara - Kelurahan Nitu – 
Kelurahan Rontu  

Kelurahan Dara - 
Kelurahan Nitu – 
Kelurahan Rontu. 

 
    

    
APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU, Dinas PU  

- 

Pembangunan jalan di sepanjang pesisir   
pantai (coastal road) mulai dari 
Lingkungan Amahami – Bina Baru Selatan 
– Bina Baru Utara – Pelabuhan Laut  

Kelurahan SambinaE, 
Kelurahan Paruga, 
Kelurahan Tanjung. 

 

    

    
APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU, Dinas PU  

- 
Pembangunan jalan lingkar luar selatan 
dari Oi Ni’u – Nitu – Oi Fo’o - Kumbe 

Kelurahan Sambinae, 
Panggi, Kecamatan 
Mpunda 

 
    

    
APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU, Dinas PU  

- 
Pembangunan jalan lingkar luar utara 
yaitu tembus Sambinae - Sadia 

Kelurahan Sambinae, Kel. 
Sadia, Kecamatan 
Mpunda. 

 
    

    
APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU, Dinas PU  

- 
Pembangunan jalan tembus Panggi – 
Mande – Lewirato. 

Kelurahan Panggi, 
Kelurahan Mande, 
Kelurahan LewiRato, 
Kecamatan Mpunda. 

 

    

    
APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU, Dinas PU  

- 

Pembangunan jalan tembus mulai dari 
Jalan Gatot Subroto Kelurahan Santi ke 

timur sampai di belakang SMAN 4 
Kelurahan Penatoi 

Kelurahan Santi, 
Kecamatan Mpunda 

Kelurahan Penatoi, 
Kecamatan Raba 

 

    

    
APBN/ 

APBD 

Kementerian 

PU, Dinas PU  

- 
Pembangunan jalan tembus dari Rite ke 
Penanae 

Kecamatan Raba 
 

    
    APBN/ 

APBD 
Kementerian 
PU, Dinas PU  

- 
pembangunan jalan tembus Ntobo – Wenggo 
Penanae 

Kecamatan Raba 
 

    
    APBN/ 

APBD 
Kementerian 
PU, Dinas PU  

- 
Pembangunan jalan baru yang 
menghubungkan Jalan Gajah Mada - 
Nggaro Kumbe  

Kecamatan Raba, 
Kecamatan Rasanae 
Timur 

 
    

    
APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU, Dinas PU  
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b. Peningkatan Jalan  
 

    
     

 
 

- 
Peningkatan fungsi jaringan Jalan 
Soncotengge – Panggi – Rontu – Kumbe 

Kota Bima 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kement.PU, 
Kement. 

perhub., 
Dishub, 
DisPU 

- 
Peningkatan fungsi jaringan Jalan  Melayu – 
Kolo 

Kecamatan Asakota 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kement.PU, 
Kement. 
perhub., 
Dishub, 
DisPU 

- Peningkatan Jalan Nungga – Lelamase 
Kecamatan Rasanae 
Timur 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kement.PU, 
Kement. 
perhub., 
Dishub, 
DisPU 

- Peningkatan Jalan Jatibaru - Matakando Kecamatan Asakota 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kement.PU, 
Kement. 
perhub., 
Dishub, 
DisPU 

- Peningkatan Jalan Toloweri – Kabanta Kecamatan Asakota 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kement.PU, 
Kement. 
perhub., 
Dishub, 

DisPU 

- Peningkatan jalan Penanae Kelurahan Penanae, Raba 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kement.PU, 
Kement. 
perhub., 
Dishub, 
DisPU 

- 
Peningkatan jalan Jendral Sudirman (mulai 
dari Terminal Dara – Persimpangan Sadia) 

Kelurahan Dara, 
Kelurahan Sadia 

 
    

    
APBN/ 
APBD 

Kement.PU, 
Kement. 
perhub., 
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Dishub, 
DisPU 

c. Pemeliharaan Jalan             

- 
Pemeliharaan Jalan Sonco Tengge – Panggi 
– Rontu – Kumbe 

Kota Bima bagian Selatan 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kement.PU, 
Kement. 
perhub., 
Dishub, 
DisPU 

- 
Pemeliharaan Jalan Sultan M. Salahuddin 
– Jalan Sultan Kaharuddin – Jalan RE. 
Martadinata 

Kecamatan Rasanae Barat 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kement.PU, 

Kement. 
perhub., 
Dishub, 
DisPU 

- Pemeliharaan Jalan Gatot Subroto Kecamatan Mpunda 

 

    

    
APBN/ 
APBD/ 
Swasta 

Kement.PU, 
Kement. 
perhub., 
Dishub, 
DisPU 

- Pemeliharaan Jalan Soekarno – Hatta 
Kecamatan Rasanae 
Barat, Mpunda, dan 
Kecamatan Raba. 

 

    

    
APBN/ 
APBD/ 
Swasta 

Kement.PU, 
Kement. 
perhub., 
Dishub, 
DisPU 

- Pemeliharaan Jalan Tongkol Kelurahan Tanjung  

 

    

    
APBN/ 
APBD/ 

Swasta 

Kement.PU, 
Kement. 
perhub., 

Dishub, 
DisPU 

- Pemeliharaan Jalan Sulawesi Kelurahan Tanjung 

 

    

    
APBN/ 
APBD/ 
Swasta 

Kement.PU, 
Kement. 
perhub., 
Dishub, 
DisPU 

 - 
Pemeliharaan Jalan Datuk DiBanta – Jalan 
Pangeran DiPonegoro 

Kota Bima 
 

    
    APBN/ 

APBD/ 
Kement.PU, 
Kement. 
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Swasta perhub., 
Dishub, 
DisPU 

- Pemeliharaan Jalan Anggrek – Jalan Seruni Kota Bima 

 

    

    

APBN/ 
APBD/ 
Swasta 

Kement.PU, 

Kement. 
perhub., 
Dishub, 
DisPU 

3. 

Program Pengembangan Jembatan             

a. Pembangunan jembatan Padolo III di Sungai 
Padolo  yang menghubungkan Amahami – 
Bina Baru – Pelabuhan Laut 

Kelurahan Paruga, 
Kelurahan Tanjung. 

 

    

    
APBN/ 
APBD/ 
Swasta 

Kement.PU, 
Kement. 
perhub., 
Dishub, 
DisPU 

b. pembangunan jembatan pada jalan-jalan 
baru yang melintasi sungai. 

Kota Bima 

 

    

    
APBN/ 
APBD/ 
Swasta 

Kement.PU, 
Kement. 
perhub., 
Dishub, 
DisPU 

4. 

Program Pengembangan Terminal dan Tempat Pemberhentian 
(Shelter/Halte) 

 
    

    
  

1 
Reklamasi Pantai Ni’u seluas 5 Ha untuk 
terminal 

Kecamatan Rasanae Barat 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kement.PU, 
Kement. 
perhub., 
Dishub, 
DisPU 

2 
Merelokasi terminal Dara dengan 
membangun terminal Tipe A di lingkungan 
Oi Niu Kelurahan Dara 

Kecamatan Rasanae Barat 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kement.PU, 
Kement. 
perhub., 
Dishub, 
DisPU 

3 
Revitalisasi dan pengembangan Terminal 
Jatibaru untuk mendukung pengembangan 
wilayah kota bagian Utara 

Kecamatan Asakota 

 

    

    
APBN/ 
APBD 

Kement.PU, 
Kement. 
perhub., 
Dishub, 



 

    

 112 

No
. 

Indikasi Program Strategis Lokasi 
Besaran 

(Rp) 

Waktu Pelaksanaan 

Sumber 
Dana 

Instansi 
Pelaksana 

PJM I 
PJM 

II 
PJM 
III 

PJM 
IV 

2011 2012 2013 2014 2015 
2016 
-2020 

2021 
-2025 

2026 
-2031 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1
3 

14 

DisPU 

4 

Merelokasi terminal tipe C Kumbe ke 

Kelurahan Lampe untuk mendukung 
pengembangan wilayah kota bagian Timur 

Kecamatan Rasanae 

Timur 

 

    

    

APBN/ 

APBD 

Kement.PU, 
Kement. 

perhub., 
Dishub, 
DisPU 

5 
Mengembangkan terminal bongkar muat 
barang 

Kecamatan Rasanae Barat 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kement.PU, 
Kement. 
perhub., 
Dishub, 
DisPU 

5. 

Program Pengembangan Rute/Trayek Angkutan  
 
 

    
    

  

1 

Mempertahankan rute/trayek Antar Kota 
Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota 
Dalam Provinsi (AKDP) dengan moda 
angkutan yang sudah beroperasi saat ini 

Kota Bima 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kement.PU, 
Kement. 
perhub., 
Dishub, 
DisPU 

2 

Mempertahankan trayek angkutan dalam 
kota yang sudah ada sekarang dan dengan 
menambah trayek angkutan dalam kota 
yang baru sesuai dengan perubahan 
hierarki jalan dan pemindahan lokasi 
terminal 

Kota Bima 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kement.PU, 
Kement. 
perhub., 
Dishub, 
DisPU 

3

. 

Mengembangkan trayek angkutan yang 

keluar kota 
Kota Bima 

 

    

    

APBN/ 

APBD 

Kement.PU, 
Kement. 

perhub., 
Dishub, 
DisPU 

4 
Menyediakan halte-halte angkutan umum 
dalam kota 

Kota Bima 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kement.PU, 
Kement. 
perhub., 
Dishub, 
DisPU 

6. Program Pengembangan Transportasi Laut             
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1 
Perluasan dan pengembangan pelabuhan 
bongkar muat dan pelabuhan rakyat di 
Kelurahan Tanjung 

Kecamatan Rasanae Barat 
 

    
    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU, Dinas PU  

2 

Peningkatan kelengkapan prasarana dan 

sarana pelabuhan laut, seperti 
pembangunan dan perluasan dermaga 
sandar, revitalisasi fasilitas bongkar muat 
barang dan  pergudangan, serta sarana 
prasarana penunjang lainnya 

Kecamatan Rasanae Barat 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU, Dinas PU  

3 
Mengembangkan alur pelayaran nasional 
dan regional 

Kecamatan Rasanae Barat 
 

    
    APBN/ 

APBD 
Kementerian 
PU, Dinas PU  

4 Mengembangkan rute wisata Kecamatan Rasanae Barat 
 

    
    APBN/ 

APBD 
Kementerian 
PU, Dinas PU  

5 

Mengembangkan alur pelayaran rakyat 
yang menghubungkan wilayah kota dengan 
wilayah – wilayah penyangganya di 
Kabupaten Bima 

Kecamatan Rasanae Barat 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU, Dinas PU  
 
 
 

B.2. Program Pengembangan Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan            

 

a 
Pengembangan sistem jaringan transmisi 
tenaga listrik 

 
 

    
    

  

- 

Meningkatkan kapsitas gardu induk yang 
terletak di kecamatan Asakota dan 
kecamatan Rasanae Barat untuk 
menyalurkan tenaga listrik antarsistem 

Kecamatan Rasanae Barat 

 

    

    
APBN/ 
APBD 

PLN 

- 

Meningkatkan kapasitas jaringan energi 

listrik dan gardu listrik pada kawasan 
pengembangan baru 

Kecamatan Asakota 

 

    

    
APBN/ 

APBD 
PLN 

- 
Memelihara jaringan kabel listrik secara 
berkala 

Kota Bima 
 

    
    APBN/ 

APBD 
PLN 

b Peningkatan distribusi listrik             

- 

Meningkatkan   jaringan energi listrik dari 
sumber pembangkit listrik di kawasan 
pengembangan baru, kawasan perdagangan 
dan jasa, kawasan industri, serta kawasan 

Kota Bima 

 

    

    

APBN PLN 
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pariwisata 

- 

Pengembangan jaringan tegangan tinggi 
(SUTT) yang tidak melewati kawasan 

perumahan dengan radius minimal 25 
meter 

Kota Bima 

 

    

    

APBN PLN 

- 
Meningkatkan daya dan kualitas pelayanan 
kelistrikan dengan adanya PLTU Bonto serta 
optimalisasi PLTD Niu dan PLTD Raba 

Kecamatan Rasanae 
Barat, Kecamatan Raba 
dan Kecamatan Rasanae 
Timur  

 

    

    

APBN PLN 

- 

Mengembangkan sumber energi baru 
terbarukan dengan memanfaatkan   energi 
gelombang di pesisir Pantai Teluk Bima, 
serta energi surya di seluruh wilayah Kota 

Kecamatan Asakota 

 

    

    

APBN PLN 

c Pengembangan Bahan Bakar Minyak dan Gas            

- 
Meningkatkan kualitas dan jangkauan 
pelayanan bahan bakar minyak dan gas 

Kecamatan Rasanae Barat 
 

    
    

APBN PLN 

- 
Memelihara depo bahan bakar minyak dan 
gas serta pengolahan migas (kilang) di 
Kelurahan Dara  Kecamatan  Rasanae Barat 

Kecamatan Rasanae Barat 
 

    
    

APBN PLN 

- 

Mempertahankan lokasi Depo minyak dan 
gas yang sudah ada sekarang dan 
menambah 2 Depo minyak dan gas dengan 
lokasi di Kecamatan Raba dan Kecamatan 
Rasanae Timur 

Kecamatan Rasanae 
Barat, Kecamatan Raba 
dan Kecamatan Rasanae 
Timur  

 

    

    

APBN PLN 

B.3.Program Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi            

 

a Peningkatan jaringan telepon kabel             

- 
Peningkatan kapasitas terpasang dan 
distribusi Sentral Telepon Otomat (STO) 

Tersebar di Kota Bima 
 

    
    

APBN Telkom 

- 
Pengembangan distribusi jaringan 
sambungan telepon dari STO ke pelanggan 

Tersebar di Kota Bima 
 

    
    

APBN Telkom 

- 
Pengembangan jaringan baru di seluruh 
wilayah Kota 

Tersebar di Kota Bima 
 

    
    

APBN Telkom 

- 
Pemasangan jaringan kabel telepon di 
bawah tanah yang terintegrasi dan terpadu 

Tersebar di Kota Bima 
 

    
    

APBN Telkom 
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dengan jaringan infrastruktur lainnya 
dalam kawasan perkotaan 

b Peningkatan Jaringan telepon Nirkabel             

- 

Menata menara telekomunikasi dan BTS 
(Base Transceiver Station) terpadu secara 
kolektif antar operator di seluruh 
Kecamatan yang lokasinya ditetapkan 
dengan Peraturan Walikota 

Tersebar di Kota Bima 

 

    

    

APBN Telkom 

- 
Mengembangkan teknologi telematika 
berbasis teknologi modern pada wilayah-
wilayah pusat pertumbuhan 

Tersebar di Kota Bima 
 

    
    

APBN Telkom 

- 
Peningkatan sistem informasi 
telekomunikasi pembangunan yang berbasis 
teknologi internet 

Tersebar di Kota Bima 
 

    
    

APBN Telkom 

B.4. Program Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kota            

 

a Konservasi Sumber Daya Air meliputi :             

 
1) Perlindungan dan pelestarian SDA 
2) Pengelolaan kualitas air; 
3) Pengendalian pencemaran air 

Kota Bima 
 

    
    

APBN/ 
APBD 

Kementrian 
PU, Dinas 
PU, BLH 

b 
Pendayagunaan Sumber Daya Air, 
meliputi : 

 
 

    
    

  

1 
Penataan, penyediaan, penggunaan, dan 
pengembangan air baku, terdiri atas : 

 
 

    
    

  

- 
Kerjasama terpadu pengadaan air baku 
antar wilayah melalui Sistem Pengelolaan 
Air Minum PDAM Bima 

Kota Bima 

 

    

    
APBN/ 
APBD 

Kementrian 
PU, Dinas 
PU, BLH, 

PDAM 

- 
Pemantapan air permukaan meliputi 
pengembangan kolam retensi untuk 
mendukung ketersediaan air baku 

Kota Bima 
 

    
    

APBN/ 
APBD 

Kementrian 
PU, Dinas 
PU, BLH 

- 
Pengaturan pemanfaatan air tanah pada 
wilayah kota secara berkelanjutan 

Kota Bima 
 

    
    

APBN/ 
APBD 

Kementrian 
PU, Dinas 
PU, BLH 

2 
Pengembangan system jaringan irigasi, 
terdiri atas : 
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- 

Pelayanan irigasi melayani areal pertanian 
yang ditetapkan sebagai budidaya tanaman 
pangan berkelanjutan dan areal pertanian 
hortikultura yang ditetapkan berdasarkan 

rencana pola ruang 

Kecamatan Rasanae 
Timur 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementrian 
PU, Dinas 
PU, BLH 

- Pelayanan irigasi melayani  

Kelurahan Dodu, 
Kelurahan Lampe, 
Kelurahan Kodo, 
Kelurahan Nungga, 
Kelurahan Rite, 
Kelurahan Jatibaru, 
Kelurahan Rabangodu 
Selatan, Kelurahan Panggi  

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementrian 
PU, Dinas 
PU, BLH 

- 

Pemeliharaan, peningkatan pelayanan dan 
efektivitas pengelolaan air pada sistem 
prasarana irigasi untuk memelihara 
ketersediaan air 

Kecamatan Rasanae 
Timur 

 

    

    
APBN/ 
APBD 

Kementrian 
PU, Dinas 
PU, BLH 

c Pengendalian Daya Rusak Air, meliputi :             

1 
Pengembangan sistem pengendalian banjir, 
terdiri atas 

 
 

    
    

  

- 

Normalisasi aliran sungai-sungai utama, 
yaitu Sungai Lampe, Sungai Padolo, Sungai 
Melayu, dan Sungai Jatibaru beserta anak-
anak sungainya yang sekaligus berfungsi 
sebagai drainase primer 

Kecamatan Rasanae 
Barat, Kecamatan Asakota 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementrian 
PU, Dinas 
PU, BLH 

- 
Pengembangan kolam retensi untuk 
menampung dan menghambat kecepatan 
aliran air hujan  

di Kelurahan Rontu, 

Kelurahan Penanae, 
Kelurahan Monggonao, 
Matakando dan Kelurahan 
Jatibaru  

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementrian 
PU, Dinas 
PU, BLH 

- 
Membatasi kegiatan fisik dan/atau non fisik 
pada hulu dan hilir wilayah sungai 

Kota Bima 
 

    
    

APBN/ 
APBD 

Kementrian 
PU, Dinas 
PU, BLH 

- 
Pemulihan fungsi lingkungan hidup dan 
sistem prasarana sumberdaya air 

Kota Bima 
 

    
    APBN/ 

APBD 
Kementrian 
PU, Dinas 
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PU, BLH 

2 
Pengembangan sistem pengamanan pantai 
adalah dengan melakukan pengurangan 

laju angkutan sedimen sejajar pantai 

Kota Bima 
 

    
    

APBN/ 

APBD 

Kementrian 
PU, Dinas 

PU, BLH 

B.5. Program Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Air Minum            

 

a 
Pengembangan kapasitas terpasang pada 
sistem penyediaan air minum, meliputi 

Kota Bima 
 

    
    

  

1 Penambahan jaringan prasarana perpipaan Kota Bima 
 

    
    

APBN/ 
APBD 

Kementrian 
PU, Dinas 
PU,PDAM 

2 
Pembuatan sumur dan/atau pompa untuk 
kegiatan non perumahan yang belum 
terlayani oleh prasarana perpipaan 

Kota Bima 
 

    
    

APBN/ 
APBD 

Kementrian 
PU, Dinas 
PU,  

3 

Pencegahan pengambilan air tanah secara 
berlebihan serta pengaturan pemanfaatan 
air sungai sebagai salah satu sumber air 
minum 

Kota Bima 

 

    

    
APBN/ 
APBD 

Kementrian 
PU, Dinas 
PU, 

4 
Penyediaan air baku yang berasal dari air 
tanah dilakukan sesuai ketentuan 
perundangan yang berlaku 

Kota Bima 
 

    
    

APBN/ 
APBD 

Kementrian 
PU, Dinas 
PU, 

b 
Pemerataan jaringan distribusi ke 
pelanggan, meliputi; 

 
 

 
    

    
  

 

1 
Pemeliharaan pelayanan jaringan distribusi 
yang telah ada 

Kota Bima 
 

    
    

APBN/ 
APBD 

Kementrian 
PU, Dinas 
PU 

2 
Pengembangan jaringan distribusi baru 
pada seluruh wilayah kota 

Kota Bima 
 

    
    

APBN/ 
APBD 

Kementrian 
PU, Dinas 
PU, 

3 
Penyebaran hidran-hidran umum pada 
seluruh wilayah kota 

Kota Bima 
 

    
    

APBN/ 
APBD 

Kementrian 
PU, Dinas 
PU, 

4 
Pengaturan pengambilan air tanah secara 
berlebihan serta pemanfaatan air sungai 

Kota Bima 
 

    
    

APBN/ 
APBD 

Kementrian 
PU, Dinas 
PU, 
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B.6.Program Pengembangan Sistem Persampahan Kota 
 

  
 
 

 
    

  

 

a 
Penambahan unit Tempat Penampungan 

Sementara (TPS) berupa kontainer 
Kota Bima 

 
    

    
APBN/ 

APBD 

Kementrian 
PU, Dinas 

Kebersihan. 

b 
Peningkatan intensitas sarana 
pengangkutan dan perluasan jangkauan 
pelayanan 

Kota Bima 

 

    

    

APBN
/APB
D 

Kementri

an PU, 
Dinas 
Kebersiha

n. 

c 

Pengembangan dan pengelolaan Tempat 
Pemrosesan Akhir (TPA) Kelurahan Oi Fo’o 
sampai dengan beroperasinya Tempat 
Pemrosesan Akhir (TPA)  Regional di  
Kecamatan Woha Kabupaten Bima 

Kecamatan Rasanae 
Timur 

 

    

    

APBN
/APB

D 

Kementri

an PU, 
Dinas 

Kebersiha
n. 

d 
Memilah jenis sampah organik dan 
anorganik untuk dikelola melalui konsep 
3R (Reduce, Recycle, Reuse) 

Kota Bima 

 

    

    
APBN

/APB
D 

Kementri

an PU, 
DinasKeb

ersihan 

e 
Meningkatkan peran masyarakat dalam 
menjaga kebersihan lingkungan 

Kota Bima 

 

    

    

APBN
/APB
D 

Kementri

an PU, 
Dinas 
Kebersiha

n. 

f 
Penyusunan aturan-aturan yang tegas 
mengenai pembuangan sampah 

Kota Bima 

 

    

    
APBN
/APB

D 

Kementri

an PU, 
Dinas 
Kebersiha
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n. 

B.7. Program Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Kota            

 

a 

Mengembangkan jaringan air limbah 
komunal setempat yang dikelola oleh 
masyarakat dan/atau kerjasama dengan 
pihak lain 

Kota Bima 

 

    

    

APBN
/APB

D 

Kementri

an PU, 
Dinas 

Kebersiha
n, BLH 

b 

Mengembangkan tangki septik secara 
kolektif pada kawasan perumahan tipe kecil 
serta tangki septik secara individu pada 
kawasan perumahan tipe sedang dan tipe 
besar 

Kota Bima 

 

    

    
APBN
/APB

D 

Kementri
an PU, 
Dinas 

Kebersiha
n, BLH 

B.8. Program PengembanganSarana dan Prasarana Pejalan Kaki             

 

a 

Penyediaan sarana dan prasarana pejalan 
kaki dan sepeda dilakukan di Jalan Sultan 
Salahuddin, Jalan Sultan Kaharudin, Jalan 
Martadinata, Jalan Soekarno Hatta, Jalan 
Gajah Mada, Jalan Sudirman, Jalan 
Kedondong, Jalan Blimbing, Jalan Gatot 
Subroto, Jalan Ir. Sutami, Jalan Pelita 
Sambinae, Jalan Seruni, Jalan Anggrek, 

Jalan Datuk Dibanta, Jalan Pangeran 

Diponegoro, Jalan Jenderal Sudirman dan  
Jalan Patimura 

Kecamatan Rasanae 
Barat, Kecamatan 
Mpunda, Kecamatan 
Raba, Kecamatan Rasanae 
Timur 

 

    

    

APBN

/APB
D 

Kementer
ian 
PU,Dinas 

PU, 

b 

Menata jalur pejalan kaki sesuai dengan 
standar keamanan dan kenyamanan pada 
trotoar untuk memperkecil konflik antara 
pejalan kaki dengan kendaraan bermotor 

Kecamatan Rasanae 
Barat, Kecamatan 
Mpunda, Kecamatan 
Raba, Kecamatan Rasanae 
Timur 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU 
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c 
Menetapkan dimensi jalur pejalan kaki pada 
trotoar sesuai dengan fungsi jalan 

Kecamatan Rasanae 
Barat, Kecamatan 
Mpunda, Kecamatan 
Raba, Kecamatan Rasanae 

Timur 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU 

d 
Menyediakan jalur jalan sepeda yang dapat 
digabung dengan jalur pejalan kaki dengan 
dimensi yang ditentukan sesuai kebutuhan 

Kecamatan Rasanae 
Barat, Kecamatan 
Mpunda, Kecamatan 
Raba, Kecamatan Rasanae 
Timur 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU 

e 

Merencanakan jalur pejalan kaki yang 

melintasi jalur jalan kendaraan pada titik 
terdekat yang dilengkapi dengan rambu lalu 
lintas dan marka jalan 

Kecamatan Rasanae 

Barat, Kecamatan 
Mpunda, Kecamatan 
Raba, Kecamatan Rasanae 
Timur 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU 

f 
Menyediakan jalur pejalan kaki di kawasan 
sempadan sungai 

Kecamatan Rasanae 
Barat, Kecamatan 
Mpunda, Kecamatan 
Raba, Kecamatan Rasanae 
Timur 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU 

B.9. Program Pengembangan Sistem Drainase             

 

a 
Penyediaan saluran drainase pada kawasan 
terbangun dan kawasan rawan genangan 

Kota Bima 
 

    
    APBN/ 

APBD 
Kementerian 
PU,Dinas PU 

b 
Pengembangan dan penataan sistem aliran 
Sungai Melayu, Sungai Padolo, Sungai 

Romo sebagai saluran utama 

Kecamatan Rasanae 
Barat, Kecamatan 
Mpunda, Kecamatan 

Raba, Kecamatan Rasanae 
Timur 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU 

c 

Pengembangan sistem pengendalian banjir 
lintas kota-kabupaten dari hilir-hulu di 
bawah koordinasi Balai Wilayah Sungai 
(BWS) Provinsi NTB untuk sungai yang 
sering menimbulkan banjir di wilayah Kota 

Kota Bima 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU 

d 
Normalisasi sungai di kawasan perumahan 
atau pusat kegiatan dengan cara 

Kota Bima 
 

    
    APBN/ 

APBD 
Kementerian 
PU,Dinas PU 
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pengerukan pada sungai yang dangkal, 
pelebaran sungai, serta pengamanan di 
kawasan sepanjang sempadan sungai 

e 

Normalisasi saluran yang sudah tidak 

mampu menampung air hujan maupun air 
limbah dengan memperlebar saluran 
dan/atau memperdalam dasar saluran 

Kota Bima 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU 

f 

Membangun tanggul-tanggul beberapa 
sungai yang dekat dengan perumahan 
penduduk sesuai tinggi elevasi yang 
dianjurkan 

Kota Bima 

 

    

    
APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU 

g 
Membatasi kegiatan budidaya terbangun 
pada hulu sungai secara ketat 

Kota Bima 
 

    
    APBN/ 

APBD 
Kementerian 
PU,Dinas PU 

h 

Pembangunan saluran drainase permanen 
pada kawasan perumahan padat dengan 
menerapkan konsep gravitasi dan mengikuti 
bentuk kontur alam 

Kota Bima 

 

      

  
APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU 

i 

Menyediakan ruang yang memadai pada 
kanan-kiri saluran drainase untuk kegiatan 
perawatan dan pemeliharaan saluran secara 
berkala 

Kota Bima 

 

    

    
APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU 

J 

Pengembangan jaringan drainase sistem 

tertutup di kawasan perkantoran, kawasan 
perdagangan dan jasa, kawasan industri, 
jalan-jalan utama, dan kawasan yang 
mempunyai lebar jalan yang kecil 

Kota Bima 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU 

k 
Pengembangan jaringan drainase sistem 
terbuka di kawasan perumahan dan di 
sepanjang jaringan jalan 

Kota Bima 
 

    
    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU 

l 

Membangun sistem drainase tertutup dan 
terbuka pada kanan-kiri jalan dengan arah 
pengaliran disesuaikan dengan kondisi 
topografi setempat 

Kota Bima 

 

    

    
APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU 

B.10. Program Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana 
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14 

 

a
. 

Mengembangkan jalur-jalur evakuasi untuk 
menjauhi lokasi-lokasi genangan dan 
bencana banjir  yang melalui Jalan Jenderal 
Sudirman (dari Terminal Dara menuju Dana 

Taraha) – Jalan Pelita Sonco Tengge 
Sambinae, Jalan Gatot Subroto Kelurahan 
Santi, Jalan Soekarno Hatta, Jalan Gatot 
Subroto Kelurahan Sambinae, Jalan Ir. 
Sutami serta jalur-jalur evakuasi yang 
mengarah ke utara melalui Jalan Melayu – 
Kolo 
 

Kecamatan Rasanae 
Barat, kecamatan 
Mpunda. 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
sosial, Dinas 
Sosial 

b

. 

Mengembangkan jalur-jalur evakuasi 
bencana gelombang pasang/tsunami dan 
abrasi pantai yang mengarah ke timur 
melalui Jalan Pelita Sonco Tengge, Jalan 

Jend. Sudirman Danataraha, Jalan Gatot 
Subroto,  dan jalan di sepanjang pesisir 
pantai 

Kecamatan  Rasanae 
Barat, Kecamatan 

Mpunda. 

 

    

    

APBN/ 

APBD 

Kementerian 
sosial, Dinas 

Sosial 

c
. 

Mengembangkan jalur-jalur evakuasi 
bencana gempa bumi pada setiap ruas jalan 
di wilayah Kota 
 
 

Kota Bima 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
sosial, Dinas 
Sosial 

PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH 
 

           

 

1. Pengelolaan Kawasan Resapan Air             

a. 

Pemberian dukungan terhadap siklus 
hidrologi, seperti pengembangan tanaman 
keras atau tahunan yang memiliki akar 
yang berfungsi menyimpan air 

Kota Bima 

 

    

    
APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU 

b. 

Pengawasan dan pengendalian pada 
kawasan resapan air melalui pemberian 
wewenang dan tanggungjawab kepada 
pemerintahan kecamatan dan kelurahan, 

Kota Bima 

 

    

    
APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU 
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pada wilayah terkait kawasan resapan air. 

c. 

Pencegahan kegiatan budidaya yang 
menurut Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan dapat mengganggu fungsi 
lindung 

Kota Bima 

 

    

    
APBN/ 

APBD 

Kementerian 

PU,Dinas PU 

d. 
Mengembalikan fungsi sebagai kawasan 
lindung secara bertahap apabila kawasan 
resapan air mengalami kerusakan 

Kota Bima 
 

    
    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU 

 

2. Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai             

a. 
Penguasaan kawasan sempadan sungai oleh 
pemerintah dengan batas antara 3 - 10 
meter dan diperkuat statusnya 

Kota Bima 
 

    
    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU 

b. 

Perwujudan lahan-lahan sempadan sungai 
dapat dilakukan dengan cara partisipatif 
masyarakat, atau penertiban terutama di 
kawasan yang membahayakan 
kelangsungan penduduk yang tinggal di 
sekitarnya 

Kota Bima 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU 

c. 
Pengawasan dan pengendalian terhadap 
kawasan sempadan sungai yang telah 
dikuasai pemerintah 

Kota Bima 
 

    
    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU 

d. 

Kawasan sempadan sungai yang dikuasai 
oleh masyarakat dapat dilakukan dengan 
cara penggantian sesuai dengan 
kesepakatan 

Kota Bima 

 

    

    
APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU 

e. 
Pembangunan jalan inpeksi untuk 
pemeliharaan sempadan sungai 

Tersebar di Kota Bima 

 

    

    
APBN/ 
APBD 

Kemen PU, 
Bappenas, 
Dinas PU, 
Bappeda 

 

3. Pengelolaan Kawasan Sempadan Pantai             

a. 
Penguasaan kawasan sempadan pantai oleh 
pemerintah dengan batas antara 10 - 100 
meter dan diperkuat statusnya 

Kota Bima 
 

    
    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU 
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b. 

Perwujudan lahan-lahan sempadan pantai 
dilakukan dengan cara partisipatif 
masyarakat atau penertiban terutama di 
kawasan yang membahayakan 

kelangsungan penduduk yang tinggal di 
sekitarnya 

Kota Bima 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU 

c. 
Peningkatan keanekaragaman jenis 
tanaman dengan tanaman tahunan yang 
berakar panjang 

Kota Bima 
 

    
    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU 

d. 
Sosialisasi perwujudan kawasan Sempadan 
Pantai 

Kota Bima 
 

    
    APBN/ 

APBD 
Kementerian 
PU,Dinas PU 

e. 

Pengaturan penempatan bangunan-
bangunan perlindungan terhadap rawan 
bencana gempa dan atau gelombang 
tsunami 

Kota Bima 

 

        
APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU 

f. 
Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan 
Sekitar Pantai 

Kota Bima 

 

    

    
APBN/ 
APBD 

Kemen PU, 
Bappenas, 
Dinas PU, 
Bappeda 

 g. 
Pembangunan jalan inpeksi untuk 
pemeliharaan sempadan pantai 

Kota Bima 

 

    

    
APBN/ 
APBD 

Kemen PU, 
Bappenas, 
Dinas PU, 
Bappeda 

 

4. Pengelolaan Kawasan Mata Air             

Pengelolaan Kawasan Mata Air dilakukan ke 
seluruh kawasan mata air yang berada pada 

radius minimum 25 - 100 meter dari titik mata 
air 

Kelurahan Rontu, 
Kelurahan Nungga, 

Kelurahan Dara. 

 

    

  
 

  
APBN/ 

APBD 

Kementerian 

PU,Dinas PU 

 

5. Upaya Mitigasi Bencana Alam             

a. 
Penyuluhan kepada masyarakat mengenai 
mitigasi dan penanggulangan bencana 

Kota Bima 
 

    
    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
sosial, Dinas 
Sosial 

b. 
Pengembangan organisasi masyarakat yang 
siap dan siaga terhadap kemungkinan 
terjadinya bencana 

Kota Bima 
 

    
    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
sosial, Dinas 
Sosial 
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c. Pengendalian kawasan rawan bencana Kota Bima 
 

    
    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
sosial, Dinas 
Sosial 

 d. 

Reboisasi Kawasan Rawan Bencana Alam 

di kawasan rawan longsor dan gelombang 
tsunami 

Kota Bima 

 

    

    
APBN/ 
APBD 

Kementerian 

PU, Dinas 
PU, Dishut 

 

6.  Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya             

a. 
Mempertahankan dan menjaga kelestarian 
Kawasan Cagar Budaya 

Kelurahan Sarae, 
Kelurahan Paruga dan 
keleurahan Dara 

 
    

    
APBD 

Dinas 
Tatakota, 
Dinas PU 

b. 
Pembangunan infrastruktur di sekitar 
kawasan cagar budaya untuk menjaga 
kelestariannya 

Kelurahan Sarae, 
Kelurahan Paruga dan 
keleurahan Dara 

 
    

    
APBD 

Dinas 
Tatakota, 
Dinas PU 

 c. 

Mempertegas batas-batas dan memberikan 
batasan fisik pada kawasan Konservasi dan 
cagar Budaya, seperti pembangunan pagar, 
dan tanda atau papan informasi 

 

 

    

    

APBD 
Dinas 
Tatakota, 
Dinas PU 

 

7. Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka 
Hijau (RTH) 

 
 

    
    

  

a. 

Pengembangan ruang terbuka hijau Kota 
Bima sebesar 20% dari luas Kota Bima 
untuk ruang terbuka publik berupa taman, 
lapangan olah raga, lapangan bermain 

Tersebar di Kota Bima 

 

    

    

APBD 
Dinas 
Pertamanan 

b. 

Optimalisasi ruang terbuka hijau sebagai 
pemenuhan ruang terbuka hijau privat 
dengan tutupan vegetasi sebesar 10% dari 

total luas Kota Bima 

Tersebar di Kota Bima 

 

    

    

APBD 
Dinas 
Pertamanan 

c. 

Penyusunan Peraturan Pelimpahan 
penguasaan dan atau memberikan 
Kewenangan dalam pengawasan dan 
pengendalian kawasan lindung pada 
masyarakat, Lembaga Non Pemerintah 

Tersebar di Kota Bima 

 

    

    

APBD 
Dinas 
Pertamanan 

 d. Sosialisasi perwujudan Kawasan Lindung Tersebar di Kota Bima 
 

    
    

APBD 
Badan 
pengawasan 
daerah 
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 e. 

Pembentukan lembaga/tim khusus yang 
melibatkan seluruh komponen masyarakat, 
swasta dan pemerintah di semua tingkatan 
pemerintahan 

Tersebar di Kota Bima 

 

    

    

APBD 
Badan 
pengawasan 
daerah 

B..Perwujudan Kawasan Budidaya            

 
1. Pengembangan Kawasan Hutan Produksi  

 

    

    
APBN/ 
APBD 

Kementerian 
Kehutanan, 
Dinas 
Kehutanan 

a. 

Pemanfaatan hutan produksi ditujukan 
untuk kesinambungan  produksi dengan 
memperhatikan kualitas lingkungan melalui 
pencegahan  kerusakan tanah dan 
penurunan kesuburan tanah, 
mempertahankan bentang alam serta 
menjaga ketersediaan air 

Kota Bima 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
Kehutanan, 
Dinas 
Kehutanan. 

b. 

Pengembangan  kegiatan  budidaya  hutan  
yang  dapat  mendorong terwujudnya  
kegiatan industri pengolahan hasil hutan, 
dengan pengembangan jenis tanaman  
hutan industri melalui pembangunan HTR, 
HTI, HKm, HTHR, Hutan Desa Restorasi 
Ekosistem dan program lainnya. 

Kota Bima 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
Kehutanan, 
Dinas 
Kehutanan. 

c.  

Penggunaan kawasan hutan produksi 
untuk kegiatan di luar budidaya hutan  dan  

hasil hutan yang penggunaannya untuk 

kepentingan umum dan bersifat strategis,  
dilakukan dengan memperhatikan asas 
konservasi tanah dan air serta 
mempertimbangkan luas dan jangka waktu 

Kota Bima 

 

    

    

APBN/ 

APBD 

Kementerian 
Kehutanan, 

Dinas 
Kehutanan. 

d. 
Percepatan  rehabilitasi  kawasan hutan 
produksi yang  mempunyai  tingkat  
kerapatan  tegakan rendah 

Kota Bima 

 

    

    
APBN/ 
APBD 

Kementerian 
Kehutanan, 
Dinas 
Kehutanan. 

 2. Pengembangan Kawasan Peruntukan Perumahan            
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No
. 

Indikasi Program Strategis Lokasi 
Besaran 

(Rp) 

Waktu Pelaksanaan 

Sumber 
Dana 

Instansi 
Pelaksana 

PJM I 
PJM 

II 
PJM 
III 

PJM 
IV 

2011 2012 2013 2014 2015 
2016 
-2020 

2021 
-2025 

2026 
-2031 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1
3 

14 

a. 

Pengembangan kegiatan perumahan dengan 
kepadatan tinggi dilakukan pada sekitar 
kawasan pusat kota atau pusat pelayanan 
kota 

Kota Bima 

 

    

    
APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU 

b. 
Pengembangan kegiatan perumahan dengan 
kepadatan rendah dilakukan pada kawasan 
pinggiran kota 

Kota Bima 
 

    
    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU 

c. 

Pembangunan Kasiba (kawasan siap 
bangun) dan Lisiba (lahan siap bangun) di 
daerah yang belum terbangun dengan 
mempersiapkan lahan siap bangun dan 

pembuatan prasarana perumahan 
pendukungnya seperti jalan lingkungan, 
prasarana air bersih dan/atau limbah, 
jaringan telekomunikasi, dan penerangan 

Kota Bima 

 

    

    

APBN/ 

APBD 

Kementerian 

PU,Dinas PU 

d. 

Kegiatan perdagangan dan jasa dan 
pelayanan yang ada di kawasan perumahan 
harus dibatasi untuk skala pelayanan 
lingkungan 

Kota Bima 

 

    

    
APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU 

e. 

Kegiatan perdagangan dan jasa dan 
pelayanan yang ada di kawasan perumahan 
harus menyediakan lahan parkir, 
setidaknya sama dengan luas bangunan 
yang digunakan untuk kegiatannya 

Kota Bima 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU 

f. 
Merelokasi kampung di Wadu Mada Masa, 
kelurahan Oi Fo’o 

Kecamatan Rasanae 
Timur 

 
    

    APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU 

 

3. Pengembangan Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa            

a. 
Reklamasi terbatas pantai Amahami dan 
Bina Baru 

 
 

    
    

  

b. 
Pengembangan kawasan perdagangan dan 
jasa dengan konsep superblok di 
lingkungan Bina Baru Kelurahan Dara 

Kecamatan Rasanae Barat 
 

    
    

APBN/ 
APBD 

Dinas Tata 
Kota, Dinas 
PU 

c. 
Penyediaan ruang parkir yang memadai 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada 
kegiatan perdagangan dan jasa 

Kecamatan Rasanae 
Timur, Kecamatan Raba, 
Kecamatan Rasanae Barat 

 
    

    
APBN/ 
APBD 

Dinas Tata 
Kota, Dinas 
PU 
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3 

14 

d. 
Pembuatan aturan pemasangan iklan luar 
ruang 

Kota Bima 
 

    
    

APBN/ 
APBD 

Dinas Tata 
Kota, Dinas 
PU 

e. 

Pengembangan perdagangan dengan 

komoditi yang diproduksi kegiatan industri 
yang ada dan mendukung sektor pertanian 
di sekitar Kota 

Kota Bima 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Dinas Tata 
Kota, Dinas 
PU 

f. 
Penyediaan areal parkir yang memadai dan 
tidak menimbulkan kemacetan arus lalu 
lintas 

Tersebar di Kota Bima 
 

    
    

APBN/ 
APBD 

Dinas Tata 
Kota, Dinas 
PU 

 

g. 
Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) 
minimal 30% (tigapuluh persen) pada 
kawasan perdagangan dan jasa 

Tersebar di Kota Bima 
 

    
    

APBN/ 
APBD 

Dinas Tata 
Kota, Dinas 
PU 

h
. 

Penyediaan jaringan prasarana wilayah kota 
meliputi jaringan energi/kelistrikan, 
jaringan hidran, jaringan telekomunikasi, 
jaringan air limbah, jaringan persampahan, 
dan jaringan drainase secara memadai 

Tersebar di Kota Bima 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Dinas Tata 
Kota, Dinas 
PU 

i. Penyediaan instalasi pengolahan limbah Tersebar di Kota Bima 
 

    
    

APBN/ 
APBD 

Dinas Tata 
Kota, Dinas 
PU 

j. 

Untuk kegiatan perdagangan dan jasa skala 
regional diarahkan ke kelurahan Paruga, 
Kelurahan Dara, Kelurahan Sarae dan 
Kelurahan Tanjung 

Kecamatan Rasanae Barat 

 

    

    
APBN/ 
APBD 

Dinas Tata 
Kota, Dinas 
PU 

k. 

Untuk kegiatan perdagangan dan jasa skala 

lokal diarahkan ke Kelurahan Nae, 
Kelurahan Monggonao, Kelurahan 
Sambinae, Kelurahan Penaraga, Kelurahan 
Rabangodu Utara 

Kecamatan Raba, 
Kecamatan Mpunda, 
Kecamatan Rasanae Barat 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Dinas Tata 
Kota, Dinas 
PU 

 

4. Pengembangan Kawasan Peruntukan Perkantoran            

a 
Mempertahankan fungsi kawasan 
Perkantoran Pemerintah dan swasta 

Kota Bima 
 

    
    APBN/ 

APBD 
Kementerian 
PU,Dinas PU 
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Sumber 
Dana 

Instansi 
Pelaksana 
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1
3 

14 

b, 

Mengembangkan kawasan perkantoran di 
Kelurahan Penatoi, Kelurahan Sadia, 
Kelurahan Lewirato, Kelurahan Rabangodu 
Selatan, kelurahan Rabangodu Utara, 

Kelurahan Manggemaci, Kelurahan Paruga, 
dan Kelurahan Dara 

Kecamatan Raba, 
Kecamatan Mpunda, 

Kecamatan Rasanae Barat 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU 

 

5. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri            

a
. 

Pengembangan industri bernilai ekonomi 
tinggi dan tidak mengganggu lingkungan 

Kota Bima 
 

    
    APBN/ 

APBD 
Kementerian 
PU,Dinas PU  

b. 

Prioritas pengembangan industri 
pengolahan pada komoditas barang 
setengah jadi sehingga dapat 
membangkitkan tenaga kerja dalam jumlah 
yang relatif besar 

Kota Bima 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU  

c. 

Pemanfaatan teknologi industri tepat guna 
yang menekankan pada pemanfataan 
teknologi yang memperhatikan kemampuan 
produksi lokal, tenaga kerja lokal dan modal 

Kota Bima 

 

    

    
APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU  

d. 

Melakukan kegiatan Kajian Penataan Ruang 
Peruntukan Industri seperti pembuatan 
peta lokasi potensi industri kecil, 
perencanaan relokasi potensi industri kecil, 
pembinaan dan pengembangan industri 
kecil menengah serta promosi investasi bagi 
pengembangan industri pertanian dan 
penanggulangan pencemaran industry 

Tersebar di Kota Bima 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU  

 

e. 
Pengembangan infrastruktur penunjang, 
seperti jalan, air, dan bangunan penunjang 
lainnya 

Kota Bima 
 

    
    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU  

f. 
Pembuatan Rencana Detail Kawasan 
Industri khusus untuk industri yang 
menimbulkan dampak penting 

Kota Bima 
 

    
    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU  

g. 
Industri menengah berupa industri Marmer 
dapat dilakukan Kelurahan Oi Fo’o dan 
sekitarnya, dan industri kecil berupa 

Kecamatan Rasanae 
Timur 

 
    

    
APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU  
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1
3 

14 

industri tenunan tradisional berlokasi di 
Kelurahan Rabadompu barat, Kelurahan 
Rabadompu Timur, Kelurahan Kumbe dan 
didukung oleh kegiatan industri tenun di 

seluruh kelurahan di Kota 

 6. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata 
 

 
    

    
  

a. 
Penataan kawasan destinasi pariwisata di 
Kota Bima (pantai Niu-Lawata-Amahami) 

Kecamatan Rasanae Barat 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
Pariwisata 
dan EK, 
Dinas 

Pariwisata 

b. 
Reklamasi terbatas pantai Niu-Amahami 
untuk pengembangan kawasan wisata 
pantai 

 
 

    
    

  

c. 
Mempertahankan budaya lokal dan 
bangunan bersejarah yang ada 

Kecamatan Rasanae Barat 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
Pariwisata 
dan EK, 
Dinas 
Pariwisata 

d. 

Pengembangan pemasaran dan promosi 
pariwisata di Kota Bima melalui pengadaan 
sarana promosi dan sistem informasi 
pariwisata, pameran, pentas seni, festival 
budaya, serta acara kepariwisataan lainnya 

Kecamatan Rasanae Barat 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
Pariwisata 
dan EK, 
Dinas 
Pariwisata 

e. 
Pengembangan program paket-paket 
pariwisata yang sudah ada dan yang akan 
dikembangkan di Kota Bima 

Kota Bima 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 

Pariwisata 
dan EK, 
Dinas 
Pariwisata 

f. 
Membangkitkan industri pariwisata di Kota 
Bima dalam upaya menarik investor 

Kota Bima 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
Pariwisata 
dan EK, 
Dinas 
Pariwisata 
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3 

14 

g. 
Pembangunan infrastuktur pendukung 
untuk mempermudah jangkauan terhadap 
destinasi pariwisata 

Kota Bima 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
Pariwisata 
dan EK, 
Dinas 

Pariwisata 

h
. 

Penyusunan Rencana Induk dan DED 
(Detail Engineering Design) untuk kawasan 
pariwisata 

Kecamatan Rasanae Barat 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
Pariwisata 
dan EK, 
Dinas 
Pariwisata 

 

7. Pengembangan Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Kegiatan Sektor 

Informal 

 
    

    
  

a. 
Penyediaan ruang parkir yang memadai 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada 
kawasan dengan kegiatan sektor informal 

Kota Bima 
 

    
    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU  

b. 

Pengembangan  kawasan peruntukan ruang 
bagi kegiatan sektor informal dilakukan di 
areal rekreasi sepanjang pantai Niu-Lawata-
Amahami Kelurahan Dara, taman lapangan 
Pahlawan Raba, Kompleks Paruga Nae, 
Jalan Sulawesi, Jalan Flores, Jalan Sultan 
Kaharuddin, Jalan Sultan Salahuddin, 
Jalan Mujair, Jalan Wolter Monginsidi, 
Jalan Martadinata, Jalan Gadjah Mada 

Kota Bima 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU  

c. 
Pembuatan aturan pemasangan iklan luar 
ruang 

Kota Bima 
 

    
    APBN/ 

APBD 
Kementerian 
PU,Dinas PU  

 

8. Pengembangan Kawasan Peruntukan Ruang Terbuka Non Hijau 
 

 
    

    
  

a. Penyediaan RTNH pekarangan dilakukan 
pada masing-masing pekarangan selain 
lahan di luar bangunan baik untuk 
pekarangan perumahan ataupun non 
perumahan 

Kota Bima 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU  

b. Penyediaan RTNH wilayah kota berupa 
lahan parkir pada kawasan perdagangan 

Kota Bima 
 

    
    APBN/ 

APBD 
Kementerian 
PU,Dinas PU  
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dan kawasan umum lainnya, serta areal di 
sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi 
(SUTT) 

 

 9. Pengembangan Kawasan Peruntukan Ruang Evakuasi Bencana. 
 

 
    

    
  

a. 

Pengembangan ruang evakuasi bencana 
banjir pada kawasan pinggir sungai berupa 
bangunan fasilitas umum, ruang 
serbaguna, kantor kelurahan dan bangunan 
lain yang memungkinkan untuk 

menampung korban bencana 

Kota Bima 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU  

b. 

Pengembangan ruang evakuasi bencana 
gelombang pasang/tsunami pada kawasan 
pesisir pantai Kota  di Paruga Nae dan 
Lapangan Sambinae 

Kota Bima 

 

    

    
APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU  

c. 
Pengembangan ruang evakuasi bencana 
gempa bumi dilakukan pada 

Kota Bima 
 

    
    APBN/ 

APBD 
Kementerian 
PU,Dinas PU  

1. 

Bagian timur (Kecamatan Rasanae Timur) di 
Lapangan Lampe dan Lapangan Kodo, 
Kecamatan Raba di lapangan Pahlawan 
Raba serta bangunan lainnya yang 
memungkinkan untuk menampung korban 
bencana) 

Kecamatan Rasanae 
Timur 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU  

 

2. 

Bagian tengah (Kecamatan Mpunda) di 
Lapangan SMK 2 Kota Bima, Lapangan 

Kantor Walikota Bima, dan bangunan 
sosial, serta bangunan lain yang 
memungkinkan untuk menampung korban 
bencana 

Kecamatan Mpunda 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU  

3. 

Bagian barat (Kecamatan Rasanae Barat)  di 
Gedung Paruga Nae dan Stadion 
Manggemaci dan Kecamatan Asakota di 
Lapangan SPMA, bangunan sosial, dan 
bangunan lain yang memungkinkan untuk 

Kecamatan Rasanae Barat 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU  
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menampung korban bencana 

d. 

Pengembangan ruang evakuasi bencana 
kebakaran pada kawasan padat dilakukan 

di bangunan fasilitas umum, ruang 
serbaguna kantor kelurahan, dan  
bangunan lain yang memungkinkan untuk 
menampung korban bencana 
 

Kecamatan Rasanae Barat 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU  

 

10. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pendidikan            

a. 

Pengembangan kawasan peruntukan 
pendidikan dilakukan untuk melayani 
kebutuhan pendidikan dasar, pendidikan 
menengah, dan pendidikan tinggi skala 
regional, dan lokal 

Kota Bima 

 

  

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU 

b. 

Pengembangan kawasan peruntukan 
pendidikan tinggi dilakukan di Kelurahan 
Mande, Kelurahan Sadia, kelurahan 
Sambinae, Kelurahan Santi, dan Kelurahan 
Sarae, Kelurahan Rabangodu Utara 

Kecamatan Mpunda 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU 

 

11. Pengembangan Kawasan Peruntukan Kesehatan            

a 

Pengembangan kawasan peruntukan 

kesehatan dilakukan untuk melayani 
kebutuhan kesehatan masyarakat Kota 
Bima dan/atau Pulau Sumbawa bagian 
timur dengan regional dan lokal 

Kota Bima 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU  

b 

Pengembangan kawasan peruntukan 
kesehatan dilakukan di Kelurahan 
Rabangodu Utara, Kelurahan Monggonao, 
Kelurahan Sambinae, Kelurahan Nae, 
Kelurahan Paruga, Kelurahan Sadia, 
Kelurahan Penanae, dan kelurahan Kodo 

Kecamatan Rasanae 
Barat, Kecamatan 
Mpunda 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU  

 
12.Pengembangan Kawasan Peribadatan            

a. 
Pengembangan kawasan peruntukan 
peribadatan dilakukan untuk memenuhi 

Kota Bima 
 

    
    APBN/ 

APBD 
Kementerian 
PU,Dinas PU  
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3 
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kebutuhan ruang bagi kegiatan peribadatan 
dan kegiatan yang terkait dengan 
pengembangan kegiatan keagamaan skala 
nasional, regional, dan lokal 

b. 
Pengembangan kawasan peruntukan 
peribadatan dilakukan pada 

 
 

    
    

  

1. 
Masjid Raya dan Pusat Kajian Islam (Islamic 
Centre) di Kelurahan Pane dan Kelurahan 
Paruga 

Kecamatan RasanaE 
Barat 

 
    

    
APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU  

2. 
Gereja di Kelurahan Rabangodu Selatan dan 
Kelurahan Tanjung 

Kota Bima 
 

    
    APBN/ 

APBD 
Kementerian 
PU,Dinas PU  

3. Pura di Kelurahan dara Kecamatan Rasanae Barat 
 

    
    APBN/ 

APBD 
Kementerian 
PU,Dinas PU  

 

13. Pengembangan kawasan Pertahanan dan Keamanan 
 

   
 
 

    
  

a. 
Mempertahankan fungsi kawasan 
pertahanan dan keamanan 

Kota Bima 
 

    
    APBN/ 

APBD 
Kementerian 
PU,Dinas PU  

b. 
Melengkapi fasilitas pendukung, sesuai 
dengan kebutuhannya dengan ketentuan 
yang berlaku 

Kota Bima 
 

    
    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU  

c. 

Pengembangan kawasan pertahanan dan 
keamanan dilakukan di Kelurahan 
Jatiwangi, Kelurahan Sambinae, Kelurahan 
Kelurahan Sadia, Kelurahan Monggonao, 
Kelurahan Rabangodu Utara 
 

Kecamatan Rasanae 
Barat, Kecamatan 
Mpunda 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
PU,Dinas PU  

 

14. Pengembangan Kawasan Pertanian            

a. 
Pengembangan lahan pertanian untuk 
budidaya komoditas hortikultura 

Kecamatan Rasanae 
Timur 

 

    

    
APBN/ 
APBD 

Kementerian 
Pertanian,Di
nas 
Pertanian. 

b. 
Pengembangan pertanian lahan basah 
untuk peningkatan ketahanan pangan 

Kecamatan Rasanae 
Timur 

 

    

    
APBN/ 
APBD 

Kementerian 
Pertanian,Di
nas 
Pertanian. 
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c. 
Membatasi alih fungsi lahan pertanian 
beririgasi teknis untuk kegiatan budidaya 
yang sifatnya terbangun 

Kecamatan Rasanae 
Timur 

 

    

    
APBN/ 
APBD 

Kementerian 
Pertanian,Di
nas 
Pertanian. 

d. 
Mempertahankan jaringan prasarana irigasi 
di kawasan pertanian yang disesuaikan 
dengan kebutuhan dan kondisi geografis 

Kecamatan Rasanae 
Timur 

 

    

    
APBN/ 
APBD 

Kementerian 
Pertanian,Di
nas 
Pertanian. 

e. 
Inventarisasi lahan dan pemilik lahan 
pertanian serta potensial kebutuhan air 
baku bagi pertanian 

Kecamatan Rasanae 
Timur 

 

    

    
APBN/ 
APBD 

Kementerian 
Pertanian,Di
nas 

Pertanian. 

f. 

Pengembangan lahan pertanian untuk 
budidaya tanaman holtikultura dilakukan 
di Kelurahan Dodu, Kelurahan Lampe, 
Kelurahan Kodo, Kelurahan Rite, Kelurahan 
Rabadompu Barat, Kelurahan Penanae, 
Kelurahan Kendo, Kelurahan Mande, 
Kelurahan Panggi, Kelurahan Sambinae, 
dan Kelurahan Jatibaru 

Kecamatan Rasanae 
Timur 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
Pertanian,Di
nas 
Pertanian. 

 

15. Pengembangan Kawasan Perikanan             

1. 

Pengembangan budidaya perikanan air 
tawar di Kelurahan Dodu, Matakando, 
Nungga, Kelurahan Melayu, Kelurahan 

Jatiwangi, dan Kelurahan Panggi 

Kecamatan Rasanae 
Timur, Asakota 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
Perikanan 
dan 
Kelautan. 

Diskanlut. 

2. 
Pengembangan budidaya perikanan air laut 
di Kelurahan Kolo, Kelurahan Melayu, 
Kelurahan Tanjung, dan Kelurahan Dara 

Kota Bima 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
Perikanan 
dan 
Kelautan. 
Diskanlut. 

3. 
Menyediakan kawasan penyangga pada 
kawasan perikanan 

Kota Bima 

 

    

    
APBN/ 
APBD 

Kementerian 
Perikanan 
dan 
Kelautan. 
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Diskanlut. 

4. 
Mengembangkan industri pengolahan hasil 
perikanan 

Kota Bima 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
Perikanan 

dan 
Kelautan. 
Diskanlut. 

 16. Pengembangan Kawasan Pertambangan             

1 Menyusun AMDAL kawasan pertambangan 

marmer  
Kelurahan Oi Fo’o, 
Kelurahan Rontu, 
kelurahan Rontu 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 

Pertambanga
n dan energi, 
Distamben 

2 
Peningkatan jaringan jalan menuju kawasa 
pertambangan marmer  

Kelurahan Oi Fo’o - Rontu 

 

    

    
APBN/ 
APBD 

Kementerian 
Pertambanga
n dan energi, 
Distamben 

3 
Penyusun Peraturan Walikota tentang 
pertambangan 

Kota Bima 

 

    

    
APBN/ 
APBD 

Kementerian 
Pertambanga
n dan energi, 
Distamben 

 4 

Pengembangan infrastruktur penunjang 
seperti jariungan air bersih, jaringan 

drainase, IPAL, jaringan energi dan 
kelistrikan dan prasarana pengelolaan 
sampah 

Kelurahan Oi Fo’o - Rontu 

 

    

    

APBN/ 

APBD 

Kementerian 
Pertambanga

n dan energi, 
Distamben 

 5 
Proses perijinan  dan sosialisasi 
pengembangan pertambangan 

Kota Bima 

 

     

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 

Pertambanga
n dan energi, 
Distamben 

 6 
Fasilitasi proses relokasi 10 rumah yang 
ada dalam kawasan tambang  

Kota Bima 

 

    

    
APBN/ 
APBD 

Kementerian 
Pertambanga
n dan energi, 
Distamben 

 7 
Pembuatan Rencana Detail Kawasan 
Tambang khusus untuk pertambangan  

Kota Bima 
 

    
    APBN/ 

APBD 
Kementerian 
Pertambanga
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yang menimbulkan dampak penting n dan energi, 
Distamben 

C.Perwujudan Kawasan Strategis Kota            

1. Kawasan Strategis dari Sudut  Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi 
Cepat 

 
    

    
  

BIdang Pariwisata             

a. 
Penyusunan Rencana Induk dan DED Kawasan 
wisata pantai Amahami – Niu dan sekitarnya,  

Kelurahan Dara. 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
Pariwisata 
dan EK, 
Dinas 
Pariwisata 

b. 
Pembangunan sarana prasarana pariwisata 
berdasarkan Rencana Induk dan DED Kawasan 
Amahami - Niu 

Kelurahan Dara 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
Pariwisata 
dan EK, 
Dinas 
Pariwisata 

c. 
Pembangunan coastal road sepanjang pesisir 
pantai Amahami – Niu 

Kelurahan Dara 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
Pariwisata 
dan EK, 
Dinas 
Pariwisata 

BIdang Perdagangan dan Jasa             

a. 
Pembangunan Pusat Perdagangan Super Block 
Bina Baru 

Kelurahan Dara. 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
Perdagangan
, Depperin, 
Dinas 

Perdanganga
n dan 
Industri 

b. 
Revitalisasi kawasan perdagangan dan jasa 
yang ada 

Kelurahan Sarae, 
Kelurahan Paruga 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
Perdagangan
, Depperin, 
Dinas 
Perdanganga
n dan 



 

    

 138 

No
. 

Indikasi Program Strategis Lokasi 
Besaran 

(Rp) 

Waktu Pelaksanaan 

Sumber 
Dana 

Instansi 
Pelaksana 

PJM I 
PJM 

II 
PJM 
III 

PJM 
IV 

2011 2012 2013 2014 2015 
2016 
-2020 

2021 
-2025 

2026 
-2031 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1
3 

14 

Industri 

c. Revitalisasi pasar induk Kelurahan Paruga 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
Perdagangan

, Depperin, 
Dinas 
Perdanganga
n dan 
Industri 

d. 
Peningkatan sarana prasarana di sekitar 
pelabuhan Bima 

Kelurahan Tanjung 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
Perdagangan
, Depperin, 
Dinas 

Perdanganga
n dan 
Industri 

Bidang Industri             

a. 
Menyusun RDTRK Kawasan industri 
Pengolahan Marmer 

Kelurahan Oi Fo’o 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 
Perdagangan
, Depperin, 
Dinas 
Perdanganga
n dan 
Industri 

2.Kawasan Strategis dari Sudut Kepantingan Sosial Budaya            

a. 
Revitalisasi Kawasan Istana Kesultanan Bima 
dan sekitarnya 

Kelurahan Paruga, 
Kelurahan Sarae, dan 
kelurahan Dara. 

 

    

    

APBN/ 
APBD 

Kementerian 

Pariwisata 
dan EK, 
Dinas 
Pariwisata 

3. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung 
Lingkungan Hidup 

    
    

  

a. 
Penataan Kawasan lindung dan kawasan 
hutan produksi di Kecamatan Rasanae  Timur 
dan Kecamatan Asakota 

Kota Bima 
 

    
    

APBN/ 
APBD 

Kemen PU, 
Kemen LH, 
Dinas PU, 
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 BLH 

     Sumber : Hasil Rencana 

 

Walikota Bima, 
 

 
 

M.Qurais H.Abidin 


